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ABSTRAK

Wahyudi, Bibit 2022. Analisis Implementasi Sertifikasi Halal Pada UMKM di
Kabupaten Banyuwangi (Studi Pada UMKM Makanan dan Minuman di
Kabupaten Banyuwangi).Tesis. Program Studi Ekonomi Syariah
Pascasarjana Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddig Jember.
Pembimbing I: Dr. H. Misbahul Munir, M.M. Pembimbing Il: Dr. Abdul
Wadud Nafis, Lc, M.E.I.

Kata Kunci: Implementasi, Sertifikasi Halal, UMKM

Peran pemerintah Indonesia dalam melakukan optimalisasi pada kegiatan
ekonomi halal ini, salah satunya melalui program pemberdayaan industri usaha
mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada pada masing-masing tingkat daerah,
khusunya pada jenis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) jenis makanan dan
minuman. Di Kabupaten Banyuwangi sendiri, terkait lembaga yang mengkordinir
jalannya program ekonomi halal pada produk usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM) khususnya pada makanan dan minuman ini dibawah Kemenag, dinasi
koprasi dan UMKM, Diskopumdag serta asosiasi UMKM.

Fokus Penelitian yang dirumuskan terkait: (1) sosialisasi sertifikasi halal pada
UMKM di Kabupaten Banyuwangi.(2) Implementasi sertifikasi halal pada UMKM.
(3) Faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan implementasi sertifikasi
halal pada UMKM di Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui sosialisasi sertifikasi halal pada
UMKM di Kabupaten Banyuwangi. (2) Mengetahui implementasi sertifikasi halal
pada UMKM. (3) Mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan
implementasi sertifikasi halal pada UMKM di Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan
studi kasus. Teknik analisis menggunakan analisis data model interaktif oleh Miles,
Hubermann, dan Saldana: (1) Kondensasi data, (2) Penyajian data, (3) Penarikan
kesimpulan (verifikasi) serta menggunakan analisi SWOT.

Hasil penelitian ini, bahwa: (1) Bentuk sosialisasi yang dilakuakan, yaitu:
Pertama, sosialisasi terkait sertifikasi halal ini dilakukan oleh Kementrian Agama
Kabupaten Banyuwangi. Kedua, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten
Banyuwangi. Ketiga, oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Banyuwangi. Keempat, dilakukan oleh asosiasi UMKM. (2) Bentuk implementasi
sertifikasi halal pada UMKM di Kabupaten Banyuwangi yaitu: pertama, dengan
mengkomunikasian. Kedua, melakukan langkah pembangunan sumber daya
manusia. Ketiga, Disposisi atau sikap pelaksana. Keempat, Struktur Birokrasi atau
organisasi dalam artian melakukan kerjasama, koordinasi. (3) Faktor penghambat
dan pendukung dalam melakukan implementasi sertifikasi halal berdasarkan
analisis SWOT, yaitu: Kabupaten Banyuwangi masuk kategori agresive dan berada
pada kuadran 1. Strategi yang tepat diterapkan pada Implementasi sertifikasi halal
ini adalah strategi S-O (Strenghts-Opportunities).



ABSTRACT

Wahyudi, Bibit 2022.Analysis of the Implementation of Halal Certification in
UMKM in Banyuwangi Regency (Study on Food and Beverage UMKM
in Banyuwangi Regency). Thesis. Postgraduate Islamic Economics
Study Program KH Achmad Siddig State Islamic University Jember.
Advisor I: Dr. H. Misbahul Munir, M.M. Advisor II: Dr. Abdul Wadud
Nafis, Lc, M.E.
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The role of the Indonesian government itself in optimizing halal economic
activities, one of which is through the empowerment program for micro, small and
medium enterprises (UMKM) at each regional level, especially in the types of
micro, small and medium enterprises (UMKM). food and Drink. In Banyuwangi
Regency itself, related to the institutions that coordinate the running of the halal
economic program on micro, small and medium enterprise (UMKM) products,
especially in food and beverages, this is under the Ministry of Religion, the
cooperatives and MSMEs office, Diskopumdag and UMKM associations.

The focus of the research that was formulated was related to the
implementation of halal certification in UMKM, socialization of halal certification
to UMKM in Banyuwangi Regency. And the inhibiting and supporting factors in
implementing halal certification for UMKM in Banyuwangi Regency.

This study aims to determine the implementation of halal certification in
MSMEs, to know the socialization of halal certification to UMKM in Banyuwangi
Regency. Then find out the inhibiting and supporting factors in implementing halal
certification for UMKM in Banyuwangi Regency.

This study uses a qualitative descriptive method with a case study approach.
The analysis technique uses Miles, Hubermann, and Saldana interactive model data
analysis: (1) Data condensation, (2) Data presentation, (3) Drawing conclusions
(verification) and using SWOT analysis.

The results of this study, that: (1) the form of a strategy for implementing
halal certification in UMKM in Banyuwangi Regency, namely: first, by
communicating. Second, take steps to develop human resources. Third, the
disposition or attitude of the implementer. Fourth, the bureaucratic or
organizational structure in the sense of cooperating, coordinating. (2) The forms of
socialization carried out are: First, the socialization related to halal certification is
carried out by the Ministry of Religion of Banyuwangi Regency. Second, the
Banyuwangi Regency Cooperatives and UMKM Service. Third, by the Department
of Industry and Trade of Banyuwangi Regency. Fourth, carried out by the
association of UMKM. (3)The inhibiting and supporting factors in implementing
halal certification based on a SWOT analysis, namely: Banyuwangi Regency is in
the aggressive category and is in quadrant 1. The right strategy to be applied to the
implementation of this halal certification is the S-O (Strengths-Opportunities)
strategy.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ajaran Islam sangat mementingkan kebaikan dan kebersihan dalam semua
aspek. Selain itu Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur ketentuan
hukum pada segala aktifitas kehidupan manusia, diantaranya dengan adanya hukum
syari’at Islam tentang halal dan haram. Halal sendiri secara singkat diartikan
sebagai ketentuan hukum pada sesuatu yang diperbolehkan menurut syari’at Islam,
sedangkan haram merupakan ketentuan hukum pada sesuatu yang dilarang menurut
ketentuan syari’at Islam dan berdampak pada hukum berdosa jika dilanggar.!

Bagi seorang muslim sendiri mematuhi ketetapan hukum Allah SWT
merupakan suatu bentuk kepatuhan, oleh sebab itu bagi setiap umat islam,
mengkonsumsi sesuatu yang halal merupakan sebuah kewajiban sekaligus
kebutuhan, sebagai perwujudan bentuk taat dalam menjalankan hukum-hukum
Allah SWT yang merupakan manifestasi keimanan. Disisi lain Islam juga telah
mengajarkan setiap produk yang dimakan, haruslah turut melibatkan kebersihan
batiniah. Karena kebersihan lahir dan batin menjadi nilai penting serta diutamakan
dalam kehidupan muslim, karena kedua faktor tersebut amat disukai Allah SWT.?

Terkait dalil mengenai ketetapan syari’at pada hukum halal dan haram

tersebut, salah satunya memberikan penegasan pada kewajiban pemilihan konsumsi

1 Sukoso Dkk, Ekosistem Industri Halal (Jakarta: Thamrin No 2, 2020), 7.
2 Farid Wadji, Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Depok: Rajawali Pres, 2019), 73.



yang halal bagi konsumen muslim khususnya. Sebagaimana firman Allah SWT

dalam Al-Qur’an surah Al-Bagoroh ayat 168 :3

CRVRSACRENE I RUSEAJCE LR e V565 s ZNT 3 1K et
Artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat
di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena
sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Tafsir ayat tersebut di atas, memberikan penjelasan bahwa bumi disiapkan
oleh Allah SWT untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir. Setiap upaya dari
siapapun untuk memonopoli hasil hasilnya, baik iya kelompok kecil atau besar,
keluarga, suku, bangsa atau kawasan dengan merugikan yang lain, maka hal itu
bertentangan dengan ketentuan Allah SWT. Karena itu, semua manusia diajak
untuk makan yang halal yang ada dibumi. Setan mempunyai jejak langkah, ia
menjerumuskan manusia langkah demi langkah, tahap demi tahap. Sesungguhnya
dia adalah musuh yang tidak segan menampakkan permusuhannya kepada
manusia.*

Dewasa ini penguatan pengembangan rantai halal ini juga dikaitkan dengan
berbagai kegiatan produksi industri, yaitu melalui kegiatan sertifikasi halal pada
makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan jenis produk lainnnya yang sering
digunakan oleh masyarakat Indonesia. Indonesia sendiri dapat dikatakan salah satu

negara yang menjadi pasar potensial guna dijadikan wadah dalam memproduksi

dan mendistribusi berbagai indusitri halal.

3 Al-Qur’an, 168:16
4 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 379-381.



Fakta data menyatakan, saat ini Indonesia menjadi negara dengan mayoritas
berpenduduk muslim terbesar dunia, hal tersebut berdasarkan paparan data oleh
Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil kementerian dalam negeri
tersebut manyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada akhir Juni 2021
sebanyak 272,23 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 236,53 juta jiwa
(86,88%) beragama Islam, 20,4 juta jiwa (7,49%) beragama Krisiten, 8,42 juta jiwa
(3,09%) beragama Katolik, 4,67 juta jiwa (1,71%) beragama Hindu, 2,04 juta jiwa
(0,57%) beragama buddha, 73,02 ribu jiwa (0,03%) beragama Konghucu dan
102,51 ribu jiwa (0,04%) menganut aliran kepercayaan.®

Sehingga dengan melihat paparan data tersebut dapat dipahami, bahwa negara
Indonesia saat ini memiliki potensi besar guna menjadi wadah dalam
memaksimalkan penguatan nilai halal pada segala aspek kegiatan ekonomi,
sekaligus akan memudahkan negara Indonesia menjadi negara dengan ekonomi
halal terkuat dunia.

Terkait industri halal ini, Indonesia sendiri saat ini menjadi salah satu negara
yang aktif dalam mengembangkan dan menguatkan berbagai industri halal. Hal
tersebut berdasarkan paparan data statistik produk halal LPPOM MUI Indonesia,
yang menyatakan bahwa jumlah perusahaan bersertifikat halal di Indonesia pada
tahun 2019 sebanyak 13.951 unit atau 69.577 unit perusahaan jika berdasarkan
keseluruhan data periode 2012-2019. Kemudian jumlah serifikasi halal sebanyak

15.595 atau 80.611 sertifika halal jika berdasarkan keseluruhan data periode 2012-

S http://www.databoks.katadata.co.id (30 September 2021)
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2019. Sedangkan jumlah produk yang ada sebanyak 274.796 produk atau 963.411
produk jika berdasarkan keseluruhan data periode 2012-2019, sebagai berikut:

Gambar 1.1
Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI Periode 2021-2019

DATA SERTIFIKASI HALAL LPPOM MUI
PERIODE 2012 - 2019
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" 208222
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Sumber: www.halalmui.org

Paparan data tersebut di atas dapat dipahami bahwa jumlah keseluruhan
perusahaan yang bersertifikat halal dari tahun 2012-2019 sebanyak 69.577 (jumlah
tersebut tanpa memisahkan pada masing-masing kategori jenis UMKM). Sehingga
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hanya 0.11 % jumlah perusahaan yang
terdaftar di bandingkan jumlah UMKM berdasarkan data dari Kementerian
Koperasi dan UKM tahun 2019 sebanyak 65 juta UMKM.®

Disisi lain dewasa ini dengan dibentuknya MEA (Masyarakat Ekonomi Asia)
pada akhir tahun 2015 yang merupakan realisasi pasar bebas di Asia Tenggara,
tentu hal ini menjadi poin penting bagi para pelaku industri usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM) khsusunya di Indonesia untuk lebih giat meningkatkan mutu

produk dan layanan yang diberikan. Hal tersebut merupakan konsekuensi semakin

® http://www.halalmui.org (27 Oktober 2022)
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ketatnya persaingan antar pelaku usaha akibat interaksi global antar produsen,
konsumen khususnya di wilayah Asia Tenggara. ’ Sudah seharusnya guna
menghadapi perekonomian global dan era perdagangan bebas, para pelaku usaha
mikro, kecil dan menengah (UMKM) dituntut untuk menghasilkan produk yang
berkualitas, kompetitif dan memiliki daya saing tinggi. Selain itu, para konsumen
baik di pasar nasional maupun internasional dewasa ini juga semakin Kritis,
konsumen selain menuntut standarisasi mutu produk yang semakin tinggi, guna
melindungi kesehatan dan lingkungan, juga menuntut aspek sosial budaya dan
agama. Kehalalan produk pada dasarnya bukan hanya isu yang dikaitkan dengan
agama, khususnya Islam, akan tetapi juga sudah menjadi bagian dari realitas bisnis
dan perdagangan.®

Peran pemerintah Indonesia sendiri dalam melakukan optimalisasi pada
kegiatan ekonomi halal ini, salah satunya melalui program pemberdayaan industri
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada pada masing-masing tingkat
daerah, khusunya pada jenis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) jenis
makanan dan minuman. produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada
dasarnya jika dicermati memiliki keunggulan spesifik berupa output berbasis
kandungan lokal dengan harga yang relatif terjangkau, tenaga kerja yang mudah
dan keahlian sederhana, serta spesifikasi produk yang unik dan memiliki pasar

penjualan hingga internasional.® Sehingga dengan adanya pemberdayaan pada

" Lulu Nurul Istanti Dkk,”Peningkatan Mutu Produk UKM Melalui Sertifikasi Jaminan Produk
Halal”, Karinov, 3, Vol 2, (2019).

8 M Borzooei dan M Asgari, “Country of Origin Effect On Consumer Purchase Intention of Halal
Brands”, Marketing Research, 1 (2015), 1-10.

® Lilis Sulastri, Manajemen Usaha Kecil Menengah (Bandung: LGM La Good’s, 2016), 12.



usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tersebut tentu akan memberikan
kontribusi besar dalam perekonomian nasional mulai dari hasil produksi,
penyerapan tenaga kerja, serta berperan besar dalam penambahan penghasilan
devisa negara. Karena pada dasarnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
sendiri memiliki peran penting guna mempercepat pemerataan pertumbuhan
ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan
pendapatan masyarakat, serta berperan dalam perolehan devisa negara dan
memperkokoh struktur perekonomian nasional.°

Adapun salah satu lembaga pemerintahan daerah tingkat Kabupaten yang
turut andil dalam pemberdayaan industri halal ini, yakni Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi guna mengupayakan hasil produk usaha
mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berdaya saing nasional ataupun
internasional, memiliki tujuan pencapaian cita-cita pemerintah Kabupaten, yakni:
tercantum pada Pola Dasar Pembangunan Daerah terkait mengoptimalkan peran
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta guna mendukung pada hasil
produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) khususnya makanan dan
minuman yang berdaya saing nasional ataupun internasional.

Kabupaten Banyuwangi secara umum gambaran demografisnya, memiliki
kawasan hutan mencapai 183.396. 34 ha atau sekitar 31,62%; daerah persawahan
sekitar 66.152% ha atau 11,44%; perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau

14,21%, yang tidak dimanfaatkan sebagai pemukiman 127. 454,22 ha atau 22,04%

10 Lilis Sulastri, Manajemen Usaha Kecil Menengah,...16.



dan sisanya untuk pemukiman peduduk, selain itu Banyuwangi juga memiliki
panjang garis pantai sekitar 175,8 km dengan 13 pulau.t!

Adapun pada tingkat kepadatan penduduk, Kabupaten Banyuwangi pada
akhir tahun 2020 memiliki tingkat kepadatan sebesar 1.617.814 jiwa. dan jumlah
tersebut terus meningkat pada setiap tahunya. Hal tersebut dapat dilihat pada
paparan data berikutu:?

Tabel 1.1 Data Penduduk Kabupaten Banyuwangi, 2020

Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah 1.594.083  1.559.811  1.604.897 1.609.677 1.613.991  1.746.665

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi

Disamping itu Kabupaten Banyuwangi juga memiliki penduduk dengan
mayoritas beragama Islam dengan jumlah 1.691.132 penduduk muslim. Hal
tersebut dapat dilihat berdasarkan paparan data berikutu:*3

Tabel 1.2 Data Keagamaan Penduduk Kabupaten Banyuwangi, 2020
Agama ‘Islam ' Prostetan = Katolik ~ Hindu  Budha  Lainnya
Wnlaﬂ 1691132 18536 4.853 27.602 239 96

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi

Fakta menarik lainnya, bahwa saat ini keunggulan dan kearifan lokal yang di
miliki Kabupaten Banyuwangi pada sektor bahan makanan sangat beranekaragam.
Paparan data yang ada memberikan gambaran bahwa pada sektor bahan makanan,
Kabupaten Banyuwangi termasuk dalam lumbung padi Provinsi Jawa Timur.
Produksi padi Banyuwangi pada tahun 2018 adalah sebanyak 825.317 atau

meningkat 0,95% dari hasil tahun sebelumnya (sebesar 817.512 ton). Kemudian di

1 Dimas Imaniar,“Strategi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Meningkatkan Industri
Pariwisata Melalui UMKM?”, Ilmu Ekonimi, 2, Vol 9 (2019).

12 Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi

13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi
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susul pada bahan makanan jenis buah-buahan unggulan, yakni buah naga, jeruk

siam, pisang, durian, semangka, manggis, mangga, rambutan dan melon, dengan

jumlah produksi terbanyak sebesar 11.909,67 ton pada jenis buah durian.*

Adapun khusunya terkait potensi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

sendiri, Kabupaten banyuwangi memiliki tingkat persebaran UMKM yang sangat

banyak di berbagai kecamatan yang ada di dalamnya, hal ini dapat dilihat

berdasarakan paparan data berikut:

Tabel 1.3 Data Jumlah IKM dan UMKM Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Kecamatan
Bangorejo
Banyuwangi
Blimbing Sari
Cluring
Gambiran
Genteng
Giri
Glagah
Glenmore
Kabat
Kalibaru
Kalipuro

Licin

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi

Jumlah

2906
5305
9104
2676
3201
6091
1204
2731
3410
6963
3338
3459
1600

No
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Kecamatan

Muncar
Pesanggaran
Purwoharjo

Rogojampi
Sempu
Siliragung
Singojuruh
Songgon
Srono
Tegaldlimo

Tegasari
Wongsorejo

Jumlah Keseluruhan

Jumlah
5647
2750
3083
6453
4692
4254
3565
3108
17175
6717
2727
1781
113940

Dari paparan data tersebut di atas, dapat di pahami bahwa berdasarakan data

oleh Dinas Koperasi UMKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Banyuwangi 2021, jumlah IKM dan UMKM di Kabupaten Banyuwangi mencapai

113940, dengan jumlah UMKM terbesar berada di Kecamatan Srono sebesar

14 RKPD (Rencana Kerja Kabupaten Banyuwangi), 2020.



17.175, kemudian diikuti oleh Kecamatan Blimbingsari sebesar 9.104 dan
Kecamatan Kabat sebesar 6963.%°

Adapun secara jelasnya, terkait jenis produk UMKM yang telah tersebar di
berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi tersebut, diantaranya

sebagai berikut:

Tabel 1.4 Data Jenis UMKM Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Kecamatan Pemlik usaha Jenis usaha
Banyuwangi Dimas Hendri Syrup aneka rasa
Cluring Arisatul Mufarohah Coklat kacang

Genteng Vera lka Nurjannah Krupuk tulang ikan
Giri Titik Mariyah Tepung serba guna
Glagah Sultoni Muslim Madu
Kabat Kuntiyati Kopi racik
Kalipuro Tarno Keripik pisang
Licin Wilda Magfiroh Kripik talas
Muncar Rany Indrayan Dendeng lemuru
Rogojampi Mron Rosadi Marning jagung
Sempu Habibatur Rohmah Bolu klemben
Singojuruh Nur llmiyah Kripik usus
Wongsorejo Heri Laksana Bumbu ikan bakar
Pesanggaran Siti Nurasiyah Serundeng ayam
Glenmore Anjar Puji Lestari Pastel abon mini
Srono Ali Abon ayam dan ikan

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdaganngan Kabupaten

Banyuwangi.

Berdasarkan dari semua paparan data di atas, tentu hal ini menjadi peluang
yang sangat besar jika segala kearifan lokal serta banyaknya jumlah UMKM yang
dimiliki Kabupaten Banyuwangi dimanfaatkan secara menyeluruh, sekaligus di
optimalisasikan sebagai wadah guna mendukung pembangunan integral serta
sebagai kontribusi yang nyata terhadap perekonomian daerah dengan melalui

pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang

15 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi 2021
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ada di Kabupaten Banyuwangi, yakni diantaranya dengan dimasksimalkannya

implementasi sertifikasi halal pada setiap UMKM tersebut.

Di Kabupaten Banyuwangi sendiri, terkait lembaga yang mengkoordinir

jalannya program ekonomi halal pada produk usaha mikro, kecil dan menengah

(UMKM), melibatkan beberapa lembaga yang memang memiliki kewajiban atau

kepentingan guna membina para pelaku UMKM dalam memiliki setifikasi halal.

Adapun sekema pola implementasi sertifikasi halal pada UMKM di Kabupaten

Banyuwangi ini sebagai berikut:

Pola Implementasi Sertifikasi Halal

UMKM Kabupaten Banyuwangi

BPJPH/Kementerian Agama
Berdasarkan:

UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal
Peraturan Mentri Agama Nomor 26 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan

Jaminan Produk Halal

Diskopumdag
Berdasarkan:
PERDA Kabupaten Banyuwangi
Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Pemberdayaan dan Perlindungan
UMKM

e

SERTIFIKASI
HALAL
UMKM

> -

Diperindag
Berdasarkan:
PERDA Kabupaten Banyuwangi
Nomor 76 Tahun 2019 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja

i)

Asosiasi UMKM Makanan dan Minuman

Sumber: Data Diolah 2022

Dari bagan di atas dijabarkan bahwa, pola implementasi sertifikasi halal

yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini, sebagai berikut:

pertama, di bawah naungan pemerintahan Kementerian Agama. Adapun

dasar pelaksanaan wajibnya sertifikasi halal oleh Kementerian Agama ini
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berlandaskan pada Peraturan Mentri Agama Nomor 26 tahun 2019 Pasal 2, bahwa:
pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan JPH, yang dalam hal ini
dilaksanakan oleh Menteri (menteri yang dimaksud adalah BPJPH). Sehingga
berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, dalam hal ini Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwangi, sebagai lembaga pemerintahan tingkat daerah juga turut
aktif dalam melaksanakan kewajiban pendampingan terkait implementasi
sertifikasi halal tersebut, yang salah satunya melalui pendampingan pada UMKM
makanan dan minuman.

Kedua, pendampingan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan
(Diskopumdag) Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini Diskopumdag sebagai
lembaga pemerintahan tingkat daerah, juga memiliki peran penting dalam
pemberdayaan dan mendampingi para pelaku UMKM memiliki sertfikat keamanan
pangan pada prduknya, salah satunya melalui sertifikasi halal pada produk UMKM
makanan dan minuman. Adapun dasar pelaksanaan kewajiban atau wewenang
terkait pendampingan kepada para pelaku UMKM, guna memiliki sertifikaksi
keamanan pangan ini, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Nomor 1 Tahun 2019 pasal 4 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM,
yang diantaranya bertujuan guna mengembangkan produk unggulan daerah
berbasis sumber daya lokal serta meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan
daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi,
dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Selain itu juga berdasarkan program

Bupati Banyuwangi yakni Banyuwangi rebound terkait UMKM naik kelas melalui



12

sertifikasi keamanan pangan, dinas UMKM juga diberi wewenang guna
memaksimalkan implementasi sertifikasi halal pada UMKM.

Ketiga, pendampingan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
(Disperindag) Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini Disperindag sebagai lembaga
pemerintahan tingkat daerah, juga memiliki kebijakan serta peran penting dalam
mendampingan para pelaku IKM, salah satunya guna meningkatkan kualitas
produknya melalui kepemilikan sertifikat keamanan pangan. Adapun dasar
kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi
Nomor 76 Tahun 2019 Pasal 14 dan 15 tentang pemberdayaan dan pengembangan
IKM, serta tetera pada kewajiban Kepala Seksi Pemberdayaan Industri Kecil dan
Menengah, diantaranya terkait melaksanakan dukungan fasilitasi pengujian dan
sertifikasi mutu barang termasuk fasilitasi sertifikasi Standar Nasional Indonesia
(SNI), sertifikasi HALAL dll.

Keempat, pendampingan oleh asosiasi UMKM. Asosiasi UMKM sebagai
lembaga swadaya masyarakat yang bukan pemerintahan juga turut membantu
lembaga pemerintah pada tingkat daerah dalam membina para pelaku UMKM yang
ada pada Kabupaten Banyuwangi. Pada dasarnya asosiasi UMKM sendiri sebagai
lembaga swadaya masyarakat yang dibetuk oleh para pelaku usaha yang memiliki
kepentingan serta tujuan bersama terkait meningkatkan kualitas daya saing
UMKM. Selama ini telah mendampingi serta membina para anggota asosiasi
UMKM guna memiliki sertifikat keamana pangan, yang salah satunya terkait

sertifikasi halal.
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Adapun terkait sistematika pelaksanaan implementasi sertifikasi halal pada
UMKM di Kabupaten Banyuwangi, Kementerian Agama di Kabupaten
Banyuwangi selaku sebagai pelaksana utama serta pemegang regulasi telah
bersinergi dengan beberapa dinas terkait, yang juga memiliki wewenang serta
kebijakan dalam pemberdayaan UMKM, yakni: dinas Koperasi Usaha Mikro dan
Perdagangan, dinas perindustrian dan perdagangan, serta asosiasi UMKM yang ada
di Kabupaten Banyuwangi. Adapun wujud sinergi tersebut, selama ini telah
terwujud melalui bentuk kerjasama guna melakukan beberapa penerapan usaha,
diantaranya: adanya program peningkatan SDM pada lembaga dinas terkait
sertifikasi halal, telah dilakukannya sosialisasi sertifikasi halal pada UMKM
bersamaan dengan progaram sosialisasi yang lain, telah disediakannya pelayanan
informasi terkait sertifikasi halal, adanya program sertifikasi halal gratis (SEHATI)
dan sosialisai dari penyuluh dari Kemenag Banyuwangi dan telah adanya
pemberian tambahan wawasan kepada pelaku UMKM oleh asosiasi UMKM yang
ada di Kabupaten Banyuwangi.

Namun dengan telah dilakukannya beberapa penerapan dari masing-masing
lembaga terkait, yakni: Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Dinas
Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
serta asosiasi UMKM yang ada, ternyata usaha penerapan tersebut masih belum
bisa dikatakan maksimal karena masih banyak ditemui pada hasil produk usaha
mikro, kecil dan menengah (UMKM) makanan dan minuman yang tidak memiliki
logo keamana pangan, disebagian yang lain hanya menyertakan PIRT dan tidak

menyertakan lebel halal, banyaknnya pelaku usaha yang mengadu akan sulitnya
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pengurusan berkas sertifikasi halal, serta masih banyaknya pelaku usaha mikro,
kecil dan menengah (UMKM) yang kurang faham akan fungsi sertifikasi halal itu
sendiri, bahkan para masyarakat Kabupaten Banyuwangi sendiri masih banyak
yang kurang peduli akan pentingnya mengkonsumsi pada jenis makanan dan
minuman yang bersertifikat halal.

Terkait hal tersebut dengan mengingat bahwa wajibnya sertifikasi halal ini
didasari oleh Undan-Undang Republik Indonesis nomor 33 Tahun 2014, pasal 3
tentang jaminan produk halal, yang menyatakan wajibnya memberikan hak atas
kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi
masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan semua jenis produk.®Serta
juga mengigat bahwa lembaga dinas pemerintahan sendiri memiliki kewajiban guna
membina atau mendampingi UMKM berdasarkan ketetapan peraturan
pemerintahan atau peraturan daerah yang ada. Maka penelitian ini akan mengkaji
secara mendalam mengenai implementasi sertifikasi halal pada UMKM yang ada
pada Kabupaten Banyuwangi. Yaitu dengan judul “Analisis Implementasi
Sertifikasi Halal Pada UMKM di Kabupaten Banyuwangi (Studi Pada UMKM
Makanan dan Minuman di Kabupaten Banyuwangi)”.

. Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, agar lebih jelas serta bersifat
holistik, induktif, dan naturalistik, maka fokus penelitian yang dapat dirumuskan

sebagai berikut:

16 Pasal 33 Undang Undang Jaminan Produk Halal 2014



15

Bagaimanakah sosialisasi sertifikasi halal pada UMKM di Kabupaten
Banyuwangi ?
Bagaimanakah implementasi sertifikasi halal pada UMKM di Kabupaten
Banyuwangi ?
Apasajakah faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan

implementasi sertifikasi halal pada UMKM di Kabupaten Banyuwangi

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang hendak

diteliti dalah:

1.

Untuk mengetahui sosialisasi sertifikasi halal pada UMKM di Kabupaten
Banyuwangi.
Untuk mengetahui implementasi sertifikasi halal pada UMKM di Kabupaten
Banyuwangi.
Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan

implementasi sertifikasi halal pada UMKM di Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Nilai sebuah penelitian di pengaruhi oleh besarnya nilai kegunaan yang dapat di

ambil dari penelitian tersebut. Nilai kegunaan secara teoritis dan praktis:

1.

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah untuk menambah keilmuan yang
berkaitan dengan studi produk dan sertifikasi halal yang berperan penting
dalam pemasaran islam.

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah :

a. Bagi pihak Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi
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Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan dalam memperbaiki
kekurangan-kekuranang dari strategi yang sudah ada, serta mampu
memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dalam segi
mengimplementasikan sertifikasi halal pada UMKM yang digunakan
Kementerian Agama di Kabupaten Banyuwangi.

. Bagi pihak Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Dagang Kabupaten
Banyuwangi.

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan dalam memperbaiki
kekurangan-kekuranang dari strategi yang sudah ada, serta mampu
memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dalam segi
implementasi sertifikasi halal pada UMKM yang digunakan Dinas
Koperasi Usaha Mikro dan Dagang di Kabupaten Banyuwangi.

Bagi pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi
Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan dalam memperbaiki
kekurangan-kekuranang dari penerapan implementasi yang sudah ada,
serta mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dalam
segi mengimplementasikan sertifikasi halal pada IKM yang digunakan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi.

. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu
pengetahuan yang dapat dijadikan tambahan refrensi dan informasi,
khusunya bagi akademisi mengenai implementasi sertifikasi halal UMKM

di Kabupaten Banyuwangi.
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E. Definisi Istilah

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan konkrit tentang arah dan tujuan

yang terkandung dalam penelitian ini serta agar tidak terjadi kesalahpahaman

terhadap makna istilah sebagaimana menjadi titik perhatian, maka perlu dijelaskan

terlebih dahulu pengertian sebuah konsep dengan merujuk pendapat para pakar,

yaitu sebagai berikut:

1.

Implementasi Sertifikasi Halal

Implementasi diartikan sebagai suatu sistem penerusan kebijakan, yang terdiri
dari unsur-unsur dan kegiatan-kegiatan yang terarah menuju pencapaian tujuan
dan sasaran-saran yang di inginkan suatu organisasi. Dalam hal ini terarah pada
suatu kesatuan perencanaan program, diantaranya: mengkomunikasikan,
peningkatan pelayanan, peningkatan sumber daya manusia, literasi, edukasi
serta koordinasi, atas kesemua perencanaan tersebut bertujuan guna
memaksimalkan terlaksanakannya sertifikasi halal (pengakuan halalnya suatu
produk yang dikeluarkan oleh BPJH berdasarkan fatwa dewan MUI).

UMKM Halal

UMKM halal dalam hal ini merupakan perusahaan kecil yang dikelola atau
dimiliki oleh perorangan atau sekolompok kecil orang yang telah memiliki
sertifikasi atau jaminan bahwa produk dan jasa yang dimiliki sudah halal dan
aman dikonsumsi khusunya pada konsumen muslim, dengan hasil kekayaan
dan pendapatan tertentu. Berdasarkan klasifikasinya adapun kriteria pada
kekayaan dan pendapatan UMKM, sebagai berikut: Usaha Mikro memiliki

modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
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rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau dengan
penghasilan  penjualan  tahunan sampai dengan paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Usaha kecil memiliki modal usaha
lebih dari Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha, atau dengan penghasilan penjualan tahunan lebih dari
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Usaha menengah memiliki
modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha, atau dengan penghasilan penjualan tahunan
lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Tabel 1.5 Sumber Pengambilan Teori Pada Definisi Istilah

No Definisi Istilah Referensi
Dr. Lilis Suliastri, MM. 2016. Manajeman Usaha Kecil Menengah.
Bandung: LGM - LaGood’s Publishing

1 | Implementasi Dr. Drs. Suparno, M.Si. 2017. Implementasi Kebijakan Publik dalam

Sertifikasi Halal Praktek. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.

UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Prof. Ir. Sukoso, M.Sc, P.hD Dkk.2020. Ekosistem Industri Halal.
Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah JI. MH. Thamrin No 2
Jakarta 10350.

UMKM Halal Deputi Bidang Ekonomi. 2018. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia
2019-2024. PT Zahir Syariah Indonesia.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro Kecil dan
Menengah. Pasal 35 Nomor 3.

Sumber: diolah dari literatur buku, periode 2016-2020.
Berdasarkan uraian definisi istilah di atas, dapat difahami bahwa maksud

penelitian dengan judul Analisis Implementasi Sertifikasi Halal Pada UMKM di

Kabupaten Banyuwangi (Studi Pada UMKM Makanan Dan Minuman di Kabupaten
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Banyuwangi) adalah guna mengetahui gambaran suatu kesatuan perencanaan,
diantaranya: cara implementasi sertifikasi halal, program sosialisasi dan program
peningkatan jumlah produk guna tersertifikasi halal pada jenis UMKM makanan

dan minuman yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang dimulai dari penyusunan proposal ini akan
disajikan dalam enam bab yang terbagi dalam sub-sub yang saling berkaitan,
sehingga satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Hal ini dimaksudkna agar
permasalahan yang dirumuskan dapat terjawab secara tuntas.

Bab I: Pendahuluan
Bab pendahuluan memberikan wawasan umum tentang arah penelitian
yang dilakukan. Dengan pendahuluan ini akan dapat diketahui terkait
konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, landasan teori,
manfaat penelitian, difinisi istilah (istilah-istilah penting yang menjadi titik
perhatian peneliti di dalam judul penelitian).

Bab I1: Kajian Pustaka
Kajian pustaka dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitan sesuai
dengan kenyataan di lapangan. Selain itu kajian pusaka juga bermanfaat
untuk memeberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai
bahan pembahasan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti bertolak
dari data, pemanfaatan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir
dengan suatu teori.

Bab I11: Metode Penelitian
Bab ini memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian
secara operasional yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi
penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, sumber data, teknis
pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan-tahapan

penelitian.
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Bab IV: Paparan Data dan Analisis
Memuat uraian tentang data dan hasil penelitian yang diperoleh dengan
menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan dalam bab IV, uraian ini
terdiri dari paparan data yang disajikan dengan topik yang sesuai dengan
pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data
tersebut diperoleh dari pengamatan atau hasil wawancara serta deskripsi
informasi lainnya: seperti dokumen, foto, rekaman video, dan hasil
pengukuran. Kemudian hasil analisis data yang merupakan hasil penelitian
disajikan dalam bentuk pola, cara, kecenderungan, dan motif yang muncul
dari data. Disamping itu juga dapat disajikan dalam bentuk kategori, sistem
Klsifikasi dan tipologi.

Bab V: Pembahasan Temuan
Bab ini memuat gagasan peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori-
kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori terhadap teori-teori
dan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penejelasan dari
temuan atau teori yang diungkapkan dari lapangangan.

Bab VI: Penutup
Memuat temuan pokok atau kesimpulan, implikasi dan tidak lanjut
penelitian, serta saran-saran atau rekomendasi yang diajukan. Dalam
penelitian ini berupa temuan pokok atau kesimpulan yang harus

menunjukkan makna temuan-temuan tersebut.



BAB I1

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
Untuk menghindari terjadinya kesamaran dan duplikasi pada sebuah penelitian
terhadap objek yang sama, maka perlu dilakukan pengkajian terhadap karya-karya
penelitian yang sudah ada. Penelitian yang berkaitan dengan implementasi
sertifikasi halal pada UMKM ini memang bukan yang pertama kali, sebelumnya
sudah ada peneliti yang melakukan penelitian terhadap produk tersebut, diantara
penelitian yang sudah pernah dilakukan sebagai berikut :

1. Strategi Pengembangan UMKM Halal Di Jawa Tengah Dalam Menghadapi
Persaingan Global oleh Arif Pujiyono dkk.!’ Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data statistik
nonparametrik. Hasil temuan dalam penelitian adalah: butuh adanya
pengembangan strategi untuk meningkatkan daya saing UMKM halal di Jawa
Tengah adalah meningkatkan sertifikasi UMKM halal, meningkatkan
kualifikasi SDM UMKM halal, menggunaan teknologi modern dan tepat guna
untuk memenuhi standar produk UMKM halal, pemperkuat keterkaitan dengan
industri  (hilirisasi), melakukan diversifikasi produk UMKM halal,
meningkatkan peran lembaga keagamaan dan pendidikan untuk literasi produk
UMKM halal kepada masyarakat muslim, meningkatkan peran fintech untuk
pembiayaan dan sertifikasi produk UMKM halal beserta pemasarannya,

membangun sinergi dengan institusi terkait untuk inovasi produk UMKM

17 Arif Pujiyono dkk, “Strategi Pengembangan UMKM Halal Di Jawa Tengah Dalam Menghadapi
Persaingan Global”, Indonesia Journal of Halal, 1 Vol. 15, (Oktober 2018).
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halal, meningkatkan branding produk UMKM halal melalui media teknologi
dan informasi, memperkuat kajian fikih untuk menghasilkan produk UMKM
halal.

Persamaan dalam penelitan ini adalah sama sama membahas strategi
pengembangan UMKM halal dan jenis penelitian yang digunakan kualitatif.
Adapun perbedaannya adalah: fokus pembahasan bukan hanya pada UMKM
makanan dan minuman serta lokasi sebagai objek penelitian berada di Provisi
Jawa Tengah.

2. Strategi Pengembangan UMKM Pangan Berdaya Saing di Kota Bandung oleh
Agustina Pertisia Ginting dkk.*® Jenis penelitian yang digunakan adalah
kuantitatif deskriptif dengan menggunakan wawancara semistruktur. Hasil
temuan dalam penelitian adalah: Berdasarkan matriks IE menunjukkan bahwa
UMKM pangan Kota Bandung memerlukan strategi tumbuh dan membangun
(grow and build). Berdasarkan metode SWOT dan QSPM didapatkan berbagai
macam alternatif strategi. Strategi Il menjadi strategi yang paling sesuai
dengan UMKM pangan Kota Bandung dengan nilai 6,433. Strategi 11l yaitu
“meningkatkan kemampuan SDM, memanfaatkan asosiasi dan dukungan
pemerintah untuk memperluas pasar produk”. Tingkat keberagaman UMKM
pangan Kota bandung yang tinggi menjadikan karakteristik dari komoditas
yang dihasilkan. Mayoritas pelaku usaha sangat mengandalkan pemerintah
dalam semua aspek usaha. Pengadaan bahan baku dilakukan secara mandiri

dengan sistem kontrak serta modal usaha sendiri.

18 Agustina Pertisia Ginting dkk, “Strategi Pengembangan UMKM Pangan Berdaya Saing di Kota
Bandung ”, Manajeman IKM, 1 Vol. 14, (Februari 2019).
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Persamaan dalam penelitan ini adalah sama sama membahas strategi
pengembangan UMKM halal dalam jenis makanan. Adapun perbedaannya
adalah: Fokus masalah pada UMKM pangan, jenis penelitian yang digunkan
kuantitatif serta lokasi sebagai objek penelitian berada di Provisi Bandung.

3. Strategi Pengembangan UMKM Pangan Yang Berdaya Saing di Indonesia oleh
Musa Hubies dkk.!® Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif
deskriptif dengan menggunakan wawancara semistruktur. Hasil temuan dalam
penelitian adalah: UMKM pangan memiliki karakteristik yang sama dalam
produksi, pemasaran, sumber daya manusia (SDM), keuangan, legalitas, dan
dukungan dari institusi lain. Bahan baku produk pangan di Kota Bandung dan
Surabaya berbasis pertanian, sedangkan di Kota Palembang banyak
menggunakan bahan baku dari ikan. Proses produksi umumnya semi manual
dan selanjutnya dijual direct selling dan online dengan pangsa pasar terbatas di
sekitar wilayah provinsi. Struktur organisasi sangat sederhana dengan jumlah
pegawai 2—10 orang. Modal yang diperlukan masih relatif kecil dengan modal
sendiri. Mayoritas UMKM telah memiliki izin dan sertifikat halal. Pemda
sangat berperan sebagai fasilitator dalam mengembangkan UMKM pangan
berdaya saing. Kekuatan dan kelemahan utama sebagai faktor internal adalah
produk sesuai selera masyarakat setempat, namun pemasaran masih terbatas di
wilayah lokal. Peluangnya adalah berpotensi sebagai wisata kuliner, dengan
ancaman utamanya berupa persaingan dengan pelaku usaha di bidang sama.
Strategi pengembangan UMKM pangan berdaya saing meliputi peningkatan

kerja sama untuk menjaga kontinuitas ketersediaan bahan baku antar daerah,

19 Musa Hubies dkk,“Strategi Pengembangan UMKM Pangan Yang Berdaya Saing Di Indonesia ”,
Ekonomi dan Manajeman, 1.VVol 02 (Oktober 2015)
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pembangunan kawasan/sentra produk UMKM dan peningkatan peran
pemerintah daerah, perusahaan swasta atau BUMN, perguruan tinggi, dan
lembaga penelitian dan pengembangan.

Persamaan dalam penelitan ini adalah sama sama membahas strategi
pengembangan UMKM halal dalam jenis makanan. Adapun perbedaannya
adalah: fokus masalah pada UMKM pangan, jenis penelitian yang digunkan
kuantitatif serta lokasi seb,agai objek penelitian berada di Provisi Bandung.

4. Analisis Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kampung
Kopi Luwakmas Sebagai Daya Tarik Wisata Kabupaten Kediri oleh Bayu
Catur Abadi dkk.?° Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
deskriptif kualitatif dengan menggunakan dan pengumpulan data melalui
observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama,
faktor penghambat internal dalam pengembangan UKM Kampung Kopi
Luwakmas yaitu sumber daya manusia, harga dan pemasaran sedangkan faktor
eksternalnya yaitu sumber daya manusia, lokasi dan transportasi. Faktor
pendukung internal dalam pengembangan UKM Kampung Kopi Luwakmas
yaitu potensi dan pemasaran sedangkan faktor pendukung eksternalnya yaitu
sosial budaya, pelatihan, visi misi dan citra. Kedua, strategi pengembangan
UKM Kampung Kopi Luwakmas sebagai daya tarik wisata Kabupaten Kediri
yaitu dengan melakukan kegiatan pelatihan, pameran, perijinan, pemasaran,

kualitas produk, perencanaan, implementasi dan evaluasi.

20 Bayu Catur Abadi dkk,”Analisis Strategi Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)
Kampung Kopi Luwakmas Sebagai Daya Tarik Wisata Kabupaten Kediri”, Administrasi Bisnis,1
Vol 42, (Januari 2017)
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Persamaan dalam penelitan ini adalah sama sama membahas strategi
pengembangan UMKM halal dan jenis penelitian yang digunakan kualitatif.
Adapun perbedaannya adalah: fokus pembahasan bukan hanya pada UKM
makanan dan minuman serta lokasi sebagai objek penelitian berada di
Kampung Kopi Luwakmas.

5. Analisis Optimalisasi Dampak Pembinaan Citra Produk IKM Terhadap Daya
Saing UMKM Kabupaten Cianjur oleh Kasmiri dkk.?! Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif, dengan metode
penelitian analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa
pembinaan fasilitasi yang diberikan Diskoperdagin dalam meningkatkan daya
saing produk melalui pembinaan citra produk UMKM, seperti pembinaan
fasilitasi PIRT, label halal, kemasan dan merek dagang ,nampak masih belum
optimal untuk meningkatkan daya saing produk UMKM Kabupaten Cianjur,
karena secara kuantitatif cakupan pembinaan fasilitasinya masih terbatas.
Persamaan dalam penelitan ini adalah sama sama membahas strategi
pengembangan UMKM halal dan jenis penelitian yang digunakan kualitatif.
Adapun perbedaannya adalah: jenis penelitian yang digunkan kuantitatif dan
kualitatif serta lokasi sebagai objek penelitian berada di Kabupaten Cianjur.

6. Studi Tentang Peluang Dan Tantangan Industri Pangan Halal Terhadap
Perekonomian Di Indonesia oleh Hanna Indi Dian Yunita.?? Jenis penelitian
yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Hasil

penelitian ini mengungkapkan bahwa ada beberapa tantangan industri pangan

21 Kasmiri dkk, “Analisis Optimalisasi Dampak Pembinaan Citra Produk Ikm Terhadap Daya Saing
UMKM Kabupaten Cianjur ”, Ekonomi dan Bisnis Islam, 1 Vol 02, (Maret 2021)

22 Hanna Indi Dian Yunita, ”’Studi Tentang Peluang Dan Tantangan Industri Pangan Halal Terhadap
Perekonomian Di Indonesia”, Ekonomi dan Bisnis, 1 VVol. 02, (Mei 2018)
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halal di Indonesia: 1) Pengembangan agroindustri dan produk FMCG (Fast
Moving Consumer Goods); 2) Pengembangan e-commerse produk pangan
halal; 3) pengembangan produk premiun halal organik; 4) pengembangan
artikel pangan halal dan event pangan halal global; 5) Meningkatkan ekspor
pangan halal Indonesia dengan memaksimalkan peluang MEA (Masyarakat
Ekonomi ASEAN). Adapun tantangan industri pangan halal di Indonesia: 1)
memastikan keberhasilan pelaksanaan jaminan poduk halal; 2) Meningkatkan
jaminan produk halal di Indonesia dengan adanya perkembangan teknologi; 3)
memastikan logistik dan supply chain (rantai pasokan) makanan halal; dan 4)
pendanaan syariah bagi perkembangan industri pangan halal.

Persamaan dalam penelitan ini adalah sama sama membahas strategi atau
menganalisis peluang dan tantangan pada industri pangan. Adapun
perbedaannya adalah: jenis penelitian yang digunkan penelitian kepustakaan
dengan penguatan data melalui berbagai literatur buku.

7. Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu oleh
Debbi Nukeriana. # Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
deskriptif kualitatif melalui cara interpretasi, trianggulasi dan analisis isi. Hasil
peneitian mengungkapkan bahwa pertama, implementasi sertifikasi halal pada
produk pangan di Kota Bengkulu sudah terlaksana meskipun masih sebagian
kecil dari jJumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada di Kota Bengkulu.
Kedua, faktor pendukung implementasi sertifikasi halal pada produk pangan di
Kota Bengkulu adalah adanya regulasi yang mengatur tentang sertifikasi halal,

konsumen pangan mayoritas beragama Islam dan produsen pangan mayoritas

2 Debbi Nukeriana, “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu”,
Hukum Islam, 1, VVol.3, (April 2018).
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beragama Islam. Adapun faktor penghambatnya adalah belum berlaku
efektifnya undang-undang tentang Jaminan Produk Halal, kurangnya
informasi/pengetahuan tentang sertifikasi halal serta kurangnya kesadaran
hukum konsumen dan produsen untuk mendapatkan sertifikat halal. Ketiga,
Peran LPPOM MUI Provinsi Bengkulu dalam menumbuhkan kesadaran
konsumen dan produsen pangan terhadap pensertifikasian halal di Kota
Bengkulu adalah memberikan sosialisasi tentang sertifikasi halal, pembinaan
kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terkait sertifikasi halal
serta mengadakan lomba menulis halal tingkat SMA.

Persamaan dalam penelitan ini adalah sama sama membahas strategi
implementasi sertifikasi halal pada UMKM dan jenis penelitian yang
digunakan deskriptif kualitatif. Adapun perbedaannya adalah: selain fokus
pada UMKM juga menganalisis peran LPPOM MUI Provinsi Bengkulu, dan
lokasi sebagai objek penelitian berada di Provinsi Bengkulu.

8. Urgensi dan Strategi Peningkatan Sertfikasi Halal Bagi UMKM Di Kota
Semarang oleh Dewi Sulistianingsih.?* Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian deskriptif kualitatif. Hasil peneitian mengungkapkan bahwa urgensi
sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Semarang, yaitu : (1) untuk meluaskan
pangsa pasar. Terbukanya pemasaran yang lebih luas; (2) sebagai bahan
pertimbangan bagi konsumen sebelum membeli produk pada UMKM; (3)
peluang bagi pelaku usaha UMKM untuk menarik lebih banyak konsumen; (4)
meningkatkan nilai jual produk sehingga meningkatkan omset bagi pelaku

usaha UMKM. Strategi peningkatan sertifikasi halal bagi UMKM di Kota

24 Dewi Sulistianingsih,”Urgensi dan Strategi Peningkatan Sertfikasi Halal Bagi UMKM Di Kota
Semarang”, Hukum Islam, 1.VVol 02,( 2017)
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Semarang, dapat dilakukan dengan cara: Sosialisasi, komunikasi, harmonisasi
dan dinamisasi. Beberapa fase/langkah yang dapat dikembangkan sebagai
strategi untuk meningkatkan sertifikasi halal produk UMKM di Kota
Semarang, yaitu: penentuan/pengklasifikasikan UMKM, lakukan sosialisasi
dan pendekatan untuk pemahaman dan penguatan pendaftaran/proses
sertifikasi halal, fasilitasi proses sertifikasi halal, pedampingan, pemantauan
dan evaluasi.

Persamaan dalam penelitan ini adalah sama sama membahas strategi
implementasi sertifikasi halal pada UMKM dan jenis penelitian yang
digunakan deskriptif kualitatif. Adapun perbedaannya adalah: lokasi sebagai
objek penelitian berada di Kota Semarang.

9. Sertifikat Halal Menjadi Strategi Pemasaran Bagi UMKM nonmuslim dalam
Meningkatkan Penjualan oleh Armiani dkk.2® Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
produk pangan yang bersertifikasi halal menjadi strategi pemasaran untuk
meningkatkan tingkat penjualan pada UMKM di NTB. Para UMKM
nonmuslim setelah mendapatkan legalitas sertifikasi halal dari LPPOM-MUI
menunjukkan kenaikan sebesar 30-60% dikarenakan konsumen percaya dan
yakin label halal pada kemasan dan restoran yang bersertifikat halal tersebut,
walaupun konsumen mengetahui pelaku UMKM nonmuslim. Keterbatasan
penelitian ini adalah lokasi objek penelitian hanya pada provinsi NTB dan

informannya masih terbatas. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan

2 Armiani dkk,”Sertifikat Halal Menjadi Strategi Pemasaran Bagi UMKM Nonmuslim dalam
Meningkatkan Penjualan” Ekonomi dan Bisnis, 1 Vol 02, (Februari 2018)
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informanya lebih bervariasi dari beberapa agama (NonMuslim) dan lokasi
objeknya diambil secara keseluruhan dari Indonesia.

Persamaan dalam penelitan ini adalah sama sama membahas strategi
implementasi sertifikasi halal pada UMKM dan jenis penelitian yang
digunakan deskriptif kualitatif. Adapun perbedaannya adalah: lokasi sebagali
objek penelitian berada di Provinsi NTB serta bertujuan mengidentifikasi
sertifikasi halal guna menjadi strategi pemasaran bagi UMKM nonmuslim
dalam meningkatkan penjualan.

10. Implementasi Jaminan Produk Pangan Halal Di Jambi oleh Ulya Fuhaidah
Ramlah. % Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi jaminan pangan halal
sudah diatur sejak lama di Indonesia, namun belum dapat diaplikasikan dengan
baik. Hambatan dan tantangan implementasi jaminan produk halal muncul di
lapangan terkait dengan tiga faktor yakni keterbatasan kewenangan stake
holder di daerah, kurangnya anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur
yang kurang memadai.

Persamaan dalam penelitan ini adalah sama sama membahas strategi
implementasi sertifikasi halal pada UMKM oleh lembaga pemerintah dan jenis
penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Adapun perbedaannya adalah:

lokasi sebagai objek penelitian berada di Kota Kuala Tungkal dan Kota Jambi.

26 Ulya Fuhaidah Ramlah, “Implementasi Jaminan Produk Pangan Halal Di Jambi”, Wacana Hukum
Islam, 2, Vol 19, ( 2018).
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Selanjutnya guna memberikan penjelasan yang lebih mudah sekaligus

komprehensif terhadap penelitian terdahulu, maka dalam hal ini disajikan bentuk

tabel terkait pemetaan penelitian tedahulu tersebut, yang dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu

2 3 4
Arif Pujiyono dkk. Tahun 2020. | Sama sama membahas fokus pembahasan bukan
Strategi Pengembangan UMKM | strategi pengembangan hanya pada UMKM

Halal Di Jawa Tengah Dalam
Menghadapi Persaingan Global.

UMKM halal dan jenis
penelitian yang digunakan
kualitatif

makanan dan minuman
serta lokasi sebagai objek
penelitian berada di Provisi
Jawa Tengah.

Agustina Pertisia Ginting dkk.
Tahun 2019. Strategi
Pengembangan UMKM Pangan
Berdaya Saing di Kota Bandung

Sama sama membahas
strategi pengembangan
UMKM halal dalam jenis
makanan

Fokus masalah pada
UMKM pangan, jenis
penelitian yang digunkan
kuantitatif serta lokasi
sebagai objek penelitian
berada di Provisi Bandung.

Musa Hubies dkk. Tahun 2015.
Strategi Pengembangan UMKM
Pangan Yang Berdaya Saing Di
Indonesia

Sama sama membahas
strategi pengembangan
UMKM halal dalam jenis
makanan

Fokus masalah pada
UMKM pangan, jenis
penelitian yang digunkan
kuantitatif serta lokasi
sebagai objek penelitian
berada di Provisi Bandung

Bayu Catur Abadi dkk. Tahun
2019. Analisis Strategi
Pengembangan Usaha Kecil
Dan Menengah (UKM)
Kampung Kopi Luwakmas
Sebagai Daya Tarik Wisata
Kabupaten Kediri

Sama sama membahas
strategi pengembangan
UMKM halal dan jenis
penelitian yang digunakan
kualitatif

fokus pembahasan bukan
hanya pada UKM makanan
dan minuman serta lokasi
sebagai objek penelitian
berada di Kampung Kopi
Luwakmas.

Kasmiri dkk. Tahun 2021.
Analisis Optimalisasi Dampak
Pembinaan Citra Produk Ikm
Terhadap Daya Saing Umkm
Kabupaten Cianjur

Sama sama membahas
strategi pengembangan
UMKM halal dan jenis
penelitian yang digunakan
kualitatif

jenis penelitian yang
digunkan kuantitatif dan
kualitatif serta lokasi
sebagai objek penelitian
berada di Kabupaten
Cianjur.

Hanna Indi Dian Yunita. Tahun
2018. Studi Tentang Peluang
Dan Tantangan Industri Pangan
Halal Terhadap Perekonomian
Di Indonesia

Sama sama membahas
strategi atau menganalisis
peluang dan tantangan pada
industri UMKM pangan

jenis penelitian yang
digunkan penelitian
kepustakaan dengan
penguatan data melalui
berbagai literatur buku
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Debbi Nukeriana. Tahun 2018. Sama sama membahas selain fokus pada UMKM
Implementasi Sertifikasi Halal strategi implementasi juga menganalisis peran
Pada Produk Pangan Di Kota sertifikasi halal pada LPPOM MUI Provinsi
7 | Bengkulu UMKM dan jenis penelitian | Bengkulu, dan lokasi
yang digunakan deskriptif sebagai objek penelitian
kualitatif berada di Provinsi
Bengkulu
Dewi Sulistianingsih. Tahun Sama sama membahas Adapun perbedaannya
2017. Urgensi Dan Strategi strategi implementasi adalah: lokasi sebagai
8 | Peningkatan Sertfikasi Halal sertifikasi halal pada objek penelitian berada di
Bagi UMKM Di Kota UMKM dan jenis penelitian | Kota Semarang
Semarang. yang digunakan deskriptif
kualitatif
Armiani dkk. Tahun 2021. Sama sama membahas lokasi sebagai objek
Sertifikat Halal Menjadi Strategi | strategi implementasi penelitian berada di
Pemasaran Bagi UMKM sertifikasi halal pada Provinsi NTB serta
9 | Nonmuslim dalam UMKM dan jenis penelitian | bertujuan mengidentifikasi
Meningkatkan Penjualan. yang digunakan deskriptif sertifikasi halal guna
kualitatif menjadi strategi pemasaran
bagi UMKM nonmuslim
dalam meningkatkan
penjualan.
Ulya Fuhaidah Ramlah. Tahun Sama sama membahas lokasi sebagai objek
2018. Implementasi Jaminan strategi implementasi penelitian berada di Kota
Produk Pangan Halal Di Jambi. | sertifikasi halal pada Kuala Tungkal dan Kota
10 UMKM oleh lembaga Jambi.
pemerintah dan jenis
penelitian yang digunakan
deskriptif kualitatif

Sumber: diolah dari penelitian terdahulu, periode 2015-2021

Berdasarkan penelitian di atas penelitian ini memiliki persamaan dalam hal

sama-sama membahas implementasi sertifikasi halal pada UMKM oleh lembaga
pemerintah dan jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Kemudian
dalam hal ini juga memiliki perbedaan yang signifikan berkaitan dengan
permasalahan yang dikaji tentang implementasi sertifikasi halal pada UMKM di
Kabupaten Banyuwangi.

Adapun alasan mendasar dalam penelitian ini menjadikan Kabupaten
Banyuwangi sebagai lokasi penelitian terkait UMKM makanan dan minuman ini
adalah: pertama, Kabupaten Banyuwangi memiliki banyak keunikan serta potensi

kearaifan lokal, diantaranya produk hasil petani pangan yang unggul, tingkat
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persebaran UMKM yang banyak pada setiap kecamatan dengan jumlah keseluruhan

113.

940 UMKM, serta tingkat kepadatan peduduk yang tinggi dengan jumlah

1.617.814 jiwa dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Kedua, Mempunyai

beberapa program peningkatan kemanan pangan pada UMKM serta mempunyai

beberapa lembaga pemerintahan yang turut aktif dalam mengimplementasikan

sertifikasi halal, yakni: Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Dinas

Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta adanya

organisasi swadaya masyarakat yakni, asosiasi UMKM yang kesemunya sama-

sama aktif dan bersinergi dalam mendampingi UMKM.

B. Kajian Teori

1.

Pegertian Implementasi

Implementasi sendiri terjemahan dari “implementation’ yang berasal dari
kata kerja “to Implement” dengan dimaksudkan membawa ke suatu hasil,
melengkapi dan menyelesaikan. Terkait istilah implementasi ini Daniel
Mazmanian dan Paul Sabatier mendefinisikan sebagai berikut: pelaksanaan
keputusan kebijakan-kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-
undangan, namun juga dapat berbentuk sebuah perintah atau keputusan-
keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.?’

Adapun terkait implementasi kebijakan ini, juga berkaitan dengan
kebijakan pemerintahan, yang pada dasarnya menjadi unsur utama yang
mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik terkait unit-unit

administratif atau unit-unit birokratik (pada setiap tingkat pemerintahan).?

27 Suparno, Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017),

15.

28 Tachan, Implementasi Kebijakan Publik (Bandung: AIPI, 2006), 27.
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Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan
dapat mencapai tujuannya.?

Edward 111, merumuskan empat faktor utama yang berperan penting dalam
pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor—faktor yang
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu:*
a. Komunikasi (Communication)

b. Sumber Daya (Resourches)
c. Struktur Birokrasi / Organisasi (Bureaucratic Structure)
d. Sikap Pelaksana (Dispositions or attitudes)
Terkait model implementasi kebijkan yang telah dipaparkan Edward I11,

digambarkan sebagai berikut:

Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi
Kebijakan Publik

Komunikasi

; HAS |

Sumber Daya

¢ —> Implementasi

Disposisi

E——

Strukur Organisasi

Sumber: Edwards 111, 2017
Terkait proses implementasi kebijakan, komunikasi memegang peranan

penting karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

29 Riant Nugroho, Public Policy (Jakarta: Pustaka Belajar, 2012), 67.
%0 Suparno, Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek...,16.
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Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada implementor
secara tepat, dan konsisten. Kurangnya sumber daya akan berakibat ketidak-
efektifan penerapan kebijakan. Disposisi atau kecenderungan sikap pelaksana
diartikan sebagai keinginan dan kesepakatan di kalangan pelaksana untuk
menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara
efektif, maka implementor bukan hanya mengetahui apa yang harus mereka
kerjakan dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya, tetapi para
implementor juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan
tersebut. Akhirnya struktur birokrasi mempunyai dampak atas penerapan
dalam arti bahwa penerapan itu tidak akan berhasil jika terdapat kekurangan
dalam struktur birokrasi tersebut.3!

Berikut penjelasan model-model implementasi yang terdiri dari
komunikasi, struktur organisasi, sumber daya dan disposisi :
a. Communication (Komunikasi)

Komunikasi menempati peran yang penting dalam menentukan
keberhasilan kebijakan pada proses implementasi. Intensitas dalam
mengomunikasikan kebijakan publik pada tataran implementasi
diperlukan agar dukungan dan komitmen pihak-pihak terkait dapat
terbentuk. Edwards I11 menegaskan :3

“For Implementation to be effective, those whose responsibility it is

to implement a decision must know what they are supposed to do.

Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate

personnel, and they must be clear, accurate, and consistent. If the

policies decision-makers wish to see implemented are not clearly

specified, they may be misunderstood by those at whom they are
directed. Obviously, confusion by implementers about what to do

31 Suparno, Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek...,18.
32 Yulianti Kadji, Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik (Gorontalo: UNG Press, 2015),

64.
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increases the chances that they will not implement a policy as those
who passed or ordered it intended ™.

Artinya implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, jika
yang bertanggung jawab dalam proses implementasi kebijakan tersebut
mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah  untuk
mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat,
dan konsisten kepada orang-orang Yyang benar-benar mampu
melaksanakannya. Jika pesan dan perintah kebijakan yang diberikan oleh
pembuat kebijakan tidak jelas dan tidak terspesifikasikan, maka
kemungkinan besar akan terjadi kesalah pahaman di tingkat implementor
kebijakan yang ditunjuk.3

Jelas sekali akan terjadi kebingungan di tingkat implementor,
khususnya dalam memahami dekripsi tugas yang harus dilakukannya.
Kondisi ini akan memberi peluang kepada mereka untuk tidak
mengimplementasikan kebijakan tersebut sebagaimana dikehendaki oleh
para pemberi mandat atau pembuat kebijakan. Pada tataran inilah, maka
faktor komunikasi (dalam bentuk vertikal) memegang peran penting agar
implementor kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan.
Hal ini menjadi prasyarat agar pesan dan perintah kebijakan harus
komunikasikan dengan perintah yang jelas dari atasan kepada
implementor kebijakan, sehingga implementasi kebijakan tidak keluar dari
sasaran yang dikehendaki. Sebab, tidak sempurnanya aspek komunikasi

juga dapat mengakibatkan para implementor menafsirkan kebijakan

3 Yulianti Kadji, Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik...,65
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sebagai otoritas, seperti tindakan-tindakan untuk menyempitkan kebijakan

umum menjadi tindakan-tindakan spesifik. Inkonsistensi pesan dan isi

komunikasi dapat mengakibatkan hambatan yang serius dalam
implementasi kebijakan.3*

Menurut Sopiah adapun komunikasi dalam penyampaian pesan ini
juga terdiri dari beberapa unsut-unsur:3®

1) Komunikator (sender) yang bertujuan berkomunikasi dengan orang
lain, guna mengirimkan pesan dan informasi kepada orang yang
dituju.

2) Penyandian (encoding) untuk memproses pesan kedalam bentuk yang
sudah dioptimasi untuk keperluan dalam peyampaian data ataupun
pesan informasi.

3) Pesan (message) informasi yang akan disampaikan komunikator
kepada komunikan.

4) Media/Saluran (channel) merupakan media atau alat yang menjadi
penyampaian dari penyampai pada penerima.

5) Penerima merupakan orang yang menerima informasi. Penerima
melakukan proses penafsiran pada pesan atau informasi yang didapat.

6) Penafsiran (decoding) yaitu proses pemahaman mengenai simbol atau
bahasa. Simbol yang dimaksud yaitu simbol grafis atau huruf dengan
cara mengasosiasikannya atau menghubungkan simbol dengan bunyi
bahasa beserta variasi yang dilakukan penerima pesan dari penyampai

pesan.

3 Yulianti Kadji, Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik...,65.
% Robert Tua Siregar Dkk, Komunikasi Organisasi (Jawa Barat: Widina Bahakti, 2021), 5.
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7) Umpan Balik (feedback) merupakan tanggapan atau respon
komunikan mengenai informasi yang didapatnya dari komunikator.

8) Gangguan (noise) adalah setiap hal yang mengganggu jalannya
komunkasi.

Perlu diketahui arah komunikasi yang ada pada suatu organisasi juga
terdapat beberapa perbedaan pada masing-masing organisasi. Bagi
organisasi yang berskala kecil, penyampaian informasi dapat dilakukan
secara langsung kepada bawahan. Tetapi berbeda dengan organisasi yang
memiliki jJumlah anggota mencapai ratusan, maka penyampaian informasi
kepada bawahan merupakan suatu pekerjaan yang cukup rumit. Adapun
arah atau pola komunikasi berdasarkan penjelasasn Purwanto, dapat di
perinci sebagai berikut:*

1) Komunikasi dari atas kebawah (top-down)

lalah komunikasi yang berasal dari manajer tingkat atas kepada
bawahannya. Fungsi dari arah komunikasi ini adalah supaya lebih
memudahkan memberi komando dan arahan kepada bawahannya.
Tujuan manajer dalam arah komunikasi ini guna mengarahkan,
mengkoordinasikan, memotivasi, memimpin, dan mengendalikan
berbagai kegiatan yang ada pada level bawahan.

Komunikasi ini dapat dilakukan melalui lisan maupun tulisan.
Secara lisan komunikasi ini bisa berupa percakapan yang biasa,
wawancara resmi supervisor dan bawahan, atau dalam bentuk

pertemuan yang berkelompok. Secara tulisan bisa berupa memo,

3 Robert Tua Siregar Dkk, Komunikasi Organisasi.., 6.
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kontak informasi, papan pengumuman, buku petujuk karyawan dan

lain-lain.

Komunikasi dari atas ke bawah memiliki lima tujuan pokok,
yaitu:3’

a) Memberikan arahan atau perintah kerja

b) Memberikan informasi mengenai suatu tugas yang harus
dilaksanakan.

c) Memberikan informasi terkait prosedur dan praktik
organisasional.

d) Memberikan umpan balik mengenai pelaksanaan kerja pada
karyawan.

e) Menyajikan informasi terkait aspek ideologi dalam membantu
organisasi menanamkan pengertian mengenai tujuan yang
dicapai.

2) Komunikasi dari bawah ke atas (bottom up)

Merupakan komunikasi yang ada pada low manajeman ketingkat lebih

tinggi. Komunikasi ini digunakan untuk mengajukan saran atau ide,

kendala, laporan, dan lainnya. Namun pada jenis komunikasi ini
terdapat beberapa kekurangan, dikarenakan resiko terjadinya
disinformasi atau informasi yang disampaikan belum tentu

kebenarannya.

37 Robert Tua Siregar Dkk, Komunikasi Organisasi.., 6.
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3) Komunikasi Horisontal (horizontal communication)
Merupakan komunikasi yang terjadi antar pribadi atau organisasi.
Komunikasi ini umumnya dilakukan guna pengambilan tindakan oleh
manajer. Komunikasi ini  besifat koordinatif dan dapat
mengkoordinasi peran devinisi didalam suatu organisasi. Sehingga
antar divisi dalam suatu organisasi saling berbagi pesan untuk
mencapai tujuan tertentu.

4) Komunikasi Diagonal
Bentuk komunikasi ini agak lain dari beberapa komunikasi
sebelumnya. Komunikasi ini melibatkan komunikasi antara dua
tingkat (level) organisasi yang berbeda. Misalnya komunikasi yang
terjadi anatara manajer dengan bagian pabrik, antara manajer produksi
dengan bagian promosi dan lain-lain. Adapun kelebihan komunikasi
ini yaitu penyebaran lebih cepat daripada komunikasi yang tradisional
serta - memungkinkan individu dari berbagai bagian ikut membantu
menyelesaikan masalah dalam organisasi.

Aktivitas komunikasi dalam rangka penyampaian pesan informasi
kebijakan tersebut, harus pula memperhatikan bentuk komunikasi
organisasi secara umum, yang dapat dibagi menjadi dua yaitu: 3
1) Komunikasi formal

Adalah bentuk komunikasi yang diciptakan dan terbentuk secara

terencana, melalui jalur-jalur formal dalam organisasi publik, yang

38 Yulianti Kadji, Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik...,65.
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melekat pada saluran-saluran yang ditetapkan sebagaimana
ditunjukkan melalui sturktur organisasi.
2) komunikasi non formal,

Adalah komunikasi yang ada di luar struktur organisasi publik,
biasanya melalui saluran-saluran non formal yang munculnya bersifat
insidental, menurut kebutuhan atau hubungan interpersonal yang baik,
atau atas dasar kesamaan kepentingan. Inti dari kedua bentuk
komunikasi tersebut bermuara pada penciptaan produktivitas kerja
dan kinerja komunikasi, baik secara individual maupun kolektivitas
dalam sebuah organisasi.®

Selanjutnya terkait komunikasi ini, juga di bagi menjadi dua bagian,
yakni komunikasi verbal dan non verbal.*°
1. Komunikasi Verbal

Komunikasi verbal adalah komunikasi secara tertulis (written)
dan lisan (oral). Komunikasi terbanyak dilakukan adalah secara
verbal, karena lebih mudah menyampaikan segala ide, kehendak,
pemikiran atau pesan. Diharapkan segala pesan itu cepat dan mudah
ditangkap. Komunikasi lisan dilaksanakan secara berhadapan
langsung face to face atau menggunakan alat seperti telpon.
Komunikasi tertulis dilakukan menggunakan media surat, gambar,
grafik, lukisan atau simbol-simbol. Komunikasi lisan sangat erat

kaaitannya dengan bahasa.

39 Yulianti Kadji, Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik...,65.
40 Yulianti Kadji, Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik...,18.
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2. Komunikasi Non Verbal
Komunikasi  non-verbal dapat diartikan sebagai cara
penyampaian informasi tanpa kata-kata atau tulisan yang fungsinya
memperkuat makna dari komunikasi verbal. Komunikasi non-verbal
dapat berupa raut wajah, kontak mata, sentuhan, gerak jalan dan
suara.*

Berkomunikasi menggunakan kata-kata non verbal kadang-kadang
juga disebut sebagai bahasa isyarat. Disebut juga sebagai bahasa non
verbal karena penyampaiannya tanpa kata-kata tetapi dengan gerakan
tubuh atau body language. Bahasa isyarat ini sudah distandarkan seperti
yang bisa dilihat pada pojok-pojok siaran berita televisi, ada orang yang
memperagakan bakasa non verbal ini untuk orang yang tuna rungu atau
tuna wicara. Selain isyarat tubuh, bahasa non verbal juga menggunakan
kontak mata, penggunaan simbol-simbol, warna dan lain-
lain. 4> Komunikasi non-verbal ini juga memiliki lima fungsi, yaitu
melengkapi dan menggambarkan, menegaskan dan memperkuat,
mengubah dan menggantikan, mengendalikan dan mengontrol, sehingga
komunikasi yang disampaikan melalui non-verbal bisa mengubah,
memperjelas, atau menambah keterangan pesan verbal yang belum
tersampaikan.*?

Agustino mengemukakan bahwa kebijakan yang dikomunikasikan

pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (pentransmisian

41 Robert Tua Siregar Dkk, Komunikasi Organisasi..., 10.
42 Robert Tua Siregar Dkk, Komunikasi Organisasi..., 2.
43 Robert Tua Siregar Dkk, Komunikasi Organisasi...,10.
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informasi) diperlukan guna para pembuat keputusan dan para implementor
semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan
diterapkan dalam masyarakat. Selanjutnya, dikemukakan bahwa ada tiga
indikator keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan publik, yaitu
sebagai berikut:**
1) Tranmisi (penerusan)
Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu
hasil implementasi yang baik pula. Sebuah kebijakan yang akan
diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan
melaksanakannya. Masalah transmisi sering terjadi ketika pelaksana
tidak menyetujui  kebijakan (disposisi) dengan mendistorsikan
perintah kebijakan atau menutup komunikasi yang diperlukan.
Masalah transmisi juga terjadi ketika kebijakan yang akan
diimplementasikan harus melalui struktur birokrasi yang berlapis atau
tidak tersedianya saluran komunikasi yang memadai (sumber daya).
2) Kejelasan (Clarity)
Kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah
kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan
sebagaimana yang telah diputuskan. Komunikasi atau informasi yang
diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak
membingungkan. Beberapa hal yang dapat menghambat dari

tercapainya kejelasasn tujuan tersebut adalah.

4 sahya Anggara, Kebijakan Publik (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 251.
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a) Rumitnya dalam pembuatan kebijakan yang terjadi, sehingga
cenderung menyerahkan pelaksanaannya kepada bawahan.

b) Adanya oposisi dari masyarakat atas kebijakan tersebut.

c) Kebutuhan mencapai konsensus antara tujuan yang saling
bersaing saat merumuskan kebijakan tersebut.

d) Kebijakan baru yang para perumusnya belum terlalu menguasai
masalah.

e) Biasanya terjadi pada kebijakan yang menyangkut aturan hukum.

3) Konsistensi

Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang

jelas, juga yang konsisten. Proses transmisi yang baik, namun dengan

perintah yang tidak konsisten akan membingungkan pelaksana.

Banyak hal yang menyebabkan arah kebijakan menjadi tidak

konsisten, di antaranya:*

a) Kompleksitas kebijakan yang harus dilaksanakan.

b) Kesulitan yang muncul saat memulai implementasi kebijakan
baru.

c) Kebijakan memiliki beragam tujuan dan sasaran, atau
bertentangan dengan kebijakan lain.

d) Banyaknya pengaruh berbagai kelompok kepentingan atas isu

yang dibawa oleh kebijakan tersebut.

4 Yulianti Kadji, Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik..., 18.
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b. Resourches (Sumber Daya)

Sumber daya sangat mempengaruhi efektivitas implementasi
kebijakan publik. Kekurangan atau ketidak lengkapan sumber daya baik
personal, kewenangan, keuangan dan peralatan akan menyulitkan dalam
implementasi kebijakan publik. Sehubungan dengan faktor Resourches
(Sumber Daya), Edwards 111 menjelaskan:*®

“Important resourches include staff of the proper size and with the

necessary expertise; relevant and adequate information on how to

implement policies and on the compliance of others involved in
implementation; the authority to ensure tha policies are carried out
as they are intended; and facilities (including buildings, equipment,
land, and supplies) in which or with which to provide services.

Insufficient resourches will mean that laws will not be enforced,

services will not be provided, and reasonable regulations will not be

developed.”

Artinya sumber daya yang penting meliputi staf yang tepat dengan
keahlian yang dibutuhkan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara
untuk mengimplementasikan kebijakan dan terjadi penyesuaian terhadap
siapa saja yang terlibat di dalam implementasi kebijakan, kewenangan
untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan maksud dan
tujuan tertentu dengan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan,
tanah dan persediaan) di dalamnya untuk kepentingan pelayanan publik.
Sehingga Sumber daya yang tidak memadai akan berarti bahwa kebijakan
tidak akan ditegakkan, layanan tidak akan diberikan, serta tidak akan
dikembangkan.

Betapapun jelas, akurat dan konsistennya perintah implementasi

kebijakan tersebut, namun apabila orang-orang yang bertanggung jawab

4 Yulianti Kadji, Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik...,67.
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terhadap implementasi kebijakan tersebut kekurangan sumber daya dalam
pekerjaan mereka, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan
efektif. Sumber daya yang penting antara lain jumlah staf yang cukup
dengan keahlian yang memadai, informasi yang cukup dan relevan
mengenai instruksi implementasi kebijakan, otoritas yang menjamin
bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi
sasaran dan tujuan dari kebijakan, serta dukungan fasilitas, termasuk
sarana/prasarana, dan aktivitas untuk memberikan pelayanan publik.
Sumber daya yang tidak mencukupi menunjukkan bahwa kebijakan
tersebut tidak akan dapat diimplementasikan, pelayanan prima tidak akan
dilaksanakan, dan aturan-aturan yang masuk akalpun tidak akan disusun
dengan sebaik-baiknya.*’

Indikator dari sumberdaya mencakup beberapa elemen, yaitu:
pertama, Staff yang mencukupi dan berkompentensi. Kedua Informasi
cara pelaksanaan data kepatuhan, Ketiga, Wewenang, dan Keempat,
Fasilitas. Secara jelas terkait indikator tersebut sebagai berikut:*

1) Staf, yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang
dibutuhkan.

2) Informasi, yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan
data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.

3) Kewenangan. Artinya, kewenangan yang dibutuhkan bagi
implementor sangat bervariasi bergantung pada kebijakan yang harus

dilaksanakan. Kewenangan dapat berwujud membawa kasus ke meja

47 Yulianti Kadji, Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik...,67.
48 Sahya Anggara, Kebijakan Publik (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 253.
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hijau, menyediakan barang dan jasa, kewenangan untuk memperoleh
dan menggunakan dana, kewenangan untuk meminta kerja sama
dengan badan pemerintah yang lain, dan lain-lain.

4) Fasilitas. Fasilitas fisik termasuk hal yang penting bagi keberhasilan
implementasi kebijakan oleh para implementor. Fasilitas fisik sebagai
sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar
proses komunikasi kebijakan. Tanpa fasilitas fisik yang memadai,
implementasi juga tidak akan efektif. Fasilitas fisik ini beragam
bergantung pada kebutuhan kebijakan.

Staf dalam hal ini, diposisikan menjadi sebagai pelaksana utama
dalam melaksanakan suatu kebijakan. Sumber daya manusia merupakan
potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya
sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu
mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam
menuju  tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang
seimbang dan berkelanjutan. *® Sehingga dalam suatu organisasi
dibutuhkannya langkah-langkah guna mengembangkan sumber daya
anggota tersebut.

Amstrong, Michael berpendapat bahwa pengembangan sumber daya
manusia berkaitan dengan tersedianya kesempatan dan pengembangan
belajar, membuat program-program training yang meliputi perencanaan,
penyelenggaraan, dan evaluasi atas program-program tersebut.>° Gouzali

Saydam mengenai pengembangan SDM  berpendapat bahwa

4% Benjamin Bukit Dkk, Pengembangan Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Zahir, 2017), 2.
0 Benjamin Bukit Dkk, Pengembangan Sumber Daya Manusia.., 3.
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pengembangan SDM merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh
organisasi, agar pengetahuan (knowledge), kemampuan (ability), dan
keterampilan (skill) mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka
lakukan. Karena Kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan guna
meningkatkan efektifitas kinerja yang berada dalam sebuah lingkup
organisasi dan bertujuan memberikan suatu konsep kerja yang efektif baik
secara kuantitas maupun kualitas kepada kantor dinas dan seluruh anggota
dari organisasi dinas.®!
c. Dispositions or attitudes (Sikap Pelaksana)

Disposisi adalah (sikap) berkaitan dengan kepatuhan para
implementor untuk mampu melaksanakan program atau kebijakan. Tanpa
adanya kemampuan pelaksana kebijakan, maka implementasi kebijakan
publik akan tidak efektif. Terkait sikap pelaksana Edwards Il
Menjelaskan:®?

“The dispositions or attitudes of implementations is the third critical

factor in our approach to the study of public policy implementation.

If implementation is to proceed effectively, not only must

implementers know what to do and have the capability to do it, but

they must also desire to carry out a policy. Most implemntors can
exercise considerable discretion in the implementation io policies.

One of the reasons for this is their independence from their nominal

superiors who formulate the policies. Another reason is the

complecity of the policies themselves. The way in which
implementers exercise their dicretion, however, depends in large
part upon their dispositions toward the policies. Their attitudes, in
turn, will be influenced by their views toward the policies per se and

by how they see the policies effecting their organizational anf
personal interests.”

51 Gouzali Saydam, Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resources Management) (Jakarta:
Djamabatan, 2000), 496.
52 Yulianti Kadji, Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik...,67.
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Artinya Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam
proses implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan
diharapkan berlangsung efektif, maka para implementor kebijakan tidak
hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas
untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan
dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
Kebanyakan para implementor menggunakan sedapat mungkin otoritas
dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu alasan
mengenai hal ini disebabkan independensi mereka terhadap eksistensi dari
pembuat kebijakan. Alasan yang lain adalah kompleksitas masalah dari
kebijakan itu sendiri. Meskipun cara lain para implementor menggunakan
otoritasnya tergantung dari kecenderungan sikap mereka yang mengacu
kepada kebijakan-kebijakan tersebut, namun pada akhirnya sikap
merekalah yang akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap
kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan
berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka.

Ada tiga unsur utama yang memengaruhi kemampuan dan kemauan
aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, antara lain sebagai
berikut:®3
1) Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksanan terhadap

kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat penting bagi
aparat pelaksana. Apabila sistem nilai yang memengaruhi sikapnya

berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, implementasi

%3 Sahya Anggara, Kebijakan Publik (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 253.
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kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Ketidakmampuan
administratif dari pelaksana kebijakan, yaitu ketidakmampuan dalam
menanggapi kebutuhan dan harapan yang disampaikan oleh
masyarakat dapat menyebabkan pelaksanaan suatu program tidak
efektif.

2) Arahan dan tanggapan pelaksanaan. Hal ini meliputi penerimaan,
ketidak berpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi
kebijaksanaan.

3) Intensitas respons atau tanggapan pelaksana.

d. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi)

Struktur Birokarasi yang menyangkut didalamnya mengenai
kerjasama, koordinasi, dan prosedur atau tata kerja sangat menentukan
efektivitas implementasi kebijakan publik. Edwards 111 Menjelaskan:®*

“Even If sufficient resourches to implement a policy exist and
implementers know what to do and want to do it, implementation
may still be thwarted because of deficiencies in bureaucratic
structure. Organizational fragmentation may hinder the
coordination necessary to implement successfully a complex policy
requiring the cooperation of many people, and it may also waste
scarce resourches, inhibit change, create confusion, lead to policies
working at cross-purposes, and result in important functions being
overlooked.”

Artinya  meskipun sumber daya dalam rangka untuk
mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para implementor
mengetahui apa Yyang harus dilakukan serta bersedia untuk

melaksanakannya, tapi terkadang proses implementasi kebijakan masih

terhambat oleh in-efisiensi struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat

> Yulianti Kadji, Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik...,68.
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menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan proses
implementasi sebuah kebijakan. Disisi lain bahwa dalam implementasi
kebijakan membutuhkan kerjasama yang melibatkan banyak orang. Hal ini
menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langka, menutup
kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan-kebijakan
untuk menghasilkan tujuan silang, dan mengakibatkan fungsi-fungsi
penting menjadi terlupakan.

Sebagai administrator kebijakan unit organisasi, mereka
membangun standar prosedur oprasional untuk menangani tugas rutin
sebagaimana biasanya mereka tangani.Sayangnya standar dirancang untuk
kebijakan-kebijakan yang telah berjalan dan kurang dapat berfungsi
dengan baik untuk kebijakan-kebijakan baru sehingga sulit terjadi
perubahan, penundaan, pembaharuan, atau tindakan-tindakan yang tidak
dikehendaki.Standar kadang-kadang lebih menghambat dibandingkan
membantu implementasi kebijakan. Oleh karena itu kondisi struktur
organisasi birokrasi harus kondusif terhadap pelaksanaan kebijakan publik
yang ditetapkan secara politis dengan jalan melakukan koordinasi dengan
baik. Ada beberapa indikator struktur organisasi, yaitu pertama, Standar
Operating Procedures (SOPs) dan Kedua, fragmentasi.>®
Disamaping itu adapun implementasi kabijakan publik sendiri berdasarkan

pernyataan Dunn meliputi beberapa hal: pertama, bidang kegiatan sebagai
ekspresi dari tujuan umum. kedua, proposal tertentu yang mencerminkan pada

keputusan-keputusan pemerintah yang telah disepakati. Ketiga, kewenangan

55 Yulianti Kadji, Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik...,45.
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yang bersifat formal seperti peraturan pemerintah atau undang-undang.
Keempat, program, yakni wujud kegiatan yang mencakup rencana penggunaan
sumberdaya lembaga dan strategi pencapaian tujuan. Kelima, keluaran yakni
hasil dari kegiatan yang telah dilakukan. Keenam, teori yang menjelaskan
bahwa jika kita melakukan sesuatu, maka akan diikuti oleh yang lain. Ketujuh,
adanya proses yang berlangsung dalam periode waktu tertentu yang relative
panjang.>® Abdul Wahab menjelaskan terakait fungsi implementasi kebijakan
adalah guna membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan
yang telah direncanakan atau sasaran diwujudkan sebagai outcomes (hasil akhir
dilakukan pemerintah).>’
2. Pengertian UMKM

UMKM merupakan salah satu solusi dari permasalahan ekonomi di
Indonesia yang tidak stabil. UMKM sangat membantu mengurangi
pengangguran di Indonesia, karena UMKM menciptakan lapangan pekerjaan
sendiri dengan cara membuka usaha. Selain itu UMKM juga sebagai
penyumbang tenaga kerja yang cukup banyak sehingga dapat
meminimalisirkan pengangguran di Indonesia.

Istilah UMKM jika dilihat dari definisi yang dipaparkan pada Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
adalah, sebagai berikut:>®
a. Usaha Mikro adalah usaha yang bersifat produktif milik perorangan atau

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

% Suparno, Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek...,16.
57 Suparno, Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek...,16.
%8 Lilis Sulastri, Manajemen Usaha Kecil Menengah (Bandung: GM, 2016), 2.
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b. Usaha Kecil adalah jenis usaha ekonomi yang bersifat produktif dan
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha
yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dijalankan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau
hasil penjualan tahunan.

d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi yang bersifat produktif dan dijalankan
oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan
tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional
milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang
melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Kemudian berdasarkan setelah adanya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun
2021, kriteria UMKM secara khusus tertera pada pasal 35 nomor 3 bahwa,
kesemuanya juga memili ciri-ciri yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan
pendapatan minimum dan maksimal pada setiap usahanya. Adapun ciri-cirinya

sebagai berikut:>®

59 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021
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a. Kiriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

1)

2)

Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha.

Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling

banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

1)

2)

Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rpl.000.000.000,00
(satu  miliar  rupiah) sampai dengan  paling  banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha.

Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling

banYak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

¢. Kiriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

1)

2)

Usaha Menengah  merniliki  modal usaha lebih  dari
Rp5.000.000.000,00 (lin:a miliar rupiah) sampai tlengan paling
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh rniliar rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha.

Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Sementara itu, BPS merumuskan kriteria UMKM berdasarkan jumlah

tenaga kerja seperti yang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:
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Tabel 2.2 Kriteria UMKM Berdasarkan Tenaga Kerja

No Kelompok UMKM Jumlah Tenaga Kerja

1 Usaha Mikro Kurang dari 4 orang

2 Usaha Kecil Lebih dari 4 orang

3 Usaha Menengah 20 sampai dengan 99 orang

Sumber: Biro Pusat Statistik (BPS)
Perbedaan UMKM dengan usaha besar dapat pula dibedakan

berdasarkan ciri dan karakteristik yang terdapat dalam UMKM itu sendiri.

Menurut Saifuddin Sarief seperti dikutip oleh Ismet Abdullah, ciri-ciri UMKM

dapat dijelaskan berdasarkan kelompok usahanya. Usaha mikro, umumnya

dicirikan oleh beberapa kondisi berikut:®°

1) Belum melakukan manajeme atau pencatatan keuangan, sekalipun yang
sederhana, atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca
usahanya.

2) Pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rata-rata sangat rendah,
umumnya tingkat SD, dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.

3) Pada umumnya, tidak/belum mengenal perbankan, tetapi lebih mengenal
rentenir atau tengkulak.

4) Umumnya, tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya,
termasuk NPWP.

5) Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4
(empat) orang.

6) Perputaran usaha (turnover) umumnya cepat. Mampu menyerap dana yang

relatif besar.

80 Sri Handini Dkk, Manajeman UMKM dan Koperasi (Surabaya: 2019), 25-28.
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7) Pada umumnya, pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta

dapat menerima bimbingan (asal dilakukan dengan pendekatan yangtepat).

Kemudian untuk ciri-ciri usaha kecil di antaranya ditunjukkan oleh
beberapa karakteristik berikut:®*

1) Pada umumnya, sudah melakukan pembukuan atau manajemen keuangan.

2) SDM-nya sudah lebih maju dengan rata-rata pendidikan SMA dan sudah
memiliki pengalaman usaha.

3) umumnya, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya,
termasuk NPWP.

4) Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, tetapi belum dapat
membuat business planning, studi kelayakan, dan proposal kredit kepada
bank sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultan atau pendamping.

5) Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki antara 5 sampai 19 orang.

Kemudian untuk ciri-ciri usaha menengah di antaranya ditunjukkan oleh
beberapa karakteristik berikut:

1) Pada umumnya, telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik,
lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas
antara bagian keuangan, pemasaran, dan produksi.

2) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem
akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan pengauditan dan

penilaian atau pemeriksaan, termasuk yang dilakukan oleh bank.

61 Sri Handini Dkk, Manajeman UMKM dan Koperasi...,25-28.
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3) Telah melakukan pengaturan atau pengelolaan dan menjadi anggota
organisasi perburuhan. Sudah ada program Jamsostek dan pemeliharaan
kesehatan.

4) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas, antara lain izin gangguan
(HO), izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan
lain-lain.

5) Sudah sering bermitra dan memanfaatkan pendanaan yang ada di bank.

6) Kualitas SDM meningkat dengan penggunaan sarjana sebagai manajer.

3. Pengertian Sertifikasi Halal

Halal dalam ensiklopedia hukum Islam yaitu segala sesuatu yang
menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. Pangan halal
merupakan pangan yang memenuhi syariat agama Islam baik dari segi bahan
baku, bahan tambahan yang digunakan maupun cara produksinya sehingga
pangan tersebut dapat dikonsumsi oleh orang Islam tanpa menimbulkan dosa.
Penentuan halal dan haram hanyalah oleh Allah SWT.%

Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang
menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang Komisi
Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI.
Menurut Sugianto, ada dua alasan pentingnya sertifikasi halal. Pertama, pada
aspek moral, sertifikat halal sebagai bentuk pertanggung jawaban produsen
pada konsumen. Kedua, pada aspek bisnis, sertifikat halal sebagai sarana

pemasaran, meningkatnya kepercayaan dan kepuasan konsumen.

62 A Dahlan, Ikhtiar Baru van Hoeve..., 505-506.
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Sertifikasi halal dapat diajukan oleh berbagai jenis perusahaan (industri

pengolahan, Rumah Potong Hewan, restoran, Kkatering, termasuk oleh

distributor). Jenis produk yang disertifikasi halal antara lain makanan,

minuman, obat-obatan dan kosmetika, baik berupa bahan baku, produk

intermediet (produk antara), produk akhir maupun produk pendukungnya.5?

Terkait hal tersebut adapun tata cara guna memperoleh sertifikasi halal

adalah:®

a.

Permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis
kepada BPJPH

Permohonan sertifikasi halal harus melengkapi dokumen: data pelaku
usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan,
proses pengolahan produk.

BPJH melakukan pemeriksaan dokumen permohonan (maksimal 10 hari)
LPH melakukan pemeriksaan dan atau pengujian produk

BPJPH menerima dan memverifikasi dokumen hasil pemeriksaan atau
pengujian LPH

MUI menyelenggarakan sidang fatwa halal dan menerbitkan keputusan
penetapan kehalalan produk.

BPJPH menerbitkan sertifikasi halal berdasarkan keputusan penetapan
kehalalan produk yang ditetapkan.

Setelah pelaku usaha memperoleh sertifikas halal, maka tahap yang harus

dilakukan adalah mencantumkan lebel halal. Terkait bentuk lebel halal sendiri

83 Mohamad Nadratuzzaman Hosen, Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI (Jakarta:

2008), 7.

® Farid Wadji, Jaminan Produk Halal di Indonesia, Urgensi Sertifikasi dan Lebelisasi (Depok:
Rajawali Pers, 2019), 110.
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harus mengikuti pada lebel halal yang berlaku nasional. Adapun sisi letak lebel
hala tersebut pada:®°

a. Kemasan Produk

b. Bagian tertentu dari produk

c. Tempat tertentu pada produk.

Adapun fungsi lebel halal sendiri menurut Mohd Khan Ayob dalam
bukunya Farid Wadji adalah guna menghindari pada keraguan konsumen dan
mempermudah proses ekspor-impor. Terkait hal ini juga berpendapat bahwa
produk halal atau haram menjadi tanggung jawab semua pihak, seperti
konsumen, pemerintah, pehak pelaku usaha, penjual makanan, dan organisasi
konsumen.®® Sisi pentingnya lebel halal ini juga didasari guna melindungi
konsumen muslim dari makanan haram. Bahwa adanya lebel halal ini semata-
mata bukan hanya memberikan kemudahan bagi konsumen muslim, tetapi juga
mendorong suasana ketentraman batin yang dapat meningkatkan semangat
kerohanian konsumen.®’

Dalam proses sertifikasi halal ini juga, tentu melibatkan dengan adanya
Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), lembaga ini sendiri dapat dibentuk oleh
badan pemerintah atau masyarakat dengan catatan harus melibatkan lembaga
keagamaan Islam yang berbadan hukum. Sehingga LPH tersebut nantinya
mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan
pemeriksaan dan pengujuian atasa kehalalan suatu produk. Pada pendirian LPH

ini juga ada beberapa persyaratan yang juga harus dipenuhi:®

8 Farid Wadji, Jaminan Produk Halal di Indonesia, Urgensi Sertifikasi dan Lebelisasi...,113.
® Farid Wadji, Jaminan Produk Halal di Indonesia, Urgensi Sertifikasi dan Lebelisasi...,64.
®7 Farid Wadji, Jaminan Produk Halal di Indonesia, Urgensi Sertifikasi dan Lebelisasi...,65.
8 Farid Wadji, Jaminan Produk Halal di Indonesia, Urgensi Sertifikasi dan Lebelisasi...,104.
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Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya

Memiliki akreditasi dari BPJPH

Memiliki auditor halal paling sedikit 3 (tiga) orang

Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain
yang memiliki laboratorium.

Adanya auditor halal dalam proses sertifikasi halal ini juga menjadi poin

penting yang harus dipenuhi. Auditor halal juga, pada dasarnya memiliki

ketentuan khusus sesuai dengan bab 2 pasal 14, bahwasanya auditor halal harus

memiliki persyaratan:®°

a.

b.

Warga negara Indonesia

Beragama Islam

Berpendidikan paling rendah sarjana strata satu pada bidang pangan,
kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi

Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk
menurut syariat Islam.

Mendahulukan kepentingan umat

Memperoleh sertifikat dari MUI

Dalam hal ini juga auditor halal memiliki beberapa tugas pokok yang harus

dijalankan:

a.

b.

Memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan
Memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk
Memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan

Meneliti lokasi produk

% Farid Wadji, Jaminan Produk Halal di Indonesia, Urgensi Sertifikasi dan Lebelisasi...,104-105.
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Meneliti peralatan, ruang produksi dan penyimpanan
Memeriksa pendistribusian dan penyajian produk
Memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha
Melaporkan hasil pemeriksaan atau pengujian kepa LPH

Terkait guna memperoleh sertifikasi halal ini juga terdapat kemudahan,

yang bisa didapatan melalui pernyataan pelaku UMK atau self declare, sebagai

mana diatur dalam pasal 79 PP Nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan

bidang jaminan produk halal, yaitu: bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi

pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro

dan kecil.”™®

Terkait sertifkasi halal melalui pernyataan pelaku UMK atau self declare

ini, juga memiliki beberapa kriteria:"*

a.

Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan
kehalalannya.

Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.

Merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki
hasil penjualan tahunan sesuai dengan kriteria UMK .

Memiiki Nomotr Induk Berusaha (NIB)

Memiliki lokasi, tempat dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah
dengan lokasi, tempat dan alat produk tidak halal.

Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT)
Memiliki outlet dan/atau fasiltas produksi yang paling banyak 1 lokasi

Secara aktif telah berproduksi 1 tahun, sebelum permohonan sertifikasi

70 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021
1 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH Indonesia).
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i. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha)

J.  Bahan yang digunakan sudah pasti kehalalannya dibuktikan dengan tanda
sertifikasi halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai keputusan agama
N01360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban
sertifikasi halal.

k. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya

I. Telah diverifikasi kehalalalnya oleh pendamping PPH.

m. Jenis produk atau kelompok produk yang disertifikasi halal tidak
mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen
rumah potong hewan /unggas yang telah bersertifikasi.

n. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau
dilakukan dengan cara manual (usaha rumahan bukan pabrik)

0. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik
radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon dan kombinasi beberapa
metode pengawetan.

p. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme
pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL.

C. Kerangka Konseptual
Merupakan model konseptual tentang bagaimana teori tersebut berhubungan
dengan berbagai macam faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang
penting. "> Alur pikir penelitian yang dijalankan, sebagai berikut: Kabupaten
Banyuwangi dipilih guna menjadi objek penelitian ini karena setalah adanya relasi

dalam hal implementasi sertifikasi halal dari beberapa lembaga yang ada di

2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Elfabeta, 2010), 87.
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Kabupaten Banyuwangi, yakni: Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi,
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan
Perdagangan serta asosiasi UMKM, ternyata masih adanya kendala pada
implementasi sertifikasi halal pada UMKM khususnya pada makanan dan
minuman.

Penelitian ini membahas mengenai: pertama, implementasi sertifikasi halal
pada UMKM makanan dan minuman yang ada pada Kabupaten Banyuwangi yang
telah diterapkan oleh beberapa lembaga yang ada, yakni: Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwangi, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan serta asosiasi UMKM. Kedua, Cara atau bentuk
sosialisasi terkait sertifikasi halal pada UMKM makanan dan minuman yang telah
dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Dinas Koperasi
Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta asosiasi
UMKM. Ketiga, mengevaluasi pada faktor penghambat dan pendukung terkait
implementasi yang dijalankan. Kemudian setelah dilakukannya pemetaan pada
kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman, selanjutnya dilakukan
pengujian strategi menggunakan analisis SWOT guna mengetahui posisi strategi
(letak kuadran) terkait implementasi sertifikasi halal pada UMKM makanan dan
minuman yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

Analisa tersebut menghasilkan faktor internal berupa (kekuatan dan
kelemahan) dan faktor eksternal berupa (peluang dan ancaman) yang ada pada
Kabupaten Banyuwangi, kemudian dilakukan penggabungan antara faktor internal
dan eksternal menggunakan matriks SWOT sehingga menghasilkan empat strategi,

yaitu: strategi S-O (Strengths- Opportunities), strategi W-O (Weaknesses-
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Opportunities), strategi S- T (Strengths-Threaths), strategi W-T (Weaknesses-
Threaths). Sehingga dari analisis SWOT yang telah dilakukan akan
menggambarkan secara detail posisi strategi implementasi sertifikasi halal pada

UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Banyuwangi.
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Analisis Implementasi Sertifikasi Halal Pada UMKM di Kabupaten
Banyuwangi (Studi Pada UMKM Makanan dan Minuman di Kabupaten

Banyuwangi)

'
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halal pada UMKM di
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Dari Geirge C. Edward
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Bagaimanakah sosialisasi
sertifikasi halal pada
UMKM di Kabupaten
Banyuwangi ?

Teori Komunikasi
Dari Geirge C. Edward

UU Nomor 33 Tahun 2014
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Apasajakah faktor
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melakukan implementasi
sertifikasi halal pada
UMKM di Kabupaten
Banyuwangi ?

Analisis SWOT
dari Rangkuti dan Fred R.
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Implementasi:

pertama, dengan
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melakukan langkah
pembangunan sumber daya
manusia.

Ketiga, Disposisi atau sikap
pelaksana. Keempat,
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Sosialisasi:

oleh:
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berada pada kuadaran 1.
Strategi yang tepat adalah
strategi S-O.
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Deskriptif Kualitatif
Jenis Studi Kasus

Pengumpulan Data

Wawancara
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Dokumentasi

Analisis Data

1. Pengumpulan data Keabsahan Data

Kondensasi data
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Verifikasi
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Triangulasi teknik
Member check

2. Analisis SWOT

(IFAS, EFAS)

Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian
(Sumber: Diolah, 2022)
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METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan
menggunakan jenis penelitian studi kasus. Penelitian deskriptif adalah penelitian
yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian
secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling
hubungan dan menguji hipotesis. ®Penggunaan pendekatan deskriptif kualitatif
pada penelitan ini karena data-data yang dibutuhkan disini berupa sebaran-sebaran
informasi dari lembaga Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Dinas
Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
asosiasi UMKM serta pelaku UMKM makanan dan minuman Kabupaten
Banyuwangi.

Adapun jenis penelitian studi kasus Menurut Yin adalah metode yang paling
tepat digunakan untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana,
memposisikan peneliti sebagai pengumpul data dari fenomena kontenporer dalam
konteks kehidupan nyata tanpa harus mengontrol peristiwanya.”* Kemudian Jhon
W. Best menyatakan bahwa studi kasus berkenaan dengan segala sesuatu yang

bermakna dalam sejarah atau perkembangan kasus yang bertujuan untuk

3 Hardani DKK, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitaif (Yogyakarta: CV Pustaka llmu, 2020),
54.
74 Robert K Yin, Studi Kasus Desain dan Metode (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 36.
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memahami siklus kehidupan atau bagian dari siklus kehidupan suatu unit individu

(perorangan, keluarga, kelompok, pranata sosial suatu masyarakat).”

Pada jenis penelitian studi kasus ini juga akan dilakukan penggalian data
secara mendalam serta menganalisis secara intensif interaksi faktor-faktor yang
terlibat di dalamnya. Adapun ciri-ciri penelitian studi kasus ini dalah:"

1. Menggambarkan subyek penelitian di dalam keseluruhan tingkah laku itu
sendiri dan hal-hal yang melingkunginya, dan lain-lain yang berkaitan dengan
tingkah laku tersebut.

2. Dilakukan dengan mencermati kasus secara mendalam dan berhati-hati.

3. Dilakukan karena cenderung didorong untuk keperluan pemecahan masalah.

4. Menekankan pendekatan longitudinal atau pendekatan genetika, yang
menunjukkan perkembangan selama kurun waktu tertentu.

Adapun alasan mendasar karena dilakukannya jeni penelitian studi kasus ini
adalah: pertama, guna menggambarkan subyek penelitian di dalam keseluruhan
tingkah laku itu sendiri dan hal-hal yang melingkunginya, serta lain-lain yang
berkaitan dengan tingkah laku tersebut. Kedua, dilakukan dengan mencermati kasus
secara mendalam dan berhati-hati. Ketiga, dilakukan karena cenderung didorong
untuk keperluan pemecahan masalah terkait implementasi sertifikasi halal pada
UMKM makanan dan minuman yang digunakan oleh Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwangi, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas

Perindustrian dan Perdagangan serta asosiasi UMKM di Kabupaten Banyuwangi.

> Hardani DKK, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitaif (Yogyakarta: CV Pustaka llmu, 2020),
63.
6 Hardani DKK, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitaif..., 63.
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B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjadi salah satu instrumen yang penting dalam
penelitian. Dengan demikian lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten
Banyuwangi, yaitu terletak di ujung timur Pulau Jawa, dengan batas wilayah
sebelah utara adalah Kabupaten Situbondo, sebelah timur adalah Selat Bali, sebelah
selatan adalah Samudera Indonesia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten
Jember dan Bondowoso yang mempunyai batas kordinat 7° 43°- 8° 46’ Lintang
Selatan dan 113° 53°-114° 38’ Bujur Timur.

C. Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi,
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan
Perdagangan serta asosiasi UMKM ini bertujuan untuk menciptakan hubungan
yang baik dengan subjek penelitian yang nantinya akan dijadikan informan guna
memperoleh data.

Artinya, peneliti secara terbuka atau terang-terangan bertindak melalui
pengamatan partisipatif, yakni pengamatan dengan terlibat langsung dalam
kegiatan tersebut, bahkan peneliti juga turut ikut serta dalam alur kegiatan yang
terjadi, guna mendapatkan data yang akurat, komprehensif dan detail. Dengan
demikian kehadiran peneliti pada lokasi ini, merupakan sebagai dasar dari
perolehan data tentang implementasi sertifikasi halal pada UMKM yang ada di

Kabupaten Banyuwangi.
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D. Subjek Penelitian

Subjek atau Informan adalah orang yang dimanfaatkan guna memberikan
informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.”’Pemilihan subjek
penelitian disini berdasarkan strata, atau daerah, atas adanya tujuan tertentu.®
Subjek penelitian adakalanya individu, benda, atau organisasi yang memang layak
guna dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data
penelitian. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah
responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan
kepadanya. Dikalangan penelitian kualitatif, istilah responden atau subjek
penelitian disebut dengan informan, yaitu orang yang memberi informasi mengenai
suatu data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.”

Dalam menentukan informan atau subyek penelitian guna mengambil
sebagian data populasi menggunakan teknik purposive sampling yakni teknik
pengambilan populasi sumber data (informan) dengan pertimbangan tertentu.®
Dalam artian seseorang yang dijadikan informan tersebut dianggap paling tahu
terhadap permasalahan yang dikaji, sehingga dengan demikian akan menghasilkan
sample yang logis dan memudahkan guna menjelajahi situasi sosil yang di teliti.

Sanafiah Fasial dengan mengutip pendapat Spradley mengemukakan bahwa,
populasi sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi

kriteria sebagai berikut:8

" Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja RosdakaryaOffset,
2000), 97.

8 Suharsimi, Prosedur Penelitian (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 183.

7 Creswell, Penelitian Kualitatif (Bandung:Pustaka Baca, 2021), 67.

8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: CV Alfabeta, 2008), 35.

81 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D
(Bandung: CV Alfabeta, 2015), 300.



69

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses kulturasi,
sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.

2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan
yang tengah diteliti.

3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.

4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya
sendiri.

5. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga
lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan atau dijadikan sumber sample
data adalah staf Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, staf
UMKM Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Dagang (Diskopumdag), asesor
manajemen mutu industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag),
pengurus asosiasi UMKM pangan dan juga pelaku UMKM makanan dan minuman
Kabupaten Bayuwangi. Adapun alasan yang mendasar pemilihan informan :

1. Berpengalaman dan mengetahui penuh tentang imlpementasi yang telah
dilakukan dalam mengoptimalisasikan pelaku UMKM di Kabupaten
Banyuwang guna memiliki sertfikasi halal.

2. Menjadi pelaku utama di dalam mengelola kegiatan yang berkaitan dengan
implementasi UMKM halal yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

3. Mempunyai keilmuan penuh dalam segala jenis aktifitas yang berkaitan
dengan kegiatan implementasi yang berkaitan dengan sertifikasi halal pada

Kabupaten Banyuwangi.
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4. Menjadi pelaku utama pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

khususnya pada jenis makanan dan minuman.

E. Sumber Data

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk

menyusun suatu informasi.®?Data yang dugunakan dalam penelitian ini, yaitu: hasil

wawancara, dokumen-dokumen resmi, buku, kitab dan data-data yang berkaitan

dengan strategi optimalisasi pegembangan UMKM halal. Selanjutnya sumber data

merupakan subyek darimanadata tersebut dapat diperoleh.®

Penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan

sekunder:

1.

Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung di peroleh dari sumber data
pertama yang berada dilokasi penelitian atau obyek penelitian.®*Data primer
penelitian ini adalah informasi hasil wawancara, dari staf UMKM Dinas
Koperasi Usaha Mikro dan Dagang (Diskopumdag) Kabupaten Banyuwangi,
asesor manajemen mutu industri Dinas Perindustrian dan Perdagngan
(Disperindag), staf Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, asosiasi
UMKM pangan dan juga pelaku UMKM makanan dan minuman Kabupaten
Bayuwangi

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang difungsikan guna memberikan informasi yang

nantinya dapat memperkuat data pokok, baik berupa manusia atau benda seperti:

8Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 2002),

96.

8Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik...,129.
8Suryabrata Sumardi, Metedologi Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), 75.
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majalah, buku, koran dan lain-lain. % Data sekunder penelitian ini berupa
dokumen-dokumen resmi, buku, kitab, hasil-hasil penelitian dan data-data lain
yang berkaitan erat dengan strategi optimalisasi pegembangan UMKM halal.
F. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data secara lengakap, maka diperlukan adanya tekniki
pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:
1. Observasi
Yaitu suatu usaha pengumpulan data yang dilakukandengan cara melakukan
pengamatan dan pencatatan dengan cara sistematis terhadap suatu fenomena-
fenomena dan keadaan yang sedang diselidiki.®®
Dalam kegiatan ini melakuakan observasi dengan cara berkunjung dan
melakukan pengamatan secara langsung pada segala jenis kegiatan yang
berkaitan dengan upaya aktifitas pembardayaan UMKM terkait sertifikasi halal
pada Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Dinas Koperasi Usaha
Mikro dan Dagang (Diskopumdag) Kabupaten Banyuwangi, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), asosiasi UMKM pangan dan
juga pelaku UMKM makanan dan minuman Kabupaten Bayuwangi
2. Wawancara
Yaitu percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, vyaitu
pewawancara (interviewer) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan
pihak yang diwawancarai (interviewe) sebagai pemberi jawaban atas

pertanyaan itu. Maksud diadakannya wawancara yaitu: mengkontruksi perihal

8Suryabrata Sumardi, Metedologi Penelitian..., 85.

8Suharsimi  Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Bumi Aksara,
2004), 14.
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orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan
kepedulian, merekonstruksi kebulatan-kebulatan harapan pada masa yang akan
mendatang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi dari orang
lain baik manusia maupun selainnya (triangulasi); dan memverifikasi,
mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti
sebagai pengecekan anggota.®’

Pewawancara adalah seorang peneliti yang menggunakan sebuah metode
dalam bentuk wawancara sekaligus dia bertindak sebagai pemimpin dalam
proses wawancara tersebut. Dia pula berhak menentukan materi yang akan
diwawancarai serta kapan dimulai dan diakhiri. Namun, kadang seorang
informan juga dapat menentukan perannya dalam hal kesepakatan mengenai
waktu wawancara mulai dilaksanakan dan diakhiri. Sedangkan informan
adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi,
ataupun fakta dari suatu objek penelitian.®®

Dalam kegiatan wawancara ini menggunakan teknik wawancara semi
terstruktur, yaitu jenis wawancara dengan ciri-ciri:

a. Pertanyaan terbuka, namun ada batasan tema dan alur pembicaraan,

b. Kecepatan wawancara dapat di prediksi,

c. Fleksibel, tetapi terkontrol (dalam pertanyaan atau jawaban),

d. Adapedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan

penggunaan Kkata,

e. Tujuan wawancara ini guna memahami suatu fenomena.

87 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 127.
8 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2010), 108.
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Kegiatan wawancara ini dilakukan dengan bersinergi dengan beberapa
pihak, yaitu pihak peneliti sebagai pihak pewawancara yang mengajukan
beberapa pertanyaan guna mendukung data pokok, dan pihak kedua sebagai
informan dari kegiatan ini adalah staf Kementerian Agama Kabupaten
Banyuwangi, staf Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Dagang (Diskopumdag)
Kabupaten Banyuwangi, asesor manajemen mutu industri Dinas Perindustrian
dan Perdagngan (Disperindag), asosiasi UMKM pangan dan juga pelaku
UMKM makanan dan minuman Kabupaten Bayuwangi. Adapun secara singkat
uraian wawancara ini sebagai berikut:

a. Wawancara dengan staf bimas Islam Kemenag Kabupaten Banyuwangi,
dalam hal ini akan dimaksimalkan dalam pengumpulan data terkait
program dan kegiatan keanggotaan Kemenag dalam melaksanakan
implementasi sertifikasi halal pada UMKM yang ada di Kabupaten
Banyuwangi.

h. Wawancara dengan staf UMKM Diskopumdag Kabupaten Banyuwangi,
dalam hal ini akan dimaksimalkan dalam pengumpulan data terkait
program dan Kegiatan keanggotaan dinas dalam melaksanakan
implementasi sertifikasi halal pada UMKM vyang ada di Kabupaten
Banyuwangi.

c. Wawancara dengan asesor manajemen mutu industri Disperindag
Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini akan dimaksimalkan dalam
pengumpulan data terkait program dan kegiatan keanggotaan dinas dalam
melaksanakan implementasi sertifikasi halal pada UMKM yang ada di

Kabupaten Banyuwangi.
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d. Kemudian informan lain dari kegiatan wawancara ini juga melibatkan
asosiasi UMKM serta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
khususnya pangan yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

3. Dokumentasi

Dokumen diartikan sebagai bentuk catatan dari suatu peristiwa yag sudah
berlalu.®® Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya bersifat
monumental. Dokumen vyang tulisan misalnya catatan harian, sejarah
kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan.

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan
untuk memperoleh data dari hal-hal atau variable yang mendukung, baik
berupa catatan, transkip, surah kabar, buku, majalah,prasasti, notulen rapat,
agenda, dan lain-lain.*°

Metode ini dilakukan guna mempelajari data-data resmi yang ada di
kantor kantor Kemenag Kabupaten Banyuwangi, Dinas Koperasi Usaha Mikro
dan Dagang (Diskopumdag) Kabupaten Banyuwangi, kantor Disperindag
Kabupaten Banyuwangi serta arsip data yang dimiliki oleh asosiasi UMKM
Kabupaten Banyuwangi dan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM) pada jenis pangan. yang nantinya dalam hal ini guna difungsikan

sebagai data sekunder pendukung penelitian.

8 Hardani DKK, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitaif (Yogyakarta: CV Pustaka limu, 2020),
150.

% Suharsimi  Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Bumi Aksara,
2004), 14.
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G. Analisis Data

Menurut pendapat Potton seperti yang dikutip oleh Cresswell analisis data
adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola
kategori dan satuan uraian data. Sedangakan analisis data kualitatif adalah:®:

“Data analysis is the process of systematically searching and arranging the

interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulateo

increase your own understanding of them and to enable you to present what
you have discovered to others”.

Artinya Analisis data merupakan proses sistematis mencari dan mengatur
melalui wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain yang dikumpulkan untuk
meningkatkan pemahaman peneliti dan memungkinkan oleh peneliti difungsikan
guna mempresentasikan apa yang telah di temukan pada sumber penelitian.
Sehingga secara lebih detail data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan, dan bahan-bahan lain, dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat
dikomunikasikan kepada orang lain. Selain itu juga, proses analisis data dapat
dipahami sebagai suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam
bentuk pola, kategori sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang
disarankan oleh data.®? Miles, Huberman dan Saldana memberi penjelasan bahwa
dalam analisis data terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan. Adapun tiga
alur kegiatan tersebut adalah kondensasi data (data condensation), penyajian data

(data display) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion

drawing/verification).%

%1 Hardani DKK, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitaif (Yogyakarta: CV Pustaka llmu, 2020),
161.

%2 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2010), 112.

% Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D
oy 337.
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Adapun proses analisis data di atas, secara rinci akan dijelaskan sebagai
berikut:
1. Kondensasi Data (Data Condensation)
Kondensasi data menjadi tahap awal dalam melakukan analisis data,
terkait hal ini Miles, Huberman, dan Saldana mengatakan:%*
“Data condensation refers to the process of selecting, focusing,

simplifying, abstracting, and/or transforming the data that appear in the
full corpus (body) of written-up field notes, interview transcripts,

2

documents, and other empirical materials”.

Artinya kondensasi data meruapakan proses memilih, memfokuskan,
menyederhanakan, mengabstraksi atau mentransformasi data yang didapat dari
pencatatan lapangan, wawancara, dokumen dan bahan empiris lainnya.
Sehingga dapat dipahami bahwa kondensasi data mengacu pada proses
memilih,  memfokuskan, = menyederhanakan, © mengabstraksi  atau
mentransformasi data yang didapat dari pencatatan lapangan, wawancara,
dokumen dan bahan empiris lainnya. Secara jelas diuraikan sebagai berikut:*®

a. Pemilihan Data (Selecting)

Pada tahap ini peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan
dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana
yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi
apayang dapat dikumpulkan dan dianalisis. Informasi-informasi yang
berhubungan dengan transitivitas dan konteks sosial terkait kepemimpinan
pendidikan. Peneliti mengumpulkan seluruh informasi tersebutuntuk

memperkuat penelitian.

% Mattew B Miles, A Michael Huberman, Jhonny Saldana, Qualitative Data Analysis A Method
Sourcebook (Arizona: Sage Publication, 2014), 10.

% Mattew B Miles, A Michael Huberman, Jhonny Saldana, Qualitative Data Analysis A Method
Sourcebook...,18-19.
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b. Memfokuskan data (Focusing)

Memfokuskan data merupakan bentuk pra-analisis. Pada tahap ini,
peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan masalah penelitian.
Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya
membatasi data yang berdasarkan fokus penelitian. Dalam penelitian ini,
peneliti hanya berokus pada data yang berkaitan dengan pertanyaan
penelitian (questionresearch) yang terdapat dalam fokus penelitian agar
diperoleh data yang valid yang bisa membawa pada kesimpulan.

c. Peringkasan (Abstarction)

Peringkasan atau Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman
yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga
tetap berada di dalamnya. data yang telah terkumpul dievaluasi, khususnya
yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data.

d. Penyederhanaan (Simplifying)

Data dalam penelitian ini  selanjutnya disederhanakan dan
ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang ketat,
melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu
pola yang lebih luas. Untuk menyederhanakan data, peneliti
mengumpulkan data setiap proses dan konteks sosial menggunakan tabel.

e. Transformasi Data (Transforming)

Setelah melalui empat tahapan di atas, data kemudian

ditransformasikan pada dilanjutkan pada tahapan analisis data berikutnya.

Tranformasi data dimaksudkan untuk memindahkan data ke dalam bentuk
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analisis yang lain sehingga diperoleh data yang akurat dan valid yang
dihasilkan dari pengumpulan data di lapangan.
2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data menjadi tahap lanjutan setelah dilakukannya kondensasi
data. Penyajian data diartikan sebagai upaya peneliti untuk menyajikan data
atau sebagai suatu informasi yang memungkinkan untuk mengambil
kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam
bentuk uraian singkat sebagai suatu informasi yang terseleksi, simultan dan
sistematis dalam bentuk (gestalt) yang kuat sehingga data yang diperoleh dapat
menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti.%

Melalui penyajian data ini, akan terorganisasikan, tersusun dalam bentuk
pola yang berhubungan interaktif, sehingga akan lebih mudah untuk difahami.
Dalam hal ini Miles dan Huberman juga berpendapat bahwa penyajian data
yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks
yang bersifat naratif.®” Maka dengan dilakukannya penyajian data ini akan
memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja lanjutan
pada tahap penelitian tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (Conclusion Drawing/ Verification)

Langkah ketiga pada tahap analisis data ini adalah penarikan kesimpulam
dan verifikasi. Simpulan awal penemuan data yang dikemukakan masih
bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun

% Mattew B Miles, A Michael Huberman, Jhonny Saldana, Qualitative Data Analysis: A Method
Sourcebook...,19.

% Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan
R&D)..., 341.
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apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal tersebut, menyertakan bukti-
bukti yang valid dan adanya konsistensi data ketika di lakukan cek kembali di
lapangan, maka kesimpulan awal tersebut biasa dikatakan kredibel. %
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapakan adalah berupa
temuan baru yang belum pernah ada. Temuan tersebut adakalanya berupa
deskripsi atau gambaran mengenai suatu obyek yang pada awalnya masih
bersifat hipotetik atau remang-remang, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Adapun Model analisis yang digunakan mengikut pada salah satu model
yang diperkenalkan Miles, Huberman dan Saldana yaitu model interaktif.
Dalam artian aktifitas dalam analisis data dilakukan dengan cara interaktif dan
berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, dengan melalui tiga alur,
yaitu: kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display) dan
penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification),
hingga data tersebut pada titik jenuh.®® Berikut adalah model interaktif yang
digambarkan oleh Miles Huberman dan Saldana.

Komponen Analisis Data Model Interaktif

Pengumpulan , Penyajian
Data Data
Kondensasi Penarikan Simpulan
Data [ Verifikasi

Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana
Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook. Arizona State University

% Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan
R&D..., 345.

% Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan
R&D..., 338.
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Melihat komponen pada analisis data interaktif tersebut, maka alur
penelitian sebagai berikut: pertama peneliti mengumpulkan data melalui
observasi, wawancara dan dokumentasi serta bahan empiris lainnya, kemudian
data dikondensasikan untuk proses penyeleksian, menyederhanakan atau
mentransformasi data yang didapat dari pencatatan lapangan, untuk
menemukan data yang dianggap penting dan membuang data yang tidak
penting atau tidak digunakan dalam penelitian.

Selanjutnya, data yang sudah dikondensasi kemudian dilakukan penyajian
data, dimana data-data yang telah dipilih diuraikan dalam uraian singkat atau
bagan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan juga
memudahkan dalam merencanakan kerja selanjutnya.

Terakhir, yaitu kesimpulan atau verifikasi, peneliti memberikan kesimpulan
atau memverifikasi hasil akhir dengan menyesuaikan data yang telah melalui
alur kondensasi data dan penyajian data, dengan demikian dapat menjawab
rumusan masalah dan dapat mengidentifikasi temuan yang ada di lapangan.

Disamping itu guna menganalisa strategi yang digunakan, dalam penelitian
ini juga menggunakan analisis data SWOT, yaitu:

a. Analisis IFAS

Menurut Rangkuti adalah kesimpulan analisis dari berbagai faktor internal

yang mempengaruhi keberlangsungan suatu lembaga.*®

Tabel 3.1 Matriks IFAS (Internal Factors Analysis Summary)

Faktor Internal Keterangan
Strenghts (S) Temuan data kekuatan pada perusahaan
Weaknesses (W) Temuan data kelemahan pada perusahaan

100 Freddy Rangkuti, Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing
Communication (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 26.
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b. Analisis EFAS
Menurut Rangkuti adalah kesimpulan analisis dari berbagai faktor
eksternal yang mempengaruhi keberlangsungan perusahaan.

Tabel 3.2 Matriks EFAS (Eksternal Factors Analysis Summary)

Faktor Eksternal Keterangan
Opportunity (O) Temuan data peluang pada perusahaan
Threats (T) Temuan data ancaman pada perusahaan

c. Analisis SWOT

Menurut Rangkuti analisis SWOT adalah suatu identifikasi mengenai
faktor-faktor yang dilakukan secara sistematis guna merumuskan strategi
yang ada pada perusahaan, guna mengetahui kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman yang ada pada lembaga perusahaan itu sendiri.1?
Dengan demikian pada hal ini akan dilakukan identifikasi mengenai
faktor-faktor yang berkaitan dengan perusahaan, guna merumuskan
strategi yang digunakan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Dagang
(Diskopumdag) Kabupaten Banyuwangi. Disamping itu Rangkuti juga
menjelaskan bahwa matriks SWOT adalah alat yang dipakai untuk
menyusun faktor-faktor = strategi yang digunakan oleh lembaga
perusahaan. 1% Sehingga penggunan matrik dalam penelitian ini, guna
menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman yang
dihadapi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Dagang (Diskopumdag)

Kabupaten Banyuwangi, yang nantinya dapat disesuaikan dengan

101 Freddy Rangkuti, Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing
Communication..., 26.

192 Freddy Rangkuti, Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing
Communication (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 18.

103 Freddy Rangkuti, Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing
Communication,...20.
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kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Menurut Rangkuti matriks ini

dapat menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategi.'%*

Tabel 3.3 Matriks SWOT

IFAS Kekuatan Kelemahan
EFAS (Strenghts) (Weaknesses)
Peluang (Opportunities) Strategi S-O Strategi W-O
Memanfaatkan kekuatan memperbaiki
atas peluang yang telah kelemahan
diidentifikasi. guna
memanfaatkan
peluang
Ancaman (Threaths) Strategi S-T Strategi W-T
Menciptakan strategi yang | Menciptakan strategi
menggunakan kekuatan yangmeminimalkan
guna mengatasi ancaman kelemahan
guna menghindari
ancaman

(Sumber: Rangkuti)

Keterangan tabel :
1) Strategi S-O (Strenghts-Opportunities)

Adapun kombinasi strategi yang dihasilkan adalah dengan
memanfaatkan kekuatan atas peluang yang telah
diidentifikasi.

2) Strategi W-O (Weaknesses- Opportunities)
Adapun kombinasi strategi yang dihasilkan adalah
memperbaiki atau meminimalkan kelemahan guna
memanfaatkan peluang.

3) Strategi S-T (Strengths-Threaths)

Adapun kombinasi strategi yang dihasilkan adalah

104 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya
Offset, 2009), 320.



menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan guna

mengatasi ancaman.

4) Strategi W-T (Weaknesses- Threaths)

Adapun kombinasi

strategi yang dihasilkan adalah

menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan guna

menghindari ancaman.
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Pada fase ini, telah membahas bagaimana perusahaan menilai

situasinya dan juga telah meninjau strategi perusahaan yang tersedia.

Tugas selanjutnya adalah melakukan identifikasi cara atau alternatif yang

dapat menggunakan kesempatan dan peluang atau menghindari ancaman

dan mengatasi kelemahan.

Selanjutnya dalam hala ini juga dilakukan penentuan posisi

perusahaan degan cara memadukan kekuatan, kelemahan, peluang dan

ancaman, sehingga dapat ditentukan titik koordinat dalam diagram

analisis SWOT.

Kuadaran 3

Tum Around

Berbagai Peluang

Kelemahan Internal

Kuadaran 1

Agresive

Kuadaran 4

Defensive

Kekuatan Internal

Berbagai Ancaman

Sumber: Rangkuti (2009: 19)

Kuadaran 2

Defersificative
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Keterangan:
Kuadran 1:

Merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan
tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat
memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan
dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang
agresif (Growth oriented strategy).

Kuadran 2 :

Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih
memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan
adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka
panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk/jasa).

Kuadran 3 :

Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi
dilain pihak, ia menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal.
Fokus perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah
internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang
lebih baik.

Kuadran 4 :

Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan,

perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan

internal.
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H. Keabsahan Data
Pemeriksaan keabsahan data pada dasarnya, selain difungsikan guna
menyanggah balik tuduhan mengenai anggapan data yang tidak ilmiah, juga
merupakan suatu unsur yang tidak terpisahkan dari tubuhpengetahuan penelitian
kualitatif.!®Keabsahan data dilakukan guna membuktikan apakah penelitian yang
telah dilakukan memang benar penelitian ilmiah sekaligus sebagai tahap untuk
menguji data yang telah diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif
sendiri terdiri dari uji, credibility, transferability, dependability, dan
confirmability.2%®
Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan, dalam

artian data yang dipaparkan dapat dinyatakan sesuai atau tidak adanya perbedaan
dengan fenomena yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti, maka perlu
dilakukannya uji keabsahan data. Adapun bentuk uji keabsahan data yang
dilaksanakan:
1. Kredibilitas (credibility)

Uji Kredibilitas (credibility) atau uji kepercayaan terhadap data hasil untuk

memenuhi data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai

kebenaran, yang berarti bahwa hasil penelitian kualitatif harus dapat dipercaya

oleh para pembaca yang kritis dan dapat diterima oleh orang-orang (responden)

yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama informasi berlangsung.

Kredibilitas ditunjukkan ketika partisipan mengungkapkan bahwa transkrip

penelitian memang benar-benar sebagai pengalaman dirinya sendiri.

105 |_exy J Moleong, Metodologi Penelitian Terbaik (Bandung: Gramed, 2007), 320.
106 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2007), 272.
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a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas atau
kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti
kembali kelapangan, wawancara lagi dengan narasumber data yang pernah
ditemui maupun yang baru. Adapun dapak positif dengan dilakukannya
perpanjangan pengamatan ini, berarti hubungan antara peneliti dengan
nara sumber akan semkin terjalin, semikin akrab, semakin terbuka, saling
mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Perpanjangan pengamatan guna menguji kridibilitas data ini, juga
difokuskan pada pengujian hasil data yang telah diperoleh. Data yang telah
diperoleh tersebut akan dicek kembali ke lapangan benar atau tidaknya,
berubah atau tidak. Adapun hasil dari pengecekan data tersebut sudah
benar, maka data yang diperoleh bisa dinyatakan kridibel dan masa waktu
perpanjangan pengamatan dapat diakhri.

h. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan atau kecermatan secara lebih cermat atau
berkesinambungan, maka kepastian data dan urutan peristiwa yang
direkam akan dapat dicatat dengan baik, sistematis dan meningkatkan
kridibilitas data. Guna meningkatkan ketekunan penelitian dapat
dilakukan dengan cara membaca berbagai buku refrensi, buku yang terkait,
hasil penelitian dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingan
hasil temuan yang telah diperoleh. Dengan cara demikian maka, wawasan
dari peneliti akan menjadi tajam dan luas guna memeriksa dengan cermat

pada hasil data yang ditemukan itu benar-benar dapat dipercaya atau tidak.
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c. Triangulasi
Wiliam Wiersma mengatakan triangulasi dalam pengujian

kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber

dengan berbagai cara dan waktu. Dengan demikian maka terdapat

triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.’

1) Triangulasi Sumber
Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data
yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh
dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan
selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan sumber
data tersebut diperoleh.1%®

2) Triangulasi Teknik Pengumpulan Data
Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data
kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam
hal ini sebuah data yang diperoleh dara satu teknik tertentu kemudian
diuji menggunaka tekni yang lain seperti observasi, dokumentasi atau
kuesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data
menghasilkan paparan data yang berbeda, maka peneleliti melakukan
diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan guna
memastikan data mana yang benar, sehinggah dapat ditemukan

kepastian datanya.*®®

107 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: CV Alfabeta, 2015), 372.
108 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan..., 373.
109 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan..., 373.
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3) Triangulasi Waktu
Waktu juga dapat berpengaruh pada kredibilitas data. Data yang
dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat nara
sumber masih segar, akan memberikan data yang lebih valid sehingga
menigkatkan kredibelitas data. Selanjutnya pada tahap pengujian data
ini dilakukan melalui wawancara, observasi atau melalui teknik lain
dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil pengujian data
mengasilakan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-
ulang sehingga ditemukan kepastian data.**

d. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif pada dasarnya kasus yang tidak sesuai atau bereda dengan

hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif

berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan

dengan data yang telah ditemukan. Bila sudah tidak ada data yang berbeda

atau bertolak belakang dengan temuan, berarti dapat dikatakan bahwa data

yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi apabila peneliti masih

menemukan data-data yang bertentangan, maka karena hal tersebut

memungkinkan peneliti akan mengubah hasil temuannya.*'!

e. Menggunakan Bahan Referensi

Maksud bahan referensi pada hal ini adalah adanya pendukung untuk

membuktikan data yang telah diperoleh oleh peneliti. Dalam laporan

penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi

dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat

110 sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan..., 374.
111 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan..., 374.
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dipercaya.!2

2. Transferability
Transferability diartikan sebagai validitas eksternal, validitas eksternal
menujukkan derejat ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke
populasi dimana sampel tersebut diambil.1** Nilai transfer sendiri dalam hal ini
berkaitan dengan pertanyaan, hingga mana hasil dari penelitian dapat
diterapkan dalam situasi lain. Oleh karena itu supaya orang lain memahami
data hasil penelitian tersebut, maka dalam membuat laporan dituntut untuk
memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.
3. Dependability

Pengujian Dependability juga di sebut dengan reliabilitas, adalah suatu
penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses
yang sama akan menghasilkan hasil yang sama pula, sehingga penelitian
tersebut bisa dikatakan reliabel.*!*

Dalam uji Dependability pengujian dilakukan dengan melakukan audit dengan
keseluruahan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau
pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan
oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam artian bagaimanakah mula-
mula menentukan masalah atau fokus masalah, memasuki lapangan,
menentukan sumber data, analisis data, uji keabsahan data, sampai proses
bagaimanakah pembuatan kesimpulan yang dilakukan sehingga tersusun

laporan tersebut.

112 sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan..., 375.
113 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan..., 376.
114 Sugiyin, Metode Penelitian Pendidikan..., 376.
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4. Confirmability
Confirmability atau disebut juga dengan uji obyektifitas. Penelitian bisa
dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati orang banyak. Dalam
kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan
dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil dari suatu penelitian
merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian yang
telah memenuhi standar confirmability

I. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa tahapan yang belangsumg secara sistematis,

yaitu:

1. Tahap Pralapangan/Orientasi

Dalam tahap orientasi ini, peneliti melakukan penelitian pendahuluan pada

lokasi penelitian, yaitu Diskopumdag di kabupaten banyuwangi sebagai lokasi
utama kemudian pada kantot dinas perindustrian dan perdagngan
(Disperindag), kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, rumah
pengurus asosiasi UMKM pangan dan juga rumah pelaku UMKM makanan
dan minuman Kabupaten Bayuwangi. Selanjutnya, peneliti mulai menggali
informasi pada orang-orang yang terlibat khususnya pihak Kepala Dinas
beserta anggotanya yang dapat memberikan beberapa informasi penting
tentang strategi optimalisasi pengembangan UMKM halal yang ada pada
Kabupaten Banyuwangi, kemudian melakukan kajian yang bersifat
komprehensif untuk mendapatkan acuan penelitian yang tepat di lokasi

penelitian.
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Adapun beberapa aktivitas yang peneliti lakukan adalah: menyusun
rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus surat-surat yang
barkaitan dengan penelitian, memilih dan menentukan informan serta
menyiapkan yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data penelitian seperti
sarana dan prasarana penelitian atau hal-hal yang mendukung dalam
pelaksanaan penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini, peneliti melakukan berbagai aktivitas penelitian yang
terkait dengan fokus penelitian yaitu sistem/strategi, pelaksanaan impeleman
tasi lebelisasi halal pada UMKM oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan
Dagang (Diskopumdag) Kabupaten Banyuwangi, Dinas Perindustrian dan
Perdagngan (Disperindag), Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi serta
asosiasi UMKM pangan Kabupaten Bayuwangi, Beberapa aktivitas penelitian
yang dilakukan antara lain memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri,
memasuki situs penelitian dan mengumpulkan data atau informasi yang
dibutuhkan.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti mengawali dengan mengadakan pengecekan data
dengan para informan dan subjek penelitian serta dokumen-dokumen yang ada
untuk membuktikan keabsahan data yang diperoleh. Selanjutnya, peneliti
melakukan berbagai perbaikan data yang terkait dengan bahasa, sistematika
penulisan maupun penyederhanaan data agar laporan penelitian ini

komunikatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akadmis.*®

115 Burhan Bungin, Penelitian Kualatatif (Jakarta: Kencana, 2010), 98.
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Analisis data yang penelulis lakukan adalah dengan mengikuti model
analisis interaktif, sebagaimana teori yang dipaparkan oleh Miles dan
Huberman, dimana prosesnya dari data yang sudah terkumpul,
dikomunikasikan dan selanjutnya dilakukan reduksi data untuk memilih data
yang sesuai dan bermakna. Kondensasi data yang penulis lakukan dengan
menyeleksi dan memilih data yang relavan dan bermakna, memfokuskan pada
data yang mengarah untuk pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan, atau
menjawab pertanyaan penelitian yang telah difokuskan, kemudian
menyederhanakan, dan selanjutnya menyusun secara sistematis dengan
menonjolkan hal-hal yang dipandang penting dari hasil temuan. Selanjutnya,
hasil reduksi data disajikan dalam bentuk display data dan penyajian data

berbentuk uraian kemudian dibuat kesimpulan.



BAB IV
PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum UMKM di Kabupaten Bayuwangi.

Kabupaten Banyuwangi dengan memiliki tingkat kepadatan penduduk
sebesar 1.742.458 jiwa serta dengan banyaknya jumlah UMKM vyang dimiliki
dengan tanpa memisahkan jenisnya, yaitu: sebanyak 113.940 pelaku usaha, tentu
menjadi potensi yang sangat baik jika semua UMKM tersebut dan khususnya
UMKM makanan dan minuman di optimalkan guna memiliki sertifikasi keamanan
pangan baik sertifikasi halal, PIRT atau yang lainnya. Disamping itu faktor
pendukung lainnya, pada Kabupaten Banyuwangi juga memiliki mayoritas
penduduk muslim dengan jumlah 1.691.132 penduduk. Terkait mayoritas
penduduk muslim yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini juga dikuatkan
berdasarkan pernyataan Badrul selaku seksi bimas islam Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwang sebagai berikut:

“Jadi begini mas, memang kalau di Banyuwangi bisa dikatakan kalau
mayoritas penduduknya itu Islam, disamping itu juga gini, insyaAllah
mereka itu juga taat akan ajaran agamanya, jadi kalau di kaitkan dengan
lebel halal ini ya sangat baik karena ya pasti mereka juga mendukung.”*®

Adapun makna data hasil wawancara tersebut yaitu: bahwa Kabupaten
Banyuwangi memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam dengan kondisi
keagamaan yang taat akan ajarannya.

Dalam hal ini telah didapati bahwa dalam memaksimalkan implementasi

sertifikasi halal yang ada pada UMKM, Kabupaten Banyuwangi melibatkan

116 Badrul, wawancara, Banyuwangi, 28 Maret 2022.
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beberapa instansi pemerintahan dan juga didukung dengan adanya lembaga
swadaya masyarakat. Adapun pada instansi pemerintah yakni mencakup pada
kantor Diskopumdag sebagai kantor dinas yang menangani bidang koperasi dan
UMKM, kemudian kantor Disperindag sebagai dinas industri yang menangani IKM
dan kemudian Kemenag Banyuwangi, yang memang memiliki peran utama terkait
sertifikasi halal ini. Dan adapun lembaga swadaya yang dibentuk, juga ikut
berperan terkait sertifikasi halal pada UMKM ini yaitu asosiasi UMKM. Adapun
asosiasi pada jenis UMKM makanan dan minuman yaitu di bawah kordinator
asosiasi UMAMI dan ASPOBA dengan induk semua asosiasi di Kabupaten
Banyuwangi yaitu asosiasi AKRAB.Y
Adapun terkait gambaran pelaku UMKM serta proses sertifikasi keamanan
pangan baik sertifikasi halal atau PIRT yang ada di Kabupaten Banyuwangi telah
didapati informasi dari beberapa sumber yang telah di wawancarai:
1. UMKM Minuman jenis Madu
Abdul Hamid sebagai pelaku usaha UMKM jenis minuman madu, telah
memiliki sertifikasi PIRT pada jenis usahanya. Sertifikat PIRT tersebut didapat
pada awal pandemi 2020. Namun terkait sertifikasi halal, dia belum memiliki
pada produk usahanya. Hal tersebut di karenakan faktor belum lulusnya pada
tahap pengajuan berkas sertifikasi halal, karena ada tidak kesesuaian nama
jenis produk dan stempel pada berkas pengajuan. Hal tersebut berdasarkan
pernyataan Abdul Hamid selaku pemilik usaha UMKM madu:
“Kalau untuk sertifikasi PIRT, produk saya sudah ada mas, cuman kalau
untuk halal ini belum. Sebenarnya saya itu juga sudah pernah

mengajukan. Waktu itu saya dapat link sertifikasi halal gratis dari
asosiasi mas, cuman saya gagal pada seleksi pengajuan berkas, jadi

117 Kantor dinas UMKM dan Kemenag Kabupupaten, Observasi, Banyuwangi, 07 Maret-07 April
2022.
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awalnya itu madu saya namanya madu syifa kemudian ganti nama

menjadi madu floria, nah kesalahan saya setempelnya itu masih pakek

setempel pada nama madu yang lama, saya kira tidak masalah ternya

tidak boleh.”*®

Adapun makna data hasil wawancara tersebut yaitu: bahwa pelaku usaha
telah memiliki sertifikasi PIRT, NIB pada produknya, sedangkan untuk
sertifikasi halal sendiri belum memiliki. Hal tersebut disebabkan kesalahan
pelaku usaha dalam proses pengajuan berkas sertifikasi halal pada formulir
permohonan sertifikasi halal, karena pelaku usaha menggunakan setempel
yang tidak sesuai dengan jenis produknya, dalam hal ini juga pelaku usaha
mendapatkan link sertifikasi halal tersebut bersumber dari asosiasi UMKM.

Pernyataan dari wawancara di atas terkait kendala pelaku UMKM
minuman jenis madu, dalam pengajuan sertifikasi halal ini juga dapat dilihat

pada dokumentasi gambar berikut:

Gambar 4.1
Formulir Pengajuan Sertifikasi Halal
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118 Apdul Hamid, wawancara, Banyuwangi, 19 Maret 2022,
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Terkait pemahaman pelaku usaha tentang sertifikasi halal ini, bahwa
pelaku usaha telah mengetahui tentang apakah itu sertfikasi halal, manfaat
sertifikasi halal dan prosedur guna mendapatkan sertifikasi halal. Hal tersebut
berdasarkan pernyataan Abdul Hamid selaku pemilik UMKM madu:

“Sertifikasi halal ini, sertifikasi yang bagus guna menjamin keamanan
suatu produk, selain itu memang sertifikasi halal ini penting di karenakan
produk di Indonesia ini beragam. Terkait manfaatnya bisa meningkatkan
kepercayaan pembeli mas, jadi produk yang mereka dapatkan halal,
walupun mereka non muslim mereka ada suka yang halal karena dari
faktor kebersihan, jadi lebih menjamin dari kebersihannya, jadi kalau
saya pribadi tidak menjadi beban walaupun saya merasa lumayan
kesulitan dalam proses pengajuannya karena banyak berkas yang
dimintak, karena ya itu tadi, imbasnya membantu dalam meningkatkat
penjualan. Untuk mendapatkan sertifikasi halal ini yang pertama kita
ngisi data dulu google form, dan linknya dari BPJPH itu mas,
pengumpulan berkasnya ke ketua asosias guna di cek bukan ke Kemenag,
nah kalau lewat asosiasi lebih cepat penanganannya kalau lewat orang
dinaskan tau sendirilah orang dinas kesibukannya banyak, kalau asosisasi
yang diurusi anggotanya tok mas.”!®

Adapun makna data hasil wawancara tersebut yaitu: bahwa pelaku usaha
menyatakan sertifikasi halal merupakan sertifikasi yang bagus guna menjamin
keamanan suatu produk, dan sertifikasi halal ini penting di karenakan produk
di Indonesia ini beragam. Adapun manfa’at yang didapat guna meningkatkan
kepercayaan pembeli, serta produk yang mereka dapatkan pasti halal, walupun
mereka non muslim mereka juga suka yang berlebel halal karena dari faktor
kebersihannya, dalam hal ini juga pelaku usaha tidak merasa terbebani
walaupun merasa kesulitan dalam proses pengajuannya, hal ini didasari karena
banyak berkas yang diminta. Terkait prosedur pengajuannya berdasarkan

pernyataan pelaku usaha yaitu melalui link yang didapat dari dari asosiasi

UMKM, selain itu juga di jelaskan bahwa pelaku usaha lebih suka memalalui

118 Abdul Hamid, wawancara, Banyuwangi, 19 Maret 2022.
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asosiasi daripada kantor dinas, karena kantordinas terkesan lebih banyak
kesibukan pada tugas yang lain.
2. UMKM Minuman Jenis Kopi bubuk dan Skoteng Jahe
Hermin sebagai pelaku industri UMKM jenis minuman kopi bubuk dan
skoteng jahe telah memiliki sertifikasi PIRT, NIB dan juga sertifikasi halal
pada produknya. Dalam hal ini pelaku usaha mendapatkan sertifikasi PIRT
tersebut melalui Mall pelayanan publik Banyuwangi, dalam hal ini juga di
paparkan bahwa tahap awal guna mendapatkan sertifikasi PIRT, pelaku
UMKM harus mengikuti diklat dan penyuluhan oleh DINKES Kabupaten
Banyuwangi. Selain itu adapun guna mendapatkan sertifikasi halal, persyaratan
yang wajib dipenuhi adalah bahwa pelaku usah harus memiliki NIB, dan terkait
NIB ini pelaku usaha juga mendapatkannya melalui Mall pelayanan publik
Banyuwangi. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Hermin selaku pemilik
UMKM kopi bubuk dan skoteng jahe:
“Produk saya sudah ada PIRT juga sudah ada halal, kalau saya, kemarin
PIRT-nya itu saya daftar dulu di Mall Pelayanan Publik, kemudian ngisi
formulir dan lain-lain. Dan kalau baru ngurus PIRT syaratnya harus ikut
dulu diklat dan penyuluhan oleh DINKES Banyuwangi. Selain PIRT
guna menadapat sertifikat halal yaitu NIB nah kalau NIB itu saya
mendapatkannya di Mall Pelayanan Publik dan tidak ada biaya. Untuk
halal ini Saya sudah dua kali ini mendaftarkan sertifikasi halal, kalau
awal saya dapat info sertifikat halal itu dari Dinas Perdagangan, kalau
yang kedua ini saya ikut asosiasi UMKM.”?°
Adapun makna data hasil wawancara tersebut yaitu: bahwa pelaku usaha
telah memiliki PIRT dan juga sertifikasi halal pada produknya, yang telah

didapatkan melalui Mall pelayanan publik dengan cara mengisi berkas-berkas

yang disediakan. Terkait pengurusan baru PIRT ini juga, harus mengikuti

120 Hermin, wawancara, Banyuwangi, 19 Maret 2022.



98

diklat dan juga penyuluhan oleh DINKES Banyuwangi. Kemudian terkait
sertifikasi halal pelaku usaha disyaratkan memiliki NIB pada jenis usahanya.
Terkait sertifikasi halal ini pelaku usaha mendapatakan informasi dari dinas
perdagangan unutuk yang pertama kali dan dari asosiasi UMKM untuk yang
keduanya.

Hasil wawancara di atas terkait kepemilikan sertifikasi halal pada produk
UMKM diperkuat dengan dokumentasi sertifikasi halal pelaku UMKM

minuman sebagai berikut.

Gambar 4.2
Sertifikasi Halal Pelaku Usaha

Terkait pemahaman pelaku usaha tentang sertifikasi halal ini, bahwa
pelaku usaha telah mengetahui tentang apakah itu sertfikasi halal, manfaat
sertifikasi halal dan prosedur guna mendapatkan sertifikasi halal. Hal tersebut
berdasarkan pernyataan Hermin selaku pemilik UMKM kopi bubuk dan

skoteng jahe:
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“Ya selama ini yang sudah terjadi ya semacam kayak survei dari dinas
MUI Jawa Timur, survei terkait bahan, alat semua bener bener bersih apa
tidak. Bahan yang digunakan itu ada logo halalnya apa tidak, jadi betul
betul rinci dan disitu memang ada formulir yang diisikan. Kemudian
kalau manfaat yang didapat ee, selama ini memang ada manfaatnya, saya
merasakan ini eee ketika sertifikat halal belum terbit, eee saya jual masih
dalam bentuk plastik ya banyaksih konsumen yang bilang (ooh ini belum
halal ) dan setelah ada lebelnya halal tidak ada pertanyaan-pertanyaan itu
lagi, dan saya lebih berani menjual di supermarket, roksi, dan swalayan-
swalayan. Untuk terkait prosedur ya itu tadi kita dapat link dari asosiasi
kemudian disitu sudah ada persyarata-persyaratan yang harus dipenuhi
dan kita menunggu jawaban konfirmasi dari link pengajuan tersebut dan
alhamdulillah halal ini tidak ada biaya, baik itu PIRT saya tidak ada

biaya, saya juga tidak terbebani atas adanya kewajiban sertifikasi halal

ini” 121

Adapun makna data hasil wawancara tersebut yaitu: bahwa pelaku
UMKM mendefinisikan sertifikasi halal yakni kegiatan survei yang dilakukan
MUI Jawa Timur yang dalam kegiatan tersebut mencakup survei pada bahan,
alat dengan di cek bersih dan tidaknya, kemudian disamping itu terkait bahan
yang digunakan sudah ada lebel halalnya apa tidak. Adapun terkait manfaat
yang diperoleh dengan adanya sertifikasi halal ini yakni telah meningkatkan
kepercayaan konsumen, meningkatkan pemasaran pada supermarket,
swalayan. Dan berdasarkan paparan pelaku usaha terkait prosedur pengajuan
sertifikasi halal tinggal mengikuti alur yang telah ditentukan pada link
pengajuan yang dari asosiasi tersebut.

Dalam hal ini pelaku usaha juga menanggapi terkait kebijakan UUD
atas wajibnya sertifikasi halal ini bahwa pelaku usaha merasa tidak keberatan
dan sangat setuju atas kebijakan tersebut, walaupun pelaku usaha merasa

kesulitan dengan prosedur pengajuan sertifikasi halal yang kedua pada tahun

121 Hermin, wawancara, Banyuwangi, 19 Maret 2022.
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2021 di bandingkan dengan pengajuan yang pertama. Hal tersebut berdasarkan

pernyataan Hermin selaku pemilik UMKM kopi bubuk dan skoteng jahe:
“Dengan kebijakan UUD atas wajibnya sertifikasi halal ini, Kalau
menurut saya dengan diwajibkan lebel halal ini ya saya tambah mantep,
karena apa ya kayak menambah nilai plus gitu buat konsumen,
walaupun pengajuannya sulit ya alhamdulillah bisa saya lalui. Kalau
yang halal ini iya ada kesulitan, ini perbedaan pengajuan halal yang
pertama itu tidak ribet, saya merasa ruwibet dan bolak balik ganti, dari
link yang dari BPJPH tadinya disuruh PDF kemudian tidak jadi terus
suruh ganti ke format apa gitu kemudian balek lagi ke PDF, jadi jujur
aja yang ini ngurus halal yang kemarin itu ribet. Dan banyak menyita
waktu jugak dan menurut saya lebih simpel yang awal saya mengajukan
halal itu.”??

Adapun makna data hasil wawancara tersebut yaitu: bahwa pelaku usaha
merasa tidak keberatan serta setuju dengan kebijakan UUD yang mewajibkan
sertifikasi halal ini, walaupun dalam hal ini pelaku usaha merasa kesulitan
dalam proses pengajuannya yakni kesulitan dalam hal pelaku usaha berulang
kali disuruh mengganti jenis format berkas pengajuan oleh admin link tersebut,
selain itu pelaku usaha juga merasa lebih banyak menyita waktu dalam proses
pengajuan ini.

3. UMKM Makanan Jenis Abon

Ali Zainal Abidin selaku sebagai pengurus asosiasi UMKM juga sebagai
pelaku industri UMKM jenis makanan abon ayam, ikan laut dan sapi telah
memiliki sertifikasi PIRT, NIB dan juga sertifikasi halal pada produknya.
Dalam hal ini pelaku usaha mendapatkan sertifikasi PIRT pada awalnya yaitu
melalui DINKES Kabupaten Banyuwangi, namun setalah adanya mall

pelayanan publik Banyuwangi, semua terkait perpanjangan dan pengajuan

PIRT satu pintu dilayani di mall publik Banyuwangi. Adapun terkait sertifikasi

122 Hermin, wawancara, Banyuwangi, 19 Maret 2022.
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halal yang telah didapat, pelaku memperoleh sertifikasi halal tersebut melalui
informasi dari asosiasi yang bersumber dari dinas UMKM, dinas Perdagangan
serta dinas Pariwisata. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Ali Zainal Abidin
selaku sebagai pengurus asosiasi juga sebagai pelaku industri UMKM jenis
makanan abon ayam, ikan laut dan sapi:
“Iya usaha saya ini sudah PIRT juga halal, kalau PIRT saya dulu di
DINKES, setalah Mall publik ada mau ngurus perpanjangan atau baru
semua di Mall Publik. Informasi ini kalau saya dapatnya dari asosiasi,
cuman sumbernya dari dinas, jadi asosiasi ini di bawah dinas UMKM,
Disperindag, Pariwisata. Jadi infonya itu dari dinas itu terus ke asosiasi
terus ke saya. Ya intinya ya dinas itu. Kalau Kemenag kemarin saya dapat
info juga dari asosiasi itu pelatihan halal zoom, itu dari Kemenag bekerja
dengan BAZNAS."1?3
Adapun makna data hasil wawancara tersebut yaitu: bahwa pelaku usaha
sudah memiliki PIRT dan juga sertifikasi halal pada produknya, terkait PIRT
tersebut pelaku usaha mendapatkannya pada DINKES dan untuk saat ini
pelayanan berpindah di mall publik. Terkait info PIRT dan juga sertifikasi halal
ini dari asosiasi UMKM, pada dasarnya informasi tersebut bersumber dari
dinas UMKM, DISPERINDAG, dan dinas Pariwisata.
Hasil wawancara di atas terkait kepemilikan sertifikasi halal pada produk

UMKM diperkuat dengan dokumentasi sertifikasi halal pelaku UMKM jenis

makanan abon ayam, ikan laut dan sapi sebagai berikut:

123 Ali Zainal Abidin, wawancara, Banyuwangi, 23 Maret 2022.
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Gambar 4.3
Sertifikasi Halal Pelaku Usaha

©600000000000000600600
@ 19 ©
@ 1 - ©
@% ; v ©
@ E i @
@ : HER HAN
| - t%%%i @
@ = h QGY : ®
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Kemudian terkait pemahaman pelaku usaha tentang sertifikasi halal ini,
bahwa pelaku usaha telah mengetahui tentang apakah itu sertifikasi halal,
manfaat sertifikasi halal dan prosedur guna mendapatkan sertifikasi halal. Hal
tersebut dapat diketahui berdasarkan pernyataan Ali Zainal Abidin selaku
sebagai pengurus asosiasi juga sebagai pelaku industri UMKM jenis makanan
abon ayam, ikan laut dan sapi:

“Sefaham saya tanda halal, dengan tidak bolehnya memasang logo halal
sebelum punya sertifikasi halal yang berguna meningkatkan eee
pemasaran produk. Kalau terkait manfaatnya pertama meningkatkan
kepercayaan konsumen, meningkatkan penjualan, untuk konsumen labih
yakin untuk membeli produk tersebut. dan juga sangat penting bagi
UMKM yang ingin pasarnya berkembang ke tingkat nasional. Untuk
prosedurnya jadi begini kalau dari asosiasi itu kita hanya dapat informasi,
bukan mengurus, kalau dikolektifkan mungkin bisa tapi tetap kita yang
mengurus. Kalau halalkan itu ada dua macam, ada yang gratis dan ada
yang berbayar, kebetulan saya dua duanya ikut. Kalau UMKM mau
berbayar juga bisa kalau tidak juga bisa. Kalau itu yang berbayar saya
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satu setengah bulan. Yang gratis ya sekitar dua bulan. Jadi kalau yang
gratis itu kita difasilitasi sepenuhnya, tidak ada biaya sama sekali.”*?*

Terkait prosedur pengajuannya baik secara berbayar atau gratis, dalam
hal ini juga di paparkan, bahwa:
“Kalau gratis kita cuman setor data saja, online lewat halal.go.id itu dan
kalau sudah komplit tidak ada satu bulan tim survei sudah menghubungi
Kita tapi tergantung antrian juga yaa. Jadi setelah peninjauan itu tidak
sampai satu bulan sertifikat sudah jadi. Kalau yang berbayar itu bisa lebih
cepet, asalakan datanya sudah lengkap terus di proses oleh halal MUI,
itu seminggu sudah jadi, saya kalau gak salah submit hari jum.at itu
kamis sudah muncul sertifikat halalnya. Jadi waktu itu pas saya yang
berbayar itu peninjauannya lewat online mas karena corona jadi zoom
metting waktu itu. Dan kalau punya saya di cek pada website halal MUI

nasional punya saya muncul tapi temen temen saya yang gratis itu tidak
muncul disana karena mereka kan ikut halal yang lokal jawa timur.”*?°

Adapun makna data hasil wawancara tersebut yaitu: bahwa pelaku usaha
secara umum telah mengetahui tetang apa itu sertifikasi halal, dengan
mendefinisikan bahwa sertifikasi halal merupakan sertifikat yang menjadi
legalitas pemasangan logo halal yang berfungsi meningkatkan pemasaran
produk. Terkait manfaat yang didapat juga dijelaskan bahwa guna
meningkatkan pemasaran produk, meningkatkan kepercayaan konsumen,
meningkatkan penjualan, untuk konsumen labih yakin agar membeli produk
tersebut serta sangat penting bagi UMKM yang ingin pasarnya berkembang ke
tingkat nasional. Telah di paparkan juga bahwa adapun prosedur guna
mendapatkan sertifikasi tersebut untuk yang gratis dengan cara menyetorkan
data melalui website halal.go.id jika data sudah dianggap lengkap maka kurang
lebih satu bulan tim survei akan menghubungi pelaku usaha dan kemudian

pelaku usaha menunggu sertifikat halal itu jadi, dengan waktu tunggu

124 Ali Zainal Abidin, wawancara, Banyuwangi, 23 Maret 2022,
125 Ali Zainal Abidin, wawancara, Banyuwangi, 23 Maret 2022,
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konfirmamsi tidak sampai satu bulan. Sedangkan kalau untuk yang mandiri
atau berbayar lebih cepat dibandingkan dengan yang gratis, kalau memang data
persyaratan itu sudah lengkap pelaku usaha melakukan submit data yang
kurang lebih hanya satu minggu, untuk survei yang telah di lakukan melalui
zoom metting dikarenakan pengajuan pada saat pandemi covid 19.
. UMKM Makanan Jenis Titing

Santi Mandaratna sebagai pelaku industri UMKM jenis makanan Ting-
Ting Wijen dan Kripik Singkong telah memiliki sertifikasi PIRT, NIB dan juga
sertifikasi halal pada produknya. Dalam hala ini pelaku usaha memgajukan
sertifikasi PIRT pada tahun 2017, yang pada awalnya yaitu melalui DINKES
Kabupaten Banyuwangi, kemudian mengikuti pelatihan dari DINKES guna
mendapatkan sertifikat pelatihan yang kemudian dilakukan survei oleh
DINKES, namun setalah adanya mall pelayanan publik Banyuwangi, semua
terkait perpanjangan dan pengajuan PIRT satu pintu dilayani di mall publik.
Adapun terkait sertifikasi halal yang telah didapat, pelaku memperoleh
sertifikasi halal tersebut melalui informasi dari dinas koperasi dan UMKM,
dinas koperasi Jawa Timur, dinas Perdagangan serta dinas asosiasi UMKM.
Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan pernyataan Santi Mandaratna selaku
sebagai pelaku industri UMKM jenis makanan Ting-Ting Wijen dan Kripik
Singkong:

“Prduk saya ini iya sudah memiliki PIRT dan Halal, jadi pertama kali

usaha UMKM vya sudah harus memiliki, supaya bisa edarkan.

Mendapatkan sertfikasi PIRT ini kalau pada tahun 2017 langsung di

DINKES, dan kebetulan Mall Publik belum ada, jadi langsung di
DINKES kemudian dikoordinir dulu biasanya 50 peserta, baru kemudian
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ada pelatiahan guna mendapatkan sertifikat pelatihan, kemudian kita di
survei di lokasi usaha.”*?

Adapun makna data hasil wawancara tersebut yaitu: bahwa pelaku usaha
telah memiliki sertifikat PIRT dan juga Halal pada usahanya, karena sertifikat
PIRT dan Halal menjadi syarat guna mengedarkan produknya. Mendapatkan
sertifkasi PIRT pada tahun 2017 melalui DINKES, mulanya melakukan
pengajuan awal pada tahap selanjutnya mengikuti pelatihan guna mendapatkan
sertifikasi pelatihan, dan kemudian di lakukan survei oleh DINKES Kabupaten
Banyuwang.

Terkait pemahaman pelaku usaha tentang sertifikasi halal ini, bahwa
pelaku usaha telah mengetahui secara umum tentang apakah itu sertfikasi halal,
manfaat sertifikasi halal dan prosedur guna mendapatkan sertifikasi halal. Hal
tersebut dapat diketahui berdasarkan pernyataan Santi Mandaratna selaku
sebagai pelaku industri UMKM jenis makanan Ting-Ting Wijen dan Kripik
Singkong:

“Sertifikasi halal ya sertifikasi yang diperlukan ketika mengedarkan

makanan kayak di supermarket, keluar kota. Kalau saya mendapat info

dari dinas koperasi terus dinas perdagangan, ada juga dinas koperasi jawa
timur, dan juga dari asosiasi. Untuk prosedur pengajuannya link dari
asosisi itu, kalau waktu itu kita mengerjakan sama sama se kelompok,
kemudian di pandu oleh pengurus asosiasi, terkait pengisian data-data
itu, karena memang berkasnya itu yang dilengkapi tuwebal, Kkita
mengerjakan itu 2 sampai 3 hari mas, dan itu dari 15 UMKM dan yang

di acc itu hanya 2 orang termasuk saya. Kalau kewajiban bersertifikat

halal sebenarnya kalau beban itu tidak, cuman yang menjadi kendala itu

kalau data kita kurang itu, bisa di salip dengan yang lain dan ini tidak ada
biaya, memang di fasilitasi, cuman kalau kuota sertifikasi halal itu yang

di batasi. Kalau segi manfaatnya kita bebas mengedarkan produk kita

bebas kemana aja bahkan sampai keluar negeri, dan terutama di
Indonesia pasti mintak sertifikat halal.”*?’

126 ganti Mandaratna, wawancara, Banyuwangi, 28 Maret 2022.
127 santi Mandaratna, wawancara, Banyuwangi, 28 Maret 2022.
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Adapun makna data hasil wawancara tersebut yaitu: sertifikasi halal
merupakan sertifikat yang diperlukan ketika memasarkan produk. Informasi
sertifikasi halal ini di dapat dari dinas koperasi dan UMKM, dinas
perdagangan, dinas koperasi jawa timur, dan juga dari asosiasi UMKM. Terkait
prosedur pengajuannya yaitu dengan input data melalui link dari asosiasi
kemudian melakukan cek kelengkapan data secara kolektif atau kelompok
dengan 15 orang selama 2 sampai 3 hari dan di dampingi oleh pengurus
asosiasi. Dalam hal ini pelaku usaha tidak terbebani namun yang menjadi
kendala bahwa setiap orang berebut guna mendapatkan kuota sertifikasi dan
kuota itu terbatas. Juga telah di paparkan bahwa sertifikasi halal ini sangat
bermanfaat guna mengedarkan produk dari dalam hingga luar negeri.

B. Penyajian Data
1. Sosialisasi sertifikasi halal pada UMKM di Kabupaten Banyuwangi.

Sosialisasi juga menjadi salah satu upaya yang digunakan lembaga dan
kantos dinas UMKM dalam memaksimalkan implementasi sertifikasi halal ini,
dalam hal ini masing-masing lembaga mempunyai cara dan perannya masing-
masing dalam mensosialisasikan sertifikasi halal tersebut.

Pertama dalam hal ini sosialisasi terkait sertifikasi halal ini dilakukan
oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Kementerian Agama
sebagai lembaga pemerintahan yang memang mempunyai tugas menjaga
dalam bidang keagamaan, dalam hal ini juga turut aktif dalam hal melakukan
penjagan pada konsumen muslim khususnya guna menkonsumsi pada
makanan yang sudah pasti kehalalalnya, yakni dengan turut aktif melakukan

sosialisasi sertifikasi halal pada pelaku UMKM yang ada di Kabupaten
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Bayuwangi. Dalam melakukan sosialisasi sertifikasi halal ini, Kementerian
Agama Kabupaten Banyuwangi selain bekerjasama dengan Diskopumdag
terkait sosialisasi ini, pihak Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi juga
mengfungsikan tim penyuluh sebagai alternatif dalam mensosialisasikan
sertifikasi halal tersebut, dalam praktiknya para penyuluh yang ada pada
wilayah kerjanya masing-masing dengan melalui pengajian yang mereka isi
dalam kesempatan itu para penyuluh menyelipkan informasi yang berkaitan
dengan sertifikasi halal. Hal ini berdasarkan pernyataan Badrul selaku seksi
bimas islam Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

“Strateginya Kemenag ini punya delapan penyuluh bidang dan satu
penyuluh fungsional, salah satu penyuluh bidang itu ada yang fokus
produk halal. Mereka juga kepanjangan dari Kemenag untuk
mensosialisasikan lebel halal ini, kepada masyarakat yanga ada diwilayah
kerja mereka masing-masing. Melalui pengajian, melalui pertemuan lintas
sektor, disitu juga deselipkan masalah produk halal.”?

Adapun makna data hasil wawancara terkait sosialisai sertifikasi halal
oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yaitu: bahwa pihak
Kemenag telah bekerjasama dengan Disperindag dalam mensosialisasikan
sertifikasi halal, di samping itu pihak Kemenag juga mengfusikan tim
penyuluh, yang terdiri dari satu penyuluh fungsional dan delapan penyuluh
bidang guna membantu sosialisai terkait sertifikasi halal tersebut pada wilayah
kerjanya masing-masing.

Dari hasil wawancara di atas terkait sosialisasi sertifiksi halal yang telah

dilakukan olen Kemenag melalui tim penyuluh, juga diperkuat dengan

dokumentasi pelaksanaan sosialisi pada gambar berikut:

128 Badrul, wawancara, Banyuwangi, 28 Maret 2022,
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Gambar 4.4
Sosialisasi Sertifikasi Halal penyuluh Kemenag

Kedua, oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwan. dalam
sistematikanya pihak dinas melihat pada jenis produk UMKM-nya, apakah
status UMKM tersebut masuk pada kategori yang bisa bersertifikasi halal apa
tidak, kemudian terkait sosialisasinya pihak dinas tidak serta merta
mesosialisasikan ~ terkait ~ lebel halal, tetapi bersamaan  dengan
mensosialisasikan progam-program yang lain, diantaranya: program Bupati
Banyuwangi, yakni Banyuwangi rebound terkait UMKM naik kelas melalui
sertifikasi PIRT. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Trivina Oktivitasari
selaku staf UMKM pada Diskopumdag, sebagai berikut:

“Jadi kalau sosialisasi ini kita tidak serta merta sosialisasi terkait halal ini

ya, tapi kita mencanangkan kalau dia produknya makanan, minuman di
harapkan adanya sertifikasi yang berkaitan dengan PIRT, halal, BPOM,
kalau untuk sosialisasi khusus untuk halal itu kita belum pernah, karena ya

itu tadi kami selaku lembaga Diskopumdag ditunjuk oleh atasan guna
mensukseskan terkait program UMKM naik kelas itu.”'%°

129 Trivina Oktivitasari, wawancara, Banyuwangi 11 April 2022.
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Adapun makna data hasil wawancara terkait sosialisai sertifikasi halal
oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi yaitu: bahwa pihak
Diskopumdag telah melakukan sosialisasi kepada para pelaku UMKM yang
ada di Kabupaten Banyuwangi, dengan tidak serta merta melakukan sosialisai
khusus terkait sertifikasi halal, tetapi bersamaan mensosialisaikan terkait
progam-progam yang lain, yakni: salah satunya terkait PIRT. Dari hasil
wawancara di atas terkait sosialisasi kemanan pangan baik sertifikasi PIRT dan
juga halal yang telah dilakukan oleh Pemkab dan Diskopumdag, juga diperkuat
dengan dokumentasi pelaksanaan sosialisi pada gambar berikut:

Gambar 4.5
Sosialisasi Sertifikasi Keamanan Pangan Banyuwangi

Ketiga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi.
Dalam hal ini juga turut aktif dalam melakukan sosialisasi terkait sertifikasi
halal ini, dalam hal ini metode yang diterapkan kantor dinas sendiri yaitu
dengan cara mengundang anggota asosiasi yang didalamnya memuat para
pelaku IKM dan UMKM yang ada di Kabupaten Bayuwangi. Kemudian
daripada itu, dalam pelaksanaannya pihak dinas juga berkoordinasi dengan
Kemenag Kabupaten Banyuwangi. Hal ini berdasarkan pernyataan Hindry

selaku asesor manajemen mutu industri Disperindag sebagai berikut:
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“Jadi kita mensosialisasikan pada temen-temen IKM UMKM karena
mereka mitra kami dan juga binaan kami fungsi kami disana, dan kalau
ada yang ingin sertifikasi kita menjebatani di Kemenag (kalau di
Banyuwangi di Kemenag banyuwangi kalau di surabaya di Kanwil juga
ada) dia hanya sebagai pendamping sebenarnya yang berperan adalah
BPJPH. Selain itu kita selalu melakukan koordinasi ke Kemenag, kita
setiap tahun melakukan sosialisasi, kita mengundang temen-temen
asosiasi, salah satu nara sumber dari kita, itu pasti ada ketua satgas Halal
Kemenag Banyuwangi.”**°
Adapun makna data hasil wawancara terkait sosialisai sertifikasi halal
olenh Disperindag Kabupaten Banyuwangi yaitu: bahwa pihak pihak
Disperindag telah melakukan sosialisasi sertifikasi halal kepada IKM dan
UMKM di Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini cara yang digunakan dalam
mensosialisasikan yaitu dengan mengundang para pelaku UMKM serta
anggota Kemenag Kabupaten Banyuwangi yang juga sebagai narasumber
dalam kegiatan tersebut.
Dari hasil wawancara di atas terkait sosialisasi sertifiksi halal yang telah

dilakukan oleh Disperindag, juga diperkuat dengan dokumentasi pelaksanaan

sosialisi pada gambar berikut:

Gambar 4.6
Sosialisasi Sertifikasi Halal Disperindag

130 Hindry, wawancara, Banyuwangi, 28 Maret 2022.
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Keempat, asosiasi UMKM. Asosiasi UMKM yang ada pada Kabupaten
Banyuwangi ini juga turut aktif berpartisipasi dalam mensosialisasikan kepada
pelaku UMKM terkait sertifikasi halal ini. Pada dasarnya peran asosiasi ini
selain secara mandiri menjalankan beberapa program yang berkaitan dengan
UMKM, juga turut aktif berkoordinasi dengan beberapa lembaga dinas
pemerintihan dalam melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal. Adapun cara
yang digunakan dalam mensosialisasikan diantaranya melalui beberapa acara
festival UMKM, kemudian melalui beberapa acara pelatihan dengan kantor
dinas UMKM serta kemenag, serta melalui beberapa acara yang diadakan oleh
pengurus asosiasi UMKM sendiri. Hal ini berdasarkan pernyataan Ali Zainal
Abidin selaku pengurus asosiasi UMKM sebagai berikut:

“Kalau untuk sosialisasi mas, jadi kita itu mensosialisasikan dalam hal
guna menyampaikan informasi yang pada dasarnya guna membantu
kepentingan pelaku UMKM, kayak apa ? ya salah satunya sertifikasi halal
ini. Terkait cara yang kami gunakan dalam mensosialisasikan ini gimana,
yaitu eee melalui acara festifal UMKM itu, jadi pada salah satu acara itu
kita menginformasikan terkait adanya program sertifikasi halal Kemenag
dan lain-lain, selain itu kami juga melakukan pelatihan bersama dengan
dinas UMKM serta pada pelatihan itu kami juga turut membantu
sosialisasi, dan kami juga secara khusus melakukan rapat anggota yang
didalamnya juga kami sosialisasikan kepada anggota kami.”*3!

Adapun makna data hasil wawancara terkait sosialisasi sertifikasi halal
oleh asosiasi UMKM vyaitu: bahwa asosiasi UMKM telah mensosialisaikan
kepada pelaku usaha, melalui beberapa cara yaitu dengan menginformasikan
terkait adanya fasilitas sertifikasi halal dari Kemenag dan lain-lain, selain itu

juga telah dilakukan pelatihan bersama dengan dinas UMKM serta pada

pelatihan itu juga asosiasi turut membantu sosialisasi, dan pada program yang

131 Ali Zainal Abidin, wawancara, Banyuwangi, 23 Maret 2022
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lain secara khusus asosiasi melakukan rapat anggota yang didalamnya juga
dilakukan sosialisasi sertifikasi halal pada UMKM.
Implementasi sertifikasi halal pada UMKM di Kabupaten Banyuwangi.

Keberhasilan pelaksanaan implementasi sertifikasi halal yang ada pada
Kabupaten Banyuwangi ini, tentu didasari dari kabijakan-kebijakan yang telah
dikembangkan oleh lembaga pemerintahan yang ada pada Kabupaten
Banyuwangi, yang dalam hal ini beberapa instansi pemerintahan telah mejadi
implementor dengan tujuan guna mendukung perkembangan-perkembangan
penerapan terkait wajibnya sertifikasi halal. Adapun lembaga-lembaga
pemerintahan yang di maksud dalam hal ini adalah: Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwangi, Dinas koperasi Usaha Mikro dan Dagang, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini juga,
implementasi tersebut juga di bantu lembaga bukan pemerintahan yakni oleh
asosiasi UMKM.

Berikut hasil analisis berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan dalam implementasi sertifikasi halal, sejalan dengan teori yang
dikemukakan Edward 111 antara lain:

a. Komunikasi
Komunikasi menempati peran yang penting dalam menentukan
keberhasilan kebijakan pada proses implementasi. Intensitas dalam
mengomunikasikan kebijakan publik terkait sertifikasi halal pada tataran
implementasi diperlukan agar dukungan dan komitmen pihak-pihak terkait

dapat terbentuk.
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Adapun lembaga pemerintahan yang ada pada Kabupaten
Banyuwangi, berdasarkan atas masing-masing kewajiban serta kebijakan
yang dimiliki, telah melakukan penyampaian informasi-informasi yang
berkaitan dengan sertifikasi halal ini pada pelaku UMKM, dalam artian
informasi itu sesuai pada kelompok sasaran yang diinginkan serta menjaga
konsistensi informasi yang di sampaikan, dalam hal ini pula didapati
bahwa metode yang digunakan dalam menyampaikan kebijakan tersebut
adakalanya dilakukan secara langsung dan juga melalui beberapa media.
Adapun pelaksana terkait komunikasi ini sebagai berikut:

Pertama, Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi.
Kementerian Agama sebagai lembaga pemerintahan yang memang
mempunyai regulasi serta berkewajiban melaksanakan kebijakan wajibnya
sertifikasi halal, dalam hal ini juga turut aktif dalam hal melakukan
penjagan pada konsumen muslim khususnya guna menkonsumsi pada
makanan yang sudah pasti kehalalalnya, yakni dengan turut aktif
memberikan informasi melalaui sosialisasi yang berkaitan tentang
sertifikasi halal pada pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bayuwangi.
Hal ini berdasarkan pernyataan Badrul selaku seksi bimas islam
Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

“Kami sebagai lembaga pemerintahan pada tingkat derah juga

berupaya melaksanakan terkait wajibnya sertfikasi halal yang ada

pada UU 33 tahun 2014 itu, sehinga dalam hal ini kami melakukan
sosialisasi guna memberikan informasi kepada palaku UMKM, Jadi
setiap kami dapat info terkait sertifikasi halal dari Kanwil, kami juga
turut memberikan informasi tersebut pada palaku UMKM, dan kami

juga turut mengfungsikan eee,,para penyuluh dalam sosialisasi
tersebut”132

132 Badrul, wawancara, Banyuwangi, 28 Maret 2022,
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Proses penyampaian terkait sertifikasi halal yang telah dilakukan
oleh Kementerian Agama Banyuwangi ini bukan hanya dilakukan secara
langsung melalui beberapa program kegiatan, namun juga dikuatkan
dengan melalui beberapa inovasi yakni mengfungsikan beberapa media
masa guna memaksimalkan penyaluran informasi terkait sertifikasi halal
ini. Hal ini berdasarkan pernyataan Badrul selaku seksi bimas islam
Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

“jadi begini kami selaku pelaksana implementasi terkait sertifikasi

halal ini, juga melakukan beberapa usaha, guna ee.... turut

memaksimalkan wajibnya sertfikasi halal, selain melalui program-

program kegiatan sosialisasi secara langsung, kami juga

menginformasikan melelaui beberapa media online”.*3

Hasil wawancara di atas terkait upaya yang dilakukan Kementrian
Agama dalam pemanfaatan media masa guna memberikan informasi
terkait sertifikasi halal ini, diperkuat dengan dokumentasi dari website
kemenag (banyuwangi.kemenag.go.id) sebagai berikut:

Gambar 4.7
Publikasi Informasi Sertifikasi Halal

@ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi

M PROFIL v  INFORMASIPROSEDUR v  UNITKERJA  PTSP v DUMAS  KONTAK KAMI

Penyuluh Agama Islam Siap Pendampingan Sertifikat Halal Selfdeclare

133 Badrul, wawancara, Banyuwangi, 28 Maret 2022,
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Adapun makna data hasil wawancara terkait pemberian informasi
sertifikasi halal oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yaitu:
bahwa kementerian agama sebagai lembaga pemerintahan telah
melakukan upaya dalam mempertegas serta mengimplementasikan
kebijakan wajibnya sertifikasi halal pada UMKM dengan memberikan
informasi melalui sosialisasi-sosialisasi yang kepada UMKM serta dengan
dibantu oleh penyuluh yang ada pada kementerian agama. Selain itu juga
bahwa pihak Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi juga
mengfungsikan beberapa media masa guna memaksimalkan peluasan
terkait sertifikasi halal tersebut.

Kedua, halal ini juga dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Banyuwangi. Bahwa pihak anggota dinas telah berupaya
memberikan segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan para
palaku’ UMKM, informasi tersebut salah satunya berkaitan dengan
sertifikasi keamanan pangan, baik BPOM, halal, dan juga PIRT. Hal
tersebut berdasarkan pernyataan Trivina Oktivitasari selaku staf UMKM
pada Diskopumdag, sebagai berikut:

“Jadi gini mas kami juga turut memberdayakan UMKM, melalui

apa? Yakni salah satunya melalui beberapa pendampingan pada

pelaku UMKM, salah satunya terkait pemberian informasi yang

baerkaitan pada kemanan pangan UMKM, kayak BPOM, halal, dan

juga PIRT itu mas. Dan kami bukan hanya membeikan informasi,

kami juga turut membimbing”.}3

Kemudian terkait publikasi informasi yang berkaitan dengan

sertifikasi halal ini, juga dilakukan oleh Diskopumdag. Hal tersebut
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berdasarkan pernyataan Trivina Oktivitasari selaku staf UMKM pada
Diskopumdag, sebagai berikut:

“eee memang kalau langkah yang kami lakukan terkait
pendampingan kepada UMKM ini dengan membantu
mempublikasikan produknya melalui media online, kemudian
langkah lain sebagai wujud usaha kami guna memberikan informasi
yang berhubungan tentang PIRT dan juga halal, yaitu dengan
melalui media sosial, jadi kami mempublikasikan beberapa

informasi melalui media onlie”.1%°

Hasil wawancara di atas terkait pemanfaatan media online guna

memberikan informasi terkait sertifikasi halal ini, diperkuat dengan

dokumentasi sebagai berikut:

Gambar 4.8
Publikasi Informasi Sertifikasi Halal
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Adapun makna data hasil wawancara terkait pemberian informasi
sertifikasi halal oleh Dinas Koperasi dan UMKM yaitu: bahwa dinas
koperasi dan UMKM memberikan pendampingan pada pelaku UMKM
salah satunya dengan memberikan informasi kepada para palu UMKM.
Pihak dinas selain memberikan informasi terkait sertifikasi kemanan

pangan, juga membimbing para pelaku UMKM guna memudahkan guna
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memperoleh sertifkasi tersebut. Kemudian daripada itu Diskopumdag
guna memaksimalkan pemberian informasi kepada pelaku UMKM, juga
memanfaatkan media online dalam mempublikasikan informasi tersebut.
Ketiga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Banyuwangi. Dalam hal ini juga turut aktif melakukan upaya terkait
memberikan informasi sertifikasi halal ini, pada praktekya dinas
memberikan informasi terkait sesuatu yang berhungan dengan sertifikasi
kemanan pangan kepada para IKM melalui sosialisasi serta melalui
beberapa kegiatan pelatihan bersama yang telah diadakan oleh pihak dinas
sendiri. Hal ini berdasarkan pernyataan Hindry selaku asesor manajemen
mutu industri Disperindag sebagai berikut:
“kita mensosialisasikan pada temen-temen IKM karena mereka mitra
kami dan juga binaan kami fungsi kami disana, dan kalau ada yang
ingin sertifikasi kita menjebatani di Kemenag ( kalau di Banyuwangi
di Kemenag banyuwangi kalau di surabaya di Kanwil juga ada) dia
hanya sebagai pendamping sebenarnya yang berperan adalah
BPJPH. Kami memberikan informasi terkait sertifikasi halal itu ya
pada saat pelatihan bersama terkait sertifikasi halal. Jadi memang
kita juga yang melaksanakan kegiatan itu. Pokoknya informasi yang
kita dapat dari BPJPB ya kita informasikan kepada IKM, adakalanya

kita juga memberikan informasi saat kita membina para pelaku
IKM. 130

Kemudian terkait publikasi informasi yang berkaitan dengan
sertifikasi halal ini, juga dilakukan oleh Disperindag. Hal tersebut
berdasarkan pernyataan pernyataan Hindry selaku asesor manajemen mutu
industri DISPERINDAG sebagai berikut:

“Kemudian termasuk sosialisasi yang telah kami lakukan, selain

pada beberapa program tadi, kami juga mempublis beberapa
informasi yang berkaitan dengan sertfikasi kemanan pangan ya, dan

13 Hindry, wawancara, 28 Maret 2022
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bukan cuman halal saja, tetapi juga beberapa sertifikasi yang lain,

yaitu melalui beberapa media”.**’

Hasil wawancara di atas terkait pemanfaatan media online guna
memberikan informasi terkait sertifikasi halal ini, diperkuat dengan

dokumentasi sebagai berikut:

Gambar 4.9
Publikasi Informasi Sertifikasi Halal
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Adapun makna data hasil wawancara terkait pemberian informasi
sertifikasi halal oleh Disperindag Kabupaten Banyuwangi yaitu: bahwa
pihak dinas telah berupaya guna memberikan informasi terkait sertifikasi
halal kepada pelaku IKM. Pihak dinas memberikan informasi tersebut
melalui beberapa kegiatan sosialisasi, serta pada saat pelatihan bersama
terkait sertifikasi halal. Disamping itu juga pemberian informasi tersebut
juga diberikan pada saat melakukan kegiatan pendampingan kepada para
pelaku IKM dan melalui media online.

Keempat, asosiasi UMKM. Adapun lambaga bukan pemerintahan

yang juga mendukung terkait pelaksanaan pemberian informasi sertifikasi
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halal ini adalah asosiasi UMKM. Pihak asosiasi turut memberikan
informasi terkait sertifikasi kemanan pangan yang salah satunya tentang
sertifikasi halal ini melalui beberapa kegiatan bersama dengan seluruh
anggota asosiai yang kemudia dari kegiatan tersebut pengurus asosiasi
menyampaikan informasi yang telah didapat dari Kemenag atau dinas
UMKM serta yang lain, kepada para anggota asosiaisi. Hal ini berdasarkan
pernyataan Ali selaku pengurus asosiasi UMKM sebagai berikut:
“Kami sebagai pengurus asosiasi itu memang rutin setiap tiga bulan
sekali Melakukan kumpul bareng, dengan pengurus serta anggota
asosiasi kami. Jadi setiap informasi yang kita dapat melalui
Kemenag teruss dinas UMKM, bahkan dari kanwil jatim, ya kami
upayakan anggota asosiasi kami tahu terkait informasi tersebut.
Selain itu yaa kami menginformasikan lewat grup wa itu mas.”%
Adapun makna data hasil wawancara terkait pemberian informasi
sertifikasi halal oleh asosiasi UMKM di Kabupaten Banyuwangi yaitu:
asosiasi UMKM sebagai lembaga bukan pemerintahan, terkait sertifikasi
halal ini juga turut mambantu serta mendukung pihak Kemenag atau pihak
dinas IKM atau UMKM dalam melaksanakan implementasi sertifikasi
halal tersebut. Pada upaya yang telah dilakukan pihak asosiasi, bahwa
pengurus asosiasi melakukan pemberian informasi yang telah didapat dari
instansi pemerintahan kemudian melalui kegiatan rutinitas tiga bulan
sekali pengurus serta anggotas asosiasi melakukan kumpul bersama yang
didalam kegiatan tersebut juga disosialisasikan terkait informasi-informasi

tetang sertifikasi halal. Dilain kegiatan tersebut pengurus ososiasi juga

memberikan informasi melalui gruo whatsapp.

138 Alj Zainal Abidin, wawancar, 23 Maret 2022
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b. Sumber Daya

Sumberdaya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan
yang berkaitan dengan sertifikasi halal ini. Salah satunya sumber daya
yang berperan penting terkait kegiatan implementasi sertifikasi halal pada
UMKM vyang ada di Kabupaten Banyuwangi ini adalah sumber daya
manusia yang ahli atau mengetahui terkait keilmuan-keilmuan yang
berkaitan dengan sertifikasi halal.

Pada dasarnya sumberdaya manusia menjadi elmen kunci dalam
meningkatkan aset kelembagaan dan karyawan serta meningkatkan
produktivitas dan mempertahankan keunggulan kompetitif yang dimiliki
suatu lembaga. Pada sumber daya manusia ini juga merujuk pada proses
yang berhubungan dengan pelatihan dan profesional lainnya, inisiatif
untuk meningkatkan tingkat pengetahuan, keterampilan, kemampuan,
nilai-nilai, dan aset sosial suatu angota yang akan mengarah pada kepuasan
dan kinerja anggota, dan akhirnya pada lembaga.

Kemudiam dari pada itu, terkait sumber daya ini juga mencakup
beberapa hal, yaitu: pertama, staff yang mencukupi dan berkompentensi.
Kedua, Informasi cara pelaksanaan data, Ketiga, wewenang, dan keempat,
fasilitas. Sehigga kegiatan yang berkaitan dengan implementasi sertfikiasi
halal ini akan berjalan secara maksimal.

Adapun sumber daya yang ada pada beberapa lembaga di Kabupaten
Banyuwangi yang mempunyai kewajiban serta wewenang atas sertifikasi

halal ini sebagai beriku:
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Pertama, Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Kemenag
selaku lembaga pemerintahan yang juga aktif mendampingi pelaku usaha
pada UMKM, serta guna memaksimalkan kinerja Kemenag terkait
sertifikasi halal ini, telah melakukan beberapa usaha: penyediaan layanan
informasi sertifikasi halal pada kantor Kemenag, peningkatan sumber daya
manusia pada anggota dengan melalui beberapa pelatihan yang dilakukan
olen Kanwil dan beberapa lembaga lain yang memang di tunjuk
pemerintah guna mendampingi pelatihan tersebut. Hal ini berdasarkan
pernyataan Badrul selaku seksi bimas islam Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwang sebagai berikut:

“InsyaAllah sudah, itu melakukan pelatihan-pelatihnan yang
dilakukan oleh Kanwil biasanya, kemudian dengan UIN Malang
yang di tunjuk oleh pemerintah guna mendampingi produk halal
melalui zoom selama empat hari itu, dan terkait agenda pelatihan itu
tidak pasti. Jadi pada initinya kami berusaha semaksimal mungkin
guna melaksanakan kebijak terkait sertifikasi halal ini. Apabila ada
yang ingin meminta informasi terkait sertifikasi halal ini, kami juga
siap melayani”t%

Adapun makna data hasil wawancara terkait penyediaan sumber
daya pada Kemenag Kabupaten Banyuwangi mengenai sertifikasi halal
yaitu: bahwa kementerian agama Kabupaten Banyuwangi memeberikan
layanan informasi sertifikasi halal pada kantor Kemenag, selain itu juga
telah melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan SDM anggota
Kemenag yang di dampingi oleh Kanwil Jatim, kemudian bersama UIN

Malang yang memang telah di tunjuk oleh pemerintah guna mendampingi

pelatihan sertifikasi halal tersebut melalui media zoom meating selama
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empat hari, adapun terkait jadwal pelatihan ini tidak di tentukan setiap
periode.

Dari hasil wawancara di atas terkait peningkatan SDM yang ahli
dalam sertifikasi oleh Kemenag juga diperkuat dengan dokumentasi

pelaksanaan pelatihan halal pada gambar berikut:

Gambar 4.10
Pelatihan Sertifikasi Halal Anggota Kemenag

Kedua, oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi.
Pada Dinas Koperasi dan UMKM didapati bahwa belum melakukan
peningkatan sumber daya manusia pada keanggotaannya, khusushya
peningtakan keilmuan yang berkaitan dengan sertifikasi halal pada
UMKM ini. Namun terkait penyediaan sumberdaya yang lain diantaranya
pada pelayanan penyediaan iformasi yang berkaitan dengan sertifikasi
keamanan pangan, serta fasilitas yang lain, pihak Diskopumdag telah
memberikan pelayanan tersebut melalui kantor Diskopumdag dan juga
melalui rumah kratif Banyuwangi. Hal ini berdasarkan pernyataan Trivina

Oktivitasari selaku staf UMKM pada Diskopumdag, sebagai berikut:
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“Selama ini belum sih mas, kita belum pernah melakukan peningkatan
khsus kepada anggota terkait lebel halal ini, belum pernah. Karena apa
ya mas, eeee dari Kemenag sendiri maupun dari provinsi yang
berkataitan dengan lebel halal. Didinas belum pernah di ajak ngobrol
intern. Kemudian kalau fasilitas pelayan, kami memberikan pelayanan
yang maksimal kepada para pelaku UMKM vyang ingin tau terkait
sertifikasi keamanan pangan ini, *14°

Adapun makna data hasil wawancara terkait penyediaan sumber
daya pada Diskopumdag terkait pemaksimalan implementasi sertifikasi
halal yaitu: bahwa selama ini pada keanggotaan Diskopumdag belum
pernah dilakukan peningkatan keilmuan terkait sertifikasi halal pada
UMKM. Dalam hal ini juga dinyatakan bahwa alasan yang mendasar atas
belum pernah dilakukannya peningkatan tersebut karena dari Kemenag
sendri belum pernah mengajak guna diskusi khusus terkait sertifikasi halal
ini secara mendalam. Namun terkait penyediaan fasilitas serta pelayanan
yang berkaitan dengan sertifikasi keamanan pangan ini, pihak
Diskopumdag telah menyediakan semaksimal mungkin.

Ketiga, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten
Banyuwangi. Namun hala ini berbeda pada lembaga Disperidag yang juga
aktif menaungi IKM dan UMKM, bahwa pada lembaga Disperindag telah
melakukan bimbingan khusus pada anggotanya dalam hal meningkatkan
pengetahuan anggota terkai sertifikasi halal pada UMKM. Sehingga dalam
hal ini menjadi pendukung dalam memaksimalkan implementasi
sertifikasi halal ini. Pada selain peningkatan SDM anggota ini, bahwa

pihak Disperindag juga menyediakan sumberdaya yang lain guna

memaksimalkan implementasi sertifkasi halal. Hal ini berdasarkan
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pernyataan Hindry selaku asesor manajemen mutu industri
DISPERINDAG sebagai berikut:
“Kalau kami seperti ini, pada saat kami mengundang temen-temen
Kemenag ya... itu otomatis bukan hanya asosiasi dan pelaku usaha
yang dapat peningkatan kapasitas peningkatan SDM, tapi kita sebagai
panitia ya juga mendengarkan. Karena setelah mereka pulang pasti
ditanya oleh temen-temen IKM.”4!
Kemudian terkait penyediaan sumber daya pada kantor Disperindag,
sebagai berikut:
“Jadi pada kantor dinas ini, kami memberikan pelayanan kepada
para IKM dan juga UMKM, yang ingin mengetahui atau memiliki
kepentingan-kepetingan lain yang berkaitan dengan sertifikasi
keamanan pangan ini, mereka semua itu mitra kami, jadi kami
berusaha semaksimal mungkin dalam melayani kebutuhan yang
berkaitan dengan pelaku usaha dengan catatan sebatas tugas kami.”
Adapun makna data hasil wawancara terkait penyediaan sumber
daya, baik suber daya manusia pada anggota Disperindag serta sumber
daya yang lain, guna memaksimalkan implementasi sertifikasi halal yaitu:
bahwa Disperindag telah melakukan peningkatan sumber daya manusia
pada anggota dinas, dalam hal ini melalui pelatihan bersama dengan
Kemenag dan asosiasi UMKM vyang ada di Kabupaten Banyuwangi.
Kemudian daripada itu lembaga Disperindag juga menyediakan
sumberdaya yang lain terkait pelayanan dan fasilitas yang berkaitan
dengan pelaku IKM maupun UMKM.
Keempat, asosiasi UMKM. Dukungan pemaksimalan terkait

implementasi sertifikasi halal pada UMKM ini juga dibantu dengan

adanya asosiasi UMKM yang ada pada Kabupaten Banyuwangi. Asosiasi
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UMKM ini juga turut melakukan peningkatan sumber daya anggota
dengan bersinergi dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang memang
memiliki kewajiban serta wewenang terkait pendampingan pada pelaku
UMKM. Hal ini berdasarkan pernyataan Ali Zainal selaku pengurus
asosiasi UMKM sebagai berikut:

“Kami selaku pengurus asosiasi UMKM, yang kebetulan memiliki
tugas ya kan, dalam eee mendampingi para anggota asosiasi
UMKM ini, tentu kami juga memiliki inisiatif guna
memaksimalkan tugas kami, yaitu dengan melakukan usaha
peningkatan sumber daya anggota asosiasi ini, kemudian kami juga
eee melakukan kerja sama kepada beberapa lembaga pemerintahan
dengan mengikuti program pelatihan bersama terkait setifikasi

halal tersebut dan juga. Selain itu kami juga secara ritin melakukan

kumpulan bersama setiap tiga bulan sekali dan melakukan

pendampingan kepada anggota asosiasi”.}*?

Adapun makna data hasil wawancara terkait penyediaan sumber
daya, baik suber daya manusia pada anggota asosiasi UMKM serta sumber
daya yang lain, guna memaksimalkan implementasi sertifikasi halal yaitu:
bahwa pengurus asosiasi UMKM telah bekerja sama dengan beberapa
lembaga pemerintahan dalam meiningkatkan kualitas sumber daya
manusia yang ada pada anggota asosiasi UMKM, dengan melalui
pelatihan bersama terkait sertifkasi halal. Selain daripada itu pengurus
asosiasi juga secara aktif mendampingi pelaku UMKM guna memili
sertfikasi keamana pangan.

c. Sikap Pelaksana (Dispositions or attitudes)
Disposisi atau sikap pelaksana berkaitan dengan kepatuhan para

implementor untuk mampu melaksanakan kebijakan publik yang telah
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diberikan. Dalam hal ini wujud kepatuhan implementor yang tampak pada
masing-masing lembaga pemerintahan yang ada pada Kabupaten
Banyuwangi ini, dapat dilihat dari wujud kesediaan, komitmen dalam
melayani terakait kepentingan para pelaku UMKM dalam memenuhi
kebutuhan-kebutuhan yang sesui dengan tugas dinas sendiri. Kepatuhan
tersebut melalui penyediaan Kantor dinas yang didalamnya ada beberapa
anggota staf yang memang memberikan pelayanan kepada para pelaku
UMKM yang ada pada Kabupaten Banyuwangi.

Adapun kesedian serta bentuk komitmen pelayanan dari masing-
masing dinas yang mengawasi serta mendampingi pelaku UMKM guna
memiliki sertifikasi halal, sebagai berikut:

Pertama, Kementerian Agama Kabupaten Bayuwangi. Kemenag
dalam hal ini juga turut aktif serta berkomitmen penuh dalam melakukan
pelayanan pendampingan pelaku usaha guna memperoleh informasi terkait
sertifikasi halal. hal ini berdasarkan pernyataan Badrul selaku seksi bimas
islam Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

“Untuk hal ini Kemenag itu telah berkomitmen melaksanakan

pelayanan penuh kepada para pelaku UMKM yang ingin

memperolah informasi-informasi yang berkaitan dengan dertifikasi
halal. Kemenag sendiri itu dikatakan satgas juga satgas, dikatakan
pendamping juga pendamping, karena memang belum ada surat
lagalitas terkait satgas tersebut, dalam artian kalau satgasnya sendiri
itu di Kanwil, yang kabupaten itu masih belum ada satgasnya.
Sementara ini kami hanya antisipasi, kalau untuk satgas rujukannya
di Kanwil Jawa Timur.”**

Adapun makna data hasil wawancara terkait wujud pelaksanaan

Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi terkait pendampingan
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pelayan sertifikasi halal yaitu: bahwa kementerian agama Kabupaten
Banyuwangi selama ini telah berkomitmen penuh serta melaksanakan
tugasnya terkait pelayanan-pelyanan kepada palaku UMKM yang
memiliki kepentingan yang berkaitan dengan sertifikasi halal, selain itu
Kemenag juga berperan menjadi pendaping atau pemberi informasi bagi
para pelaku UMKM dalam memiliki sertifikasi halal dan status
Kementerian Agama Banyuwangi dalam sertifikasi halal ini bukan sebagai
satgas karena memang tidak adanya surat legalitas resmi yang ditujukan
kepada Kemenag.

Kedua, Dinas koperasi dan UMKM. Adapun peran Diskopumdag
dalam mengupayakan para pelaku usaha guna bersertifikasi halal, bahwa
pihak anggota dinas telah memaksimalkan pelayanan kepada para pelaku
UMKM, sebagai wujud kepatuhan para anggota dinas dalam
melaksanakan tugasnya guna membina para pelaku UMKM, salah satunya
terkait kepentingan yang berkaitan dengan setifikasi halal. Hal tersebut
juga di jelaskan berdedasarkan pernyataan Trivina Oktivitasari selaku staf
UMKM pada Diskopumdag, sebagai berikut:

“Jadi kalau di Banyuwangi itu ada dua kantor dinas yang menaungi

UMKM, yang berbasis industri itu masuk didinas perindustrian, jadi

kalau industri pasti UMKM dan UMKM belum tentu IKM. Dan pada

diskopumdag khusus UMKM itu ada dua program yaitu program
penumbuhan wira usaha baru dan peningkatan dan pembardayaan

UMKM, jadi kami selaku lembaga dinas pemerintahan selalu siap

dalam memberikan pelayanan kepada para pelaku usaha, kami tentu

akan selalu berusaha melaksanakan dengan maksimal terkait guna
mensukseskan program-program yang ada pada Kabupaten

Banyuwangi. Selama ini kami memberikan pelayanan kepada para

pelaku UMKM dalam hal eee, mendiampingi, memberikan
pendampingan, mensosialisasikan terkait sertifikasi kemanan
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pangan, serta pendampingan-pendampingan yang lain terkait
peningkatan produk UMKM »144

Adapun makna data hasil wawancara terkait wujud pelaksanaan
kantor dinas UMKM dalam melaksanakan pelayanan sertifikasi halal
yaitu: bahwa di Kabupaten Banyuwangi terdapat dua kantor dinas yang
menaungi UMKM, adapun untuk yang berbasis industri (IKM), itu di
bawah naungan Disperindag dan khusus UMKM di bawah nungan
Diskopumdag. Dalam hal ini yang menjadi pembeda dari kedua dinas
tersebut adalah kalau IKM sudah pasti UMKM dan kalau UMKM belum
tentu IKM. Wujud komitmen para anggota dinas dalam melakukan
tugasnya dalam hal menyediakan pelayanan informasi yang berkaitan
dengan sertfikasi keamanan pangan, selain itu juga mendampingi palaku
UMKM dalam meningkatkan kualitas produknya.

Ketiga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupatan
Banyuwangi. Terkait sertifikasi halal pada UMKM ini, di Kabupaten
Banyuwangi di bawah naungan Disperindag sebagai kantor dinas IKM
yang selama ini juga berkomitmen melaksanakan tugasnya guna melayani
sakaligus menaungi pada pelaku IKM dan UMKM yang ada pada
Kabupaten Banyuwangi, hal ini berdasarkan pernyataan Hindry selaku
asesor manajemen mutu industri Disperindag sebagai berikut:

“Memang ada dua dinas yang mendampingi serta memberikan
pelayanan penuh pada pelaku usaha ini adakalanya IKM dan UMKM,
kalau yang disini fokus pada pelaku Industri, jadi yang memebedakan

IKM dan UMKM yang pertama gini, mentrinya itu beda, yang

membidangi UMKM dan yang membidangi IKM itu beda.

Perbedaannya itu sebenarnya sangat simpel, kalau industri itu dia
proses pembuatannya kalau usaha (UMKM) itu penjualannya. Jadi
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kalau IKM pasti UMKM karena dia buat terus dia jual, kalau UMKM
belum pasti IKM karena bisa saja dia menjual tapi tidak pada proses
pembuatannya.”4°
Kemudian terkait peran kantor Disperindag ini, dalam berkomitmen
memberikan pelayanan serta mendampingi dan mengupayakan para
pelaku usaha berkaitan dengan sertifikasi halal, juga di jelaskan
berdasarkan pernyataan Hindry selaku asesor manajemen mutu industri
Disperindag sebagai berikut:
“Gini, sertifkasi halal itu sebenarnya ranahnya dulu di 2014 di MUI,
kemudian munculah UUD no0.33 Tahun 2014 itu sebenarnya tidak
menyampingkan fungsi MUI disana, tapi negara sebagai regulator
mengatur produk halal tersebut, sekarang ada BPJPH di bawah
Kemenag, perannya Disperindag dimana? kita juga mensosialisasikan
itu, karena UUD cipta kerja juga mewajibkan sertifikasi halal pada
selurun produk olahan. Jadi kita memberikan pelayanan,
mensosialisasikan pada temen-temen IKM UMKM karena mereka
mitra kami dan juga binaan kami fungsi kami disana, dan kalau ada
yang ingin sertifikasi kita menjebatani di Kemenag ( kalau di
Banyuwangi di Kemenag banyuwangi kalau di surabaya di Kanwil
juga ada) dia hanya sebagai pendamping sebenarnya yang berperan
adalah BPJPH.”4¢
Adapun makna data hasil wawancara terkait peran serta komitemen
kantor Disperindag sebagai kantor dinas IKM dan UMKM dalam
sertifikasi halal yaitu: bahwa Disperindag sebagai kantor dinas yang ada
di Kabupaten Banyuwangi menaungi pada bidang IKM dan UMKM, yang
memiliki peran aktif serta telah berkomitmen dalam memberikan
pelayanan serta mensosialisasikan sertifikasi halal pada IKM dan UMKM,

dengan alasan memang para pelaku industri menjadi mitra dari pada

Disperindag, sehingga dalam hal ini kantor dinas menjembatani para
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pelaku indutri yang ingin memiliki sertifikasi halal, atas kesemua peran
Disperindag tersebut, berlandaskan UUD no.33 tahun 2014.

Keempat, asosiasi UMKM. Asosiasi UMKM ini sebagai lembaga
pembantu pemerintahan dalam memaksimalkan jalannya proses
implementasi sertifikasi halal yang ada pada Kabupaten Banyuwangi,
telah memaksimalkan perannya dalam melayani pelaku UMKM serta
membantu lembaga-lembaga pemerintahan dalam membina UMKM. Hal
ini berdasarkan pernyataan Ali Zainal selaku pengurus asosiasi UMKM di
Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

“Kita itu komitmen mas, dalam artian yaa memang itu tugas kami,
asosiasi UMKM sendiri itu banyak mas kami hanya menaungi dari
anggota kami, pada intinya kami semaksimal mungkin membantu

serta melayani kebutuhan UMKM pada sebatas tugas-tugas kami, ya

salah satunya terkait sertifikasi halal itu”.*4’

Adapun makna data hasil wawancara terkait sikap asosiasi UMKM
dalam mendampingi UMKM adalah bahwa asosiasi telah berkomitmen,
dalam artian menganggap sadar akan tugas-tugasnya, terkait kesediaan
asosiasi UMKM pada intinya mereka semaksimal mungkin membantu
serta melayani kebutuhan UMKM pada sebatas tugas-tugas merek yang
salah satunya terkait sertifikasi halal.

d. Struktur Birokasi atau Organisasi

Struktur organisasi yang diamaksudkan disini adalah menyangkut
didalamnya mengenai kerjasama, koordinasi, dan prosedur atau tata kerja
yang tentunya sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan

publik terkait sertifikasi halal pada UMKM vyang ada pada Kabupaten
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Banyuwangi ini. Di Kabupaten Banyuwangi sendiri dari beberapa lembaga
atau kantor dinas UMKM yang ada telah saling berkoordinasi baik dengan
sesama anggota lembaga dinas atau dengan lembaga lainnya, yakni: antara
Kemenag dengan Disperindag, Diskopumdag, atau dengan asosiasi
UMKM vyang ada di Kabupaten Banyuwangi. Adapun terkait koordinasi
yang terjalin terkait implementasi sertifikasi halal pada UMKM di
Kabupaten Banyuwangi ini sebagai berikut:

Pertama, Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Kemenag
sendiri selain berkoordinasi dengan Disperindag seperti yang telah
dijelaskan di atas, pihak Kemenag Kabupaten Banyuwangi juga menjalin
relasi dengan Diskopumdag dalam hal kepentingan meminta data pelaku
usaha guna memudahkan pendataan program sertifikasi halal gratis
(SEHATI), namun dalam hal ini juga pihak Kemenag mengutarakan
bahwa pihak Diskopumdag kesulitan dalam memilah data palaku usaha
yang sudah dan belum memiliki sertifikasi halal. Hal ini berdasarkan
pernyataan Badrul selaku seksi bimas islam Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

“Sudah berkoordinasi, kayak kemarin pendataan program sehati itu,
kita juga koordinasi dengan dinas koperasi, dan kita mintak daftar
nama pelaku usaha, mereka juga kesulitan mana yang masuk
sertifikasi dan mana yang belum. Sehingga Kkita saling
berkoordinasi.”14®

Adapun terkait koordinasi secara keanggotaan Kemenag sendiri

dapat diketahui sebagai berikut:

“Jadi kami secara bersama, berdasarkan adanya kebijakan yang telah
diturunkan, kami bersama penyuluh saling bekoordinasi membuat dan

148 Badrul, wawancara, Banyuwangi, 28 Maret 2022.



132

melaksanakan beberapa program bersama guna memaksimalkan

langkah implementasi sertifikasi halal tersebut” 4

Adapun makna data hasil wawancara terkait koordinasi secara
keanggotaan atau kerjasama antara Kemeag dengan Diskopumdag terkait
sertifikasi halal yaitu: bahwa pihak Kemenag telah berkoordinasi dengan
pihak Diskopumdag terkait pendataan program sertifikasi halal gratis
(SEHATI), terkait hal ini juga pihak Kemenag mengutarakan bahwa pihak
Diskopumdag kesulitas dalam memilah data pelaku usaha yang sudah dan
belum memiliki sertifikasi halal. Adapun terkait koordinasi secara
keanggotaan sendiri, pihak Kemenag telah saling kompak bersama
anggota Kemenag saling bekerjasama, berkoordinasi menjalankan
beberapa program bersama.

Kedua, Dinas koperasi dan UMKM. Pada Diskopumdag sendiri
selama ini telah saling bekerjasama, dengan anggota lembaga dinas terkait
penyusunan beberapa program UMKM naik kelas, kemudian juga telah
melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan sertifikasi keamanan pangan.
Namun dalam hal ini juga telah didapati bahwa pada sebagian kantor dinas
yang lain, selama ini belum melakukan kerja sama secara mendalam
dengam Diskopumdag dalam artian belum secara kuat dalam menjalin
kerja sama.™®® Hal tersebut berdasarkan pernyataan Trivina Oktivitasari
selaku staf UMKM pada Diskopumdag, sebagai berikut:

“Kalau koordinasi pada lingkup anggota Diskopumdag sendiri kami
selama ini sudah saling terpadu bersama-sama anggota kami
menjalankan beberapa program bersama, setelah adanya limpahan

tugas yang diberikan kepada kami. Kalau koordinasi dengan Kemenag
kita belum pernah, karena Kemenag sendiri tidak ada komunikasi,

149 Badrul, wawancara, Banyuwangi, 28 Maret 2022.
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dalam artian begini, tidak ada koneksi yang mendalam berkaitan
dengan halal ini, sementara yang kita lakukan adalah fokus pada
kegiatannya Bupati Banyuwangi, Banyuwangi rebound terkait PIRT
itu mas, kalau sertifikasi halal kita masih belum, karena kemenag
sendiri kemarin juga bingung terkait penyelianya siapa. Kemenag itu
langsung ujug-ujug ke Asosiasi UMKM gitu tidak lewat ke dinas gitu,
padahal kami itu nunggu itu, jadi kayak BPOM, Halal, belum pernah
kita itu diajak ngobrol diskusi.”*®

Sedangkan dengan asosiasi UMKM sendiri sebenernya pihak
Diskopumdag juga sudah bekerja sama, tetapi masih pada program PIRT
bukan pada sertifikasi halal. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Trivina
Oktivitasari selaku staf UMKM pada Diskopumdag, sebagai berikut:

“Kalau di Banyuwangi itu memang banyak asosiasi UMKM, kalau
untuk yang khusus pada bidang makanan itu kayak asosiasi UMAMI,
AKRAB, namun kita itu kerjasamanya ya masih pada program bupati
rebound itu, terkat PIRT dan untuk kedepannya semoga bisa BPOM
dan juga sertifikasi halal.'*

Adapun makna data hasil wawancara terkait koordinasi atau
kerjasama pada dalam lembaga atau antar lembaga yang ada terkait
sertifikasi halal yaitu: bahwa Diskopumdag sendiri sebagai kantor dinas
yang menaungi UMKM sudah berkoordinasi pada lingkup anggota
Diskopumdag sendiri, dengan terpadu bersama-sama anggota telah
menjalankan beberapa program bersama. Namun terkait koordinasi
dengan lembaga yang lain bahawaa selama ini sudah ada koneksi namun
belum melakukan kerjasama secara kuat dengan lembaga Kemenag
Kabuaten Banyuwangi, hal ini juga didasari bahwa Kemenag sendiri

belum ada komunikasi guna mengajak Diskopumdag untuk berdiskusi

terkait lebel halal ini, pihak Kemenag cenderung lebih menjalin kerjasama
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langsung dengan asosiasi UMKM dari pada melewati jalur Diskopumdag,
sedangkan pada sisi Diskopumdag sendiri saat ini juga masih fokus pada
program Bupati Banyuwangi, yakni Banyuwangi Rebound salah satunya
terkait PIRT.

Ketiga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Disperindag sebagai
lembaga pemerintahan yang juga mempuyai kebijakan terkait
implementasi sertifikasi halal ini bahwa telah melakukan pendalaman
secara khusus kepada segenap anggota dinas, menyusun beberapa program
bersama, serta saling berkoordinasi pada sesama anggota dalam
mensukseskan implementasi sertifikai halal ini. Sedangkan pada bentuk
koordiasi dengan dinas lain untuk Disperindag sendiri sebagai lembaga
pemerintahan juga telah melakukan kerjasama dengan Kemenag dan jugas
asosiasi UMKM, terkait sertifikasi halal pada UMKM yang ada di
Kabupaten Banyuwangi. Hal ini berdasarkan pernyataan Hindry selaku
asesor manajemen mutu industri Disperindag sebagai berikut:

“Pada dasarnya kita sebagai pelaksana atas adanya kebijakan

sertifikasi halal tersebut, dalam hal membina IKM atau UMKM.

Bahwa kita bersama-sama dengan seluruh anggota dinas telah

berkerjasama, kemudian saling berkoordiansi dalam menyusun

beberapa program terkait guna memaksimalkan langkah
implementasikan sertifikasi kemanan pangan tersebut. Selain itu kita
selalu melakukan koordinasi ke Kemenag, kita setiap tahun
melakukan sosialisasi, kita mengundang temen-temen asosiasi, salah
satu nara sumber dari Kita, itu pasti ada ketua satgas Halal Kemenag
Banyuwangi.”*®3

Adapun makna data hasil wawancara terkait koordinasi atau

kerjasama pada lembaga dinas Disperindag atau antara Disperindag
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dengan Kemenag dan juga asosiasi UMKM terkait sertifikasi halal yaitu:
bahwa Disperindag Kabupaten Banyuwangi secara terpadu guna
melaksanakan atas adanya kebijakan sertifikasi halal tersebut, dalam hal
membina IKM atau UMKM. Bahwa Disperindag bersama-sama dengan
seluruh anggota dinas telah berkerjasama, kemudian saling berkoordiansi
dalam menyusun beberapa program terkait guna memaksimalkan langkah
implementasikan sertifikasi kemanan pangan. Selain itu juga telah
berkordinas dengan Kemenag dan juga asosiasi. Pada setiap tahunnya
pihak Disperindag melakukan pelatihan bersama dengan Kemenag dan
juga asosiasi UMKM.

Keempat, asosiasi UMKM. Lembaga asosiasi UMKM yang dalam
hal ini menjadi lembaga swadaya bukan pemerintahan yang sifatnya
difungsikan guna membantu pada beberapa lembaga pemerintahan dalam
memaksimalkan implementasi UMKM. Selama ini telah aktif
berkoordinasi baik secara keanggotaan asosiasi maupun dengan lembaga
pemerintahan yang aktif dalam mengimplementasikan sertifikasi halal.
Hal ini berdasarkan pernyataan Ali Zainal selaku pengurus asosiasi
UMKM sebagai berikut:

“Secara terstruktur kami pada anggota kepengurusan sendiri

memang mempunyai perannya masing-masing, tapi hal ini eee tidak

menghalangi kami guna saling terus kompak melaksanakan
program-program yang ada, kemudian dari pada itu kami juga selalu
berkoordinasi dengan lembaga pemerintahan terkait upaya-upaya
guna memaksimalkan jalannya implementasi sertifikasi keamanan
pangan itu, juga termasuk halal itu. Bersama lembaga pemerintahan
sendii ee.... kami selama ini telah melaksanakan progam pelatihan

bersama..... kemudian eee juga telah dibimbng, bertukar informasi
terkait data dl11”.1%
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Adapun makna data hasil wawancara terkait koordinasi atau

kerjasama antara asosiasi UMKM dengan beberapa lembaga pemerintahan

terkait sertifikasi halal yaitu: bahwa pengurus asosiasi UMKM secara

kompak telah saling berkoordinasi baik dengan sesama anggota asosiasi

sendiri dan juga bersama lembaga pemerintahan melalui beberapa progam

pelatihan, kemudian saling bertukar informasi terkait data dan lain-lain.

3. Faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan implementasi

sertifikasi halal pada UMKM di Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan hasil indepth interview dan focus grup discussion dengan

key person, maka disusunlah faktor internal (kekuatan dan kelemahan) yang

mencakup ke dalam bentuk internal factor evaluation (IFE) dan faktor

eksternal (peluang dan ancaman) yang mencakup dalam external factor

evaluation (EFE).

a. Faktor Internal dan Eksternal

Tabel 4.1 Faktor Internal dan Eksternal

No Faktor Strategis Internal

1

Kekuatan (S)

Pelaksanaan sertifikasi halal
berlandaskan yuridus

Adanya kerjasama dengan BPJPH
Banyaknya fungsi sertifikasi halal
pada UMKM

Adanya anggaran dana guna
memaksimalkan iplementasi
sertifikasi halal

Tersedianya lembaga dalam
melayani pelaku usaha memperoleh
iformasi sertifikasi halal
Pengajuan berkas bisa melalui
online

Biaya sertifikasi yang tergolong
murah

Bobot

0,20
0,20
0,20

0,05

0,12

0,15

0,08

Rating

w

Score

0,80
0,60
0,80

0,15

0,48

0,60

0,32

Keterangan

Pelaksanaan
Berlandaskan Hukum
Adanya Kerjasama
Nilai positif adanya
sertifikasi halal

Adanya dukungan
dalam hal dana

Tempat pelayanan
Informasi

Fasilitas yang
memudahkan
Kemudahan dalam
segi biaya



No
2

No

No

Total
Faktor Strategis Internal
Kelemahan (w)

SDM vyang terbatas pada
pemahaman sertifikasi halal

Prosedur sertifikasi halal yang
cukup rumit

Penyuluh sertifikasi halal kurang
begitu profesional

Minimnya dana dalam pelaksanaan
kegiatan

Hubungan atau koordinasi dengan
lembaga lain kurang terjalin
Kebijikan wajibnya sertifikasi halal
kurang begitu di tegaskan

Tempat pelayanan informasi
sertifikasi halal yang cukup jauh

Tugas lembaga tidak terfokus
hanya pada sertifikasi halal
Total

Faktor Strategis Ekternal

Peluang (o)

Adanya dukungan dari pihak
pemerintah

Adanya dukungan dari mayoritas
penduduk muslim

Minat konsumen memilih produk
berlebel halal

Banyaknya asosiasi yang
mendampingi UMKM

Adanya dukungan dari para pelaku
usaha

Total
Faktor Strategis Ekternal

Ancaman (T)

Rendahnya kesadaran dan
permintaan dari konsumen
Besarnya anggapan semua produk
yang dijual sudah pasti halal
Belum sepenuhnya semua pelaku
usaha siap melakukan sertifikasi
halal

1,00
Bobot

0,15

0,10
0,10
0,05

0,03

0,18

0,25
0,14
1,00

Bobot

0,30
0,20
0,15
0,15
0,20

1,00
Bobot

0,18

0,18

0,09

Rating

Rating

Rating

3,75

Score

-0,2
-0,05

-0,03

-0,54

-1,00
-0,28
-2,60

Score

1,20
0,80
0,45
0,45
0,80

3,70
Score

-0,36

-0,36

-0,09
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Keterangan

Kurangnya
pemahaman terkait
sertifikasi halal
Persyaratan
pengajuan sertifikasi
butuhnya peingktan
SDM lembaga
Terbatasnya dana

Kurang maksimalnya
koordinasi
Kurangnya
penegasan wajibnya
sertifiksi

Kantor pelayanan
informasi yang
terbatas

Banyaknya tugas
lembaga

Keterangan

Keterlibatan
pemerintah

Adanya simpati
mayoritas muslim
Daya minat
konsumen
Keterlibatan asosiasi
UMKM

Adanya dukungan
dari pelaku usaha

Keterangan

Keterlibatan
pemerintah
Adanya simpati
mayoritas muslim
Daya minat
konsumen



Minimnya kesadaran pelaku usaha
guna memiliki sertifikasi halal
Tidak adanya LPH di Kabupaten
Banyuwangi

Total

Berdasarkan

perhitungannya sebagai berikut:

analisis SWOT di

0,15 -2
0,40 -4
1,00

atas,

Kekuatan — Kelemahan = 3,75 -2,60 = 1,15

Peluang — Ancaman = 3,70 — 2,71 = 0,09

b. Matriks Space

138

Keterlibatan asosiasi

i UMKM

Adanya dukungan
-1,60 .

dari pelaku usaha
-2,71

maka dapat diketahui

Berdasarkan scanning IFAS dan EFAS maka dapat digambarkan Matriks

SWOT untuk mengetahui posisi strategis Implementasi Sertifikasi Halal

Kabupaten Banyuwangi, adapun gambar matriks tersebut adalah sebagai

berikut:
Peluang
(0) 1
| Strategi Bertumbuh
(Minimizingiriternal (Growth Strategy)
prob) 2,60
4 T _
A
34
5 | 271
1 3,70
T k(115009
Kelemahan } } : : : | :
(W) -4 -3 -2 1 2 3 4
a 7T
-2 4+
-3
Strategi Bertahan Hidup a | Strategi Diversifikasi

(Difensive Strategy)

Ancaman

(M

(Diversification Strategy)



c. Scanning Matriks SWOT
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STRENGHT (S)

WEAKNESS (W)

Pelaksanaan sertifikasi
halal berlandaskan
yuridus

SDM vyang terbatas
pada pemahaman
sertifikasi halal

Banyaknya fungsi
sertifikasi halal pada
UMKM

Prosedur sertifikasi
halal yang cukup rumit

Tersedianya lembaga
dalam melayani pelaku
usaha memperoleh
iformasi sertifikasi halal

Kebijikan wajibnya
sertifikasi halal kurang
begitu di tegaskan

Biaya sertifikasi yang
tergolong murah

Tugas lembaga tidak
terfokus hanya pada
sertifikasi halal

OPPORTUNITIES (O)

STRATEGI (SO)

STRATEGI (WO)

Adanya dukungan dari
pihak pemerintah

Meningkatkan kembali
sosialisasi terkait
kebijakan pemarintah
dalam sertifikasi halal

Meningkatkan kualitas
SDM lembaga maupun
pelaku usaha terkait
sertifikasi halal

Adanya dukungan dari
mayoritas penduduk
muslim

Meningkatkat kembali
terkait kesadaran
masyarakat guna
memilih dan
mengetahui manfaat
sertifikasi halal

Meningkatkan kembali
fungsi lembaga dalam

menegaskan wajibnya

sertifikasi halal

Minat konsumen
memilih produk
berlebel halal

Meningkatkan kembali
fungsi lembaga dinas
terkait pendampingan
UMKM guna memiliki
sertifikasi halal

Meningkatkan kembali
manajeman lembaga
dinas terkait
pencapaiankinerja yang
terkait sertifikasi halal.

Banyaknya asosiasi
yang mendampingi
UMKM

Meningkatkan kembali
peran asosiasi dalam
membimbing dan
mengompakkan para
pelaku UMKM

Adanya dukungan dari
para pelaku usaha

THREATS (T)

STRATEGI (ST)

STRATEGI (WT)

Rendahnya kesadaran
dan permintaan dari
konsumen

Mengadakan kegiatan
sosialisasi dan edukasi
terkait sertifikasi halal
melalui kegiatan-
kegiatan seperti seminar

Menjalin kerjasama
dengan lembaga lain
guna melaksanakan
kegiatan resmi dalam
meningkatkan SDM
dan edukasi kepada
pelaku usaha
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Peningkatan pelayanan | Menjalin kerjasama

pemeritah kepada dengan lembaga lain
Besarnya anggapan pelaku usaha terkait terkait fasilitas
semua produk yang fasilitas-fasilas yang kemudahan dalam
dijual sudah pasti halal | beraitan dengan sertifikasi halal

sertifikasi halal seperti

fasilitas LPH

Belum sepenuhnya
semua pelaku usaha
siap melakukan
sertifikasi halal

Tidak adanya LPH di
Kabupaten Banyuwangi

C. Temuan Penelitian
Dalam penelitian kualitatif analisis data merupakan tahap yang bermanfaat
untuk menelaah data yang telah di peroleh dari beberapa informan yang telah dipilih
selama penelitian. Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti melalui
wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan. Merujuk kepada fokus
penelitian ditemukan 3 hal yaitu :
1. Strategi implementasi sertifikasi halal pada UMKM di Kabupaten

Banyuwangi.

a. Peningkatan SDM keanggotaan dinas terkait sertifikasi halal juga
melibatkan baznas dan perguruan tinggi yang memang di beri wewenang
oleh pemerintah guna memberikan arahan terkait sertifikasi halal.

b. Adanya koordinasi dengan lemabaga selain dinas, dalam pelaksanaan
implementasi sertifikasi halal pada UMKM makanan dan minuman di
Banyuwangi ini, buka hanya melibatkan lembaga pemerintahan sebagai
lembaga yang memang memilki kewajiban dan wewenang terkait

mendukung pertumbuhan UMKM, tetapi juga melibatkan lembaga
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swadaya masarakat atau asosiasi UMKM yang di bentuk oleh sekelompok
orang dengan tujuan mendampingi dan memberikan pelayanan pada pelaku
UMKM yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

c. Tersedianya dua kantor dinas yaitu: dinas koperasi dan UMKM sebagai
dinas yang menaungi UMKM dan juga dinas perindustrian dan
perdagangan yang menaungi IKM, yang keduanya sama sama berperan
dalam memaksimalkan para pelaku usaha guna dapat memaksimalkan
pemasaran produknya melalui kepemilikan sertifikasi PIRT dan sertifikasi
Halal pada UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Banyuwangi.

d. Selain memaksimalkan penjaminan keamanan pangan pada UMKM
melalui sertifikasi halal, Kabupaten Banyuwangi juga mempunyai program
unggulan UMKM naik kelas oleh Pemkab Banyuwangi melalui fasilitas
penerbitan sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) sebagai
penanda bahwa pangan hasil produksi UMKM telah memenuhi persyaratan
dan standar keamanan yang telah ditentukan oleh Dinas Kesehatan.

2. Sosialisasi sertifikasi halal pada UMKM di Kabupaten Banyuwangi.

a. Asosiasi UMKM sebagai lembaga swadaya masyarakat yang pada
dasarnya bukan lembaga pemerintah, juga turut berperan dalam melakukan
sosialisasi terkait sertifikasi halal pada UMKM, dalam hal ini juga bukan
hanya asosiaisi UMKM, tetapi juga asosiasi etnic Banyuwangi sebagai
asosiasi yang berperan dalam pameran atau festival, juga turut
mensosialisasikan sertifikasi halal pada UMKM dengan melaui festifal

UMKM vyang dilakukan di beberapa tempat.
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b. Kementerian Agama Kabupaten Bayuwangi sebagai lembaga keagamaan
yang juga berperan penting terkait sertifikasi halal ini, melakukan
penerapan strategi yang berkaitan dengan sosialisas sertifikasi halal dengan
mengfungsikan tim penyuluh yang berda pada masing masing daerah
kerjanya, guna mensosialisasikan sertifikasi halal dalam kegiatan kegitan
rutinitas keagamaan seperti pengajian dan kagiatan keagamaan lainnya

3. Faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan implementasi
sertifikasi halal pada UMKM di Kabupaten Banyuwangi.

a. Hasil Analisis SWOT

Berdasarkan  analisis SWOT di atas, maka dapat diketahui
perhitungannya sebagai berikut:
Kekuatan — Kelemahan = 3,75 - 2,60 = 1,15
Peluang — Ancaman = 3,70 — 2,71 = 0,09

Oleh karena itu peneliti menemukan bahwa di Kabupaten
Banyuwangi terkait implementasi sertifikasi halal pada UMKM ini, masuk
kategori agresive dalam artian merupakan situasi yang sangat
menguntungkan. Dan berada pada kuadran 1 sehingga lembaga dinas
koperasi dan UMKM serta di dukung dengan lembaga yang ada tersebut
memiliki peluang dan kekuatan, guna dapat memanfaatkan peluang yang
ada. Fokus Strategi yang harus diterapkan dinas koperasi dan UMKM serta
di dukung dengan lembaga yang ada dalam kondisi ini adalah mendukung

kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth oriented strategy).



BAB V

PEMBAHASAN

Bab ini memuat gagasan peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori-
kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori terhadap teori-teori dan
temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan atau teori
yang diungkap dari lapangan:

. Sosialisasi sertifikasi halal pada UMKM di Kabupaten Banyuwangi.

Pertama, sosialisasi olen Kementerian Agama Kabupaten Bayuwangi.
Kementerian Agama sebagai lembaga keagamaan yang berperan penting terkait
sertifikasi halal ini, juga melakukan penerapan usaha yang berkaitan dengan
sosialisas sertifikasi halal dengan mengfungsikan tim penyuluh yang berada pada
masing masing daerah kerjanya, guna mensosialisasikan sertifikasi halal dalam
kegiatan-kegitan rutinitas keagamaan seperti pengajian dan kagiatan keagamaan
lainnya.

Kedua, sosialisasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi.
Dalam sistematikanya pihak dinas tidak serta merta mensosialisasikan terkait
kebijakan adanya sertifikasi keamanan pangan pada UMKM, tetapi melihat pada
jenis produk UMKM-nya, apakah status UMKM tersebut masuk pada kategori
UMKM vyang memang bisa bersertifikasi halal apa tidak. Kemudian terkait
sosialisasinya pihak dinas tidak serta merta mesosialisasikan terkait lebel halal,
tetapi hal tersebut dilakukan bersamaan dengan mensosialisasikan progam-program
yang lain, diantaranya: program Bupati Banyuwangi, yakni Banyuwangi rebound

terkait UMKM naik kelas melalui sertifikasi PIRT.
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Ketiga, sosialisasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Banyuwangi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi juga
turut aktif dalam melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal ini, dalam hal ini
metode yang diterapkan kantor dinas sendiri yaitu dengan cara mengundang
anggota asosiasi yang didalamnya memuat para pelaku IKM dan UMKM yang ada
di Kabupaten Bayuwangi guna mengikuti sosialisasi serta pelatihan terkait
sertifikasi halal. Dalam pelaksanaannya soasialisasi ini dilakukan bukan hanya
semata-mata mensosialisasikan terkait sertifikasi halal tetapi juga adanya nilai
adukasi kepada pelaku UMKM dan juga peserta yang lain yang mengikuti kegiatan
tersebut, yang kemudian dalam kegiatan ini juga berkoordinasi dengan Kemenag
Kabupaten Banyuwangi yang memang menjadi narasumber dalam kegiatan
platihan kepada pelaku UMKM tersebut.

Keempat, sosialisasi oleh asosiasi UMKM. Asosiasi sebagai lembaga
swadaya masyarakat yang pada dasarnya bukan berada di bawah lembaga
pemerintah, juga turut berperan dalam melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal
pada UMKM melalui pertemuan anggota UMKM yang diadakan setiap 3 bulan
sekali, dalam hal ini juga bukan hanya asosiaisi UMKM, tetapi juga asosiasi etnic
Banyuwangi sebagai asosiasi yang berperan dalam pameran atau festival, juga turut
mensosialisasikan sertifikasi halal pada UMKM dengan melaui festival UMKM
yang dilakukan di beberapa tempat. Dalam hal ini pemerintah menggelar berapa
festival UMKM dengan bekerjasama asosiasi etnic Banyuwangi serta diikuti oleh
beberapa anggota asosiasi UMKM guna mengenalkan produk UMKM yang ada

pada Kabupaten Banyuwangi, serta dalam kegiatan festival UMKM ini juga
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dilakukan sosialisasi yang berkaitan dengan sertifikasi keamanan pangan baik
sertifikasi halal dan juga PIRT pada UMKM.

Sehingga dalam hal ini dengan adanya upaya-upaya sosialisasi yang
dilakukan dari berbagai lembaga pemerintahan dan juga asosiasi UMKM yang ada
di Kabupaten Banyuwangi ini memberikan gambaran tentang wujud upaya dalam
menegaskan wajibnya sertifikasi halal pada UMKM yang ada di Kabupaten
Banyuwangi ini. Upaya yang dilakukan tersebut sebagai upaya penegasan pada isi
UUD Nomor 33 Tahun 2014 pasal 4 tentag: produk yang masuk, beredar, dan
diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.>

Selanjutnya pada beberapa usaha yang telah dilakukan lembaga dinas diatas
terkait langkah mensosialisasikan sertifikasi halal tersebut, juga telah sesuai dari
upaya pelaksanaan wewenang yang telah diberikan pemerintah daerah yakni
Peraturan Menteri Agama Nomor 26 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan
Produk Halal yang dilimpahkan kepada Kemenag, PERDA Kabupaten
Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan
UMKM yang dilimpahkan kepada Diskopumdag, PERDA Kabupaten Banyuwangi
Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja yang dilimpahkan kepada Diskopumdag.

. Implementasi sertifikasi halal pada UMKM di Kabupaten Banyuwangi.

Implementasi menjadi poin yang penting dalam sebuah organisasi, hal
tersebut didasari guna mencapai sebuah tujuan yang ada pada suatu organisasi.
Begitu juga dalam pelaksanaan implementasi sertifikasi halal yang ada di

Kabupaten Banyuwangi ini. Guna memaksimalkan pemerataan UMKM halal ini,

1% Undang-Undang Dasar Nomor 33 Tahun 2014, tentang jaminan produk halal
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yang memang menjadi tujuan dari pada pemerintah kabupaten Banyuwangi, maka
pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui beberapa lembaga pemerintahan pada
tingkat daerah yakni Kementrian Agama, Diskopumdag, Disperindag, yang
kesemuanya memang memiliki wewenang serta kewajiban mendampingi dan
membina UMKM setelah ditetapkannya UU Nomor 33 Tahun 2014 terkait
wajibnya sertifikasi halal tersebut.

Guna mengimplementasikan wajibnya sertifikasi halal tersebut, kemudian
lembaga pemerintahan serta dibantu dengan lembaga asosiasi UMKM yang ada,
melakukan beberapa usaha Impelementasi yang kemudian diterapkan pada wilayah
Kabupaten Banyuwangi. Adapun beberapa langkah implementasi yang telah di
temukan setelah melakukan pengamatan lapangan, yaitu:

Pertama, melalui komunikasi. Komunikasi menempati peran yang penting
dalam menentukan keberhasilan kebijakan pada proses implementasi. Intensitas
dalam mengomunikasikan kebijakan publik pada tataran implementasi diperlukan
agar dukungan dan komitmen pihak-pihak terkait dapat terbentuk. Pada Kabupaten
Banyuwangi ini dari beberapa lembaga pemerintahan yang ada, baik Kementrian
Agama, Diskopumdag, Disperindag serta dengan dibantu lembaga swadaya
masyarakat. Selama ini pada masing-masing lembaga tersebut telah melakukan
langakah usaha dalam mengkomunikasikan kebijakan yang berkaitan dengan
sertifikasi halal.

Langkah dalam mengkomunikasan yang dialakukan oleh beberapa lembaga,
yakni kementerian agama sebagai lembaga pemerintahan telah berupaya dalam
mempertegas serta mengimplementasikan kebijakan wajibnya sertifikasi halal pada

UMKM dengan memberikan informasi melalui sosialisasi kepada UMKM, hal itu
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dengan dibantu oleh penyuluh yang ada pada kementerian agama. Selain itu juga
pihak Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi juga mengfungsikan beberapa
media masa guna memaksimalkan peluasan informasi terkait sertifikasi halal
tersebut. Dinas koperasi dan UMKM terakait komunikasi ini juga memberikan
pendampingan pada pelaku UMKM salah satunya dengan memberikan informasi
kepada para palu UMKM. Pihak dinas selain memberikan informasi terkait
sertifikasi kemanan pangan, juga membimbing para pelaku UMKM guna
memudahkan dalam memperoleh sertifkasi tersebut. Kemudian daripada itu
Diskopumdag guna memaksimalkan pemberian informasi kepada pelaku UMKM,
juga memanfaatkan media online dalam mempublikasikan informasi tersebut. Hal
serupa juga dilakukan pihak Disperindag bahwa juga telah berupaya guna
memberikan informasi terkait sertifikasi halal kepada pelaku IKM dan UMKM
melalui beberapa kegiatan sosialisasi, serta pada saat pelatihan bersama terkait
sertifikasi halal. Disamping itu juga pemberian informasi tersebut juga diberikan
pada saat melakukan kegiatan pendampingan kepada para pelaku IKM dilapangan
dan melalui media online. Sehingga langkah komunikasi melalalui metode
sosialisasi secara langsung atau tertulis melalui media online tersebut sejalan pada
pendapat Yulianti Kadji bahwa komunikasi sendiri dibagi menjadi dua, yang dalam
hal ini sesuai pada model komunikasi verbal yang didefinisikan sebagai komunikasi
secara tertulis (written) dan lisan (oral).*%

Terkait peluasan informasi mengenai sertifikasi halal yang telah dilakukan
oleh beberapa lembaga yang ada pada Kabupaten Banyuwangi, sejalan dengan

pendapat Edwards I11, bahwa suatu implementasi kebijakan dapat berjalan secara

1%6 Yulianti Kadji, Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik..., 65
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efektif, jika yang bertanggung jawab dalam proses implementasi kebijakan tersebut
mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan
kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang
yang benar-benar mampu melaksanakannya. Jika pesan dan perintah kebijakan
yang diberikan oleh pembuat kebijakan tidak jelas dan tidak terspesifikasikan, maka
kemungkinan besar akan terjadi kesalah pahaman di tingkat implementor kebijakan
yang ditunjuk.®’

Kedua, sumber daya. Sumber daya memiliki peran penting dalam
implementasi kebijakan yang berkaitan dengan sertifikasi halal ini. Salah satu
sumber daya yang berperan penting terkait kegiatan implementasi sertifikasi halal
pada UMKM yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini adalah sumber daya manusia
yang ahli atau mengetahui terkait keilmuan-keilmuan yang berkaitan dengan
sertifikasi halal. Pada sumber daya manusia ini juga merujuk pada proses yang
berhubungan dengan pelatihan dan profesional lainnya, inisiatif untuk
meningkatkan tingkat pengetahuan, keterampilan, kemampuan, nilai-nilai, dan aset
sosial suatu angota yang akan mengarah pada kepuasan dan kinerja anggota, dan
akhirnya pada lembaga.

Kemudian dari pada itu, terkait sumber daya ini juga mencakup beberapa hal,
yaitu: pertama, staff yang mencukupi dan berkompentensi. Kedua, Informasi cara
pelaksanaan data, ketiga, wewenang, dan keempat, fasilitas. Sehigga kegiatan yang
berkaitan dengan implementasi sertfikiasi halal ini akan berjalan secara

maksimal %8

157 Yulianti Kadji, Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik..., 65
1%8 Sahya Anggara, Kebijakan Publik...,253.
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Langkah penyediaan sumber daya yang dialakukan oleh beberapa lembaga,
yakni kementerian agama Kabupaten Banyuwangi memberikan penyediaan tempat
layanan informasi sertifikasi halal di kantor Kemenag, selain itu juga telah
melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan SDM anggota Kemenag yang
di dampingi oleh Kanwil Jatim, serta bersama dengan lembaga perguruan yang
memang telah di tunjuk oleh pemerintah guna mendampingi pelatihan sertifikasi
halal. Namun terkait peningkatan SDM anggota ini, pada keanggotaan
Diskopumdag sendiri belum pernah dilakukan peningkatan keilmuan terkait
sertifikasi halal pada UMKM. Adapun alasan yang mendasar atas belum pernah
dilakukannya peningkatan tersebut karena dari Kemenag sendri belum pernah
mengajak Diskopumdag guna diskusi khusus terkait sertifikasi halal ini secara
mendalam. Namun terkait penyediaan fasilitas serta pelayanan yang berkaitan
dengan sertifikasi keamanan pangan ini, pihak Diskopumdag telah menyediakan
fasilitas pelayanan dengan semaksimal mungkin.

Sehingga dalam hal ini dengan menimbangkan sertifikasi halal ini bersifat
wajib serta kantor dinas sendiri memiliki kewajiban guna mendampingi pelaku
UMKM, tentu sangat penting guna membangun SDM yang handal terkait sertifikasi
halal, langkah tersebut tidak sesui dengan teori Gouzali Saydam mengenai
pengembangan SDM bahwa: Pengembangan SDM merupakan kegiatan yang harus
dilaksanakan oleh organisasi, agar pengetahuan (knowledge), kemampuan (ability),
dan keterampilan (skill) mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka
lakukan. Karena Kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan guna

meningkatkan efektifitas kinerja yang berada dalam sebuah lingkup organisasi dan
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bertujuan memberikan suatu konsep kerja yang efektif baik secara kuantitas
maupun kualitas kepada kantor dinas dan seluruh anggota dari organisasi dinas.>®

Adapun untuk langkah peningkatan SDM anggota yang telag dilakukan
beberapa lembaga diatas, senada pada pendapat Hamali terkait pengertian
manajeman sumber daya manusia, yang di definisikan sebagai ilmu yang mengatur
hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien guna membantu
terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.'®

Selanjutnya pada Disperindag juga telah melakukan peningkatan sumber
daya manusia pada anggota dinas, dalam hal ini melalui pelatihan bersama dengan
Kemenag dan asosiasi UMKM vyang ada di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian
daripada itu lembaga Disperindag juga menyediakan sumberdaya yang lain terkait
hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas guna memudahkan
pelaksanaan implementasi sertifikasi halal pada pelaku IKM maupun UMKM.

Dari beberapa lembaga yang telah mempersiapkan terkait sumberdaya guna
mendukung jalannya proses implementasi sertifikasi halal ini sejalan dengan
pendapat Edwards 11l sehubungan dengan faktor Resourches (sumber daya),
sumber daya yang penting meliputi staf yang tepat dengan keahlian yang
dibutuhkan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk
mengimplementasikan kebijakan dan terjadi penyesuaian terhadap siapa saja yang
terlibat di dalam implementasi kebijakan, kewenangan untuk meyakinkan bahwa
kebijakan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu dengan berbagai

fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya untuk

159 Gouzali Saydam, Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resources Management) (Jakarta:
Djamabatan, 2000), 496.
160 M. Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada , 2013), 5.
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kepentingan pelayanan publik. Sehingga Sumber daya yang tidak memadai akan
berarti bahwa kebijakan tidak akan ditegakkan, layanan tidak akan diberikan, serta
tidak akan dikembangkan. 6!

Ketiga, sikap pelaksana. Sikap pelaksana ini berkaitan dengan kepatuhan para
implementor untuk mampu melaksanakan kebijakan publik yang telah diberikan.
Wujud kepatuhan implementor yang tampak pada masing-masing lembaga
pemerintahan yang ada pada Kabupaten Banyuwangi ini, dapat dilihat dari wujud
kesediaan, komitmen dalam melayani terakait kepentingan para pelaku UMKM
dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan tugas dinas sendiri.
Bentuk kepatuhan tersebut diwujudkan melalui penyediaan Kantor dinas yang
didalamnya ada beberapa anggota staf yang memang memberikan pelayanan, serta
program-program kegiatan kepada para pelaku UMKM yang ada pada Kabupaten
Banyuwangi.

Adapun kesedian serta bentuk komitmen pelayanan dari masing-masing dinas
yang mengawasi serta mendampingi terlaksanakannya sertifikasi halal pada
UMKM, bahwa kementerian agama Kabupaten Banyuwangi selama ini telah
berkomitmen penuh serta melaksanakan tugasnya terkait memberikan pelayanan
kepada palaku UMKM yang memiliki kepentingan berkaitan dengan sertifikasi
halal, selain itu Kemenag juga berperan menjadi pendaping serta pemberi informasi
bagi para pelaku UMKM salah satunya terkait informasi sertifikasi halal. Kemudian
Diskopumdag juga telah memaksimalkan pelayanan kepada para pelaku UMKM,
sebagai wujud kepatuhan para anggota dinas dalam melaksanakan tugasnya guna

membina para pelaku UMKM, salah satunya terkait kepentingan yang berkaitan

161 Yulianti Kadji, Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik...,67.
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dengan setifikasi halal. Wujud kesediaan ini juga diperkuat dengan penyediaan
kantor dinas yang memang difungsikan guna melayani UMKM terkait keperluan
yang berkaitan dengan UMKM. Langkah ini juga diterapkan oleh Disperindag,
bahwa sebagai kantor dinas yang ada di Kabupaten Banyuwangi menaungi pada
bidang IKM dan UMKM, yang memiliki peran aktif serta telah berkomitmen dalam
memberikan pelayanan serta mensosialisasikan sertifikasi halal pada IKM dan
UMKM, dengan alasan memang para pelaku industri menjadi mitra dari pada
Disperindag, sehingga dalam hal ini kantor dinas menjembatani para pelaku indutri
yang ingin memiliki sertifikasi halal.

Kesemua sikap yang ditunjukkan oleh beberapa lembaga pemerintahan
tersebut mencermikan kesiapan sikap, serta kepatuhan dalam melaksanakan
kebijakan terkait sertifikasi halal. Sikap tersebut sejalan dengan pernyataan
Edwards 111, bahwa Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam proses
implementasi  kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan
berlangsung efektif, maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa
yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi
mereka juga harus mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk
melaksanakan kebijakan tersebut.*6?

Keempat, struktur birokarasi. Struktur birokarasi yang dimaksudkan disini
adalah menyangkut didalamnya mengenai kerjasama, koordinasi, dan prosedur atau
tata kerja dalam mengimplementasikan kebijakan publik terkait sertifikasi halal

pada UMKM yang ada pada Kabupaten Banyuwangi ini. Adapun sekema pola

162 yulianti Kadji, Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik...,68.
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koordinasi sertifikasi halal pada UMKM yang melibatkan beberapa lembaga
pemerintahan serta dibantu dengan lembaga asosiasi UMKM sebagai berikut:

Pola Koordinasi/Sinergi Implementasi Sertifikasi Halal
Di Kabupaten Banyuwangi

U BPJPH/Kementerian Agama =  fF----- -

U

Bentuk Koordinasi
Pelatihan Sertifikasi Halal
Disperindag |:> Sosialisasi Sertifikasi Halal <:| Diskopumdag

Program SEHATI
Bertukar Informasi dan Data

i)

b Asosiasi UMKM | cc oo - -

Sumber: Data Diolah 2022

Wujud koordinasi dari bagan diatas, secara detail dijelaskan sebagai berikut:
Kementerian Agama berlandaskan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 26 tahun
2019 Pasal 2, bahwa: pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan JPH,
yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Menteri (menteri yang dimaksud adalah
BPJPH). Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, dalam hal ini Kementerian
Agama Kabupaten Banyuwangi, sebagai lembaga pemerintahan tingkat daerah juga
turut aktif dalam melaksanakan kewajiban pendampingan terkait implementasi
sertifikasi halal tersebut, yang salah satunya melalui pendampingan pada UMKM
makanan dan minuman.

Wujud pelaksanaan wewenang atas wajibnya implementasi sertifikasi halal
tersebut, terlihat dari beberapa koordinasi yang telah dilakukan Kementerian
Agama Kabupaten Banyuwangi. Secara keanggotaan sendiri, Kemenag telah saling

kompak bersama anggota dalam membangun kerjasama, berkoordinasi
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menjalankan beberapa program terkait sertifikasi halal, yang salah satunya dengan
mengfungsikan penyuluh yang ada pada Kabupaten Banyuwangi. Telah didapati
juga bahwa pihak Kemenag telah berkoordinasi dengan beberapa lembaga
pemerintahan yang ada yakni dengan Diskopumdag, Disperidan dan juga lembaga
swadaya dalam beberapa program yakni pelatihan sertfikasi halal, program
SEHATI oleh Kemenag, sosialisasi sertifikasi keamanan pangan dan juga bertukar
data serta informasi. Temuan yang ada terkait koordinasi ini dengan Diskopumdag
terkait pendataan program sertifikasi halal gratis (SEHATI), pihak Kemenag
mengutarakan bahwa pihak Diskopumdag kesulitan dalam memilah data pelaku
usaha yang sudah dan belum memiliki sertifikasi halal.

Diskopumdag sebagai lembaga pemerintahan tingkat daerah yang
mempunyai tugas dalam pemberdayaan dan mendampingi para pelaku UMKM
guna memiliki sertfikat keamanan pangan pada prduknya. Hal tersebut berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2019 pasal 4 tentang
Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM, yang diantaranya bertujuan guna
mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal serta
meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan
kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari
kemiskinan. Selama ini telah melakukan beberapa usaha guna melaksanakan
adanya kebijakan tersebut.

Wujud pelaksanaan wewenang Diskopumdag berdasarkan Perda kabupaten
Banyuwangi, terlihat dari beberapa koordinasi yang telah dilakukan oleh
Diskopumdag dengan beberapa lembaga pemerintahan serta lembaga asosiasi

UMKM. Selama ini Diskopumdag sudah saling berkoordinasi pada lingkup
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anggota Diskopumdag sendiri, serta terpadu bersama anggota dinas telah
menjalankan beberapa program mengenai peningkatan sertifikasi keamanan
pangan. Kemudia untuk koordinasi dengan lembaga lain Diskopumdag telah
melakukan bebrapa program bersama terkait pelatihan sertfikasi halal, program
SEHATI oleh Kemenag, sosialisasi sertifikasi keamanan pangan dan juga bertukar
data serta informasi.

Namun pada hal ini juga ditemukan bahwa kurang kuatnya jalianan
koordiansi dengan Kemenag Kabuaten Banyuwangi terkait pertukaran informasi
sertifikasi halal dan data pelaku UMKM. Hal itu didasari bahwa Kemenag sendiri
belum ada komunikasi guna mengajak Diskopumdag untuk berdiskusi secara
mendalam terkait lebel halal ini, pihak Kemenag cenderung lebih menjalin
kerjasama langsung dengan asosiasi UMKM dari pada melewati jalur
Diskopumdag. Sehingga hal ini tentu akan berdampak pada proses kelancaran
implementasi sertifikasi halal pada UMKM.

Kurang terciptanya jalinan kerjasama antar lembaga tersebut bertolak
belakang dengan pernyataan Edwards Ill yang menjelaskan bahwa meskipun
sumber daya dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan telah
mencukupi dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan serta
bersedia untuk melaksanakannya, tapi terkadang proses implementasi kebijakan
masih terhambat oleh in-efisiensi struktur birokrasi. Disisi lain bahwa dalam
implementasi kebijakan membutuhkan kerjasama yang melibatkan banyak

orang.'%3

183 Yulianti Kadji, Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik...,69.
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Diskopumdag sebagai lembaga pemerintahan tingkat daerah yang
mempunyai tugas dalam pemberdayaan dan mendampingi para pelaku UMKM
guna memiliki sertfikat keamanan pangan pada prduknya dengan berdasar
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2019 pasal 4 tentang
Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM, yang diantaranya bertujuan guna
mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal serta
meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan
kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari
kemiskinan. Selama ini telah melakukan beberapa usaha guna melaksanakan
adanya kebijakan tersebut.

Wujud pelaksanaan wewenang Disperindag berdasarkan Perda kabupaten
Banyuwangi tersebut, salah satunya terlihat dari beberapa koordinasi yang telah
dilakukan oleh Diskopumdag dengan beberapa lembaga pemerintahan serta
lembaga asosiasi UMKM. Adapun pada sisi keanggotaan Diskopumdag, selama ini
telah melakukan pendalaman secara khusus kepada segenap anggota dinas, serta
menyusun beberapa program bersama, dengan saling berkoordinasi pada sesama
anggota dalam mensukseskan implementasi sertifikai halal ini. Sedangkan pada
bentuk koordinasi dengan lembaga dinas lain, selama ini telah melakukan
kerjasama dengan Kemenag, Diskopumdag dan jugas asosiasi UMKM, terkait
sertifikasi halal pada UMKM yang ada di Kabupaten Banyuwangi melalui beberapa
program pelatihan sertfikasi halal, program SEHATI, sosialisasi sertifikasi
keamanan pangan dan juga bertukar data serta informasi.

Sehingga pada dasarnya semua bentuk usaha yang telah dilakukan lembaga

pemerintahan tersebut mendukung pada kebijakan wajibnya sertifikasi halal yang
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terkandung pada isi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta
juga sejalan dengan isi Perda Kabupaten Banyuwangi yang dilimpahkan pada
masing-masing lembaga baik Diskopumdag (Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM) dan juga Disperindag (Perda Nomor 76
Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja).
. Faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan implementasi
sertifikasi halal pada UMKM di Kabupaten Banyuwangi.
Adapun hasil analisis data SWOT implementasi sertifikasi halal pada UMKM
di Kabupaten Banyuwangi, dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Kondisi Internal
Hal ini telah dipaparkan pada tabel 4.1, bahwa kondisi internal kekuatan
mempunyai nilai 3,75 diperoleh dari penjumlahan bobot item pada masing-
masing indikator faktor kekuatan dan kelemahan, penilaian responden
dikalikan rating masing-masing indikator faktor kekuatan dan faktor
kelemahan yang diberikan oleh beberapa stakeholder terkait implentasi
sertifikasi halal yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini. Kondisi internal
sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Banyuwangi tergolong baik karena nilai
rata-rata faktor kekuatan lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata kelemahan.
2. Kondisi Eksternal
Hal ini telah dipaparkan pada tabel 4.1, bahwa kondisi eksternal pada
peluang mempunyai nilai 3,70 diperoleh dari penjumlahan bobot item pada
masing-masing indikator faktor peluang dan ancaman, penilaian responden

dikalikan rating masing-masing indikator faktor peluang dan faktor ancaman
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yang diberikan oleh beberapa stakeholder terkait implentasi sertifikasi halal
yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini. Kondisi eksternal sertifikasi halal
UMKM di Kabupaten Banyuwangi tergolong cukup baik karena nilai rata-rata
faktor kekuatan lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata kelemahan dengan
selisih yang sedikit.

Oleh karna itu dapat disimpulkan bahwa implementasi sertifikasi halal
pada UMKM yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini dalam posisi kekuatan
dan peluang yang tinggi. Identifikasi pada faktor internal dan eksternal maka
dapat menciptakan empat strategi utama, yaitu: strategi SO (strength dan
opportunities), strategi WO (weakness dan opportunities), strategi ST (strength
dan treats) dan strategi WT (weakness dan treats). Sehingga dalam hal ini
berdasarkan keterangan pada tabel internal faktor strategi/tabel eksternal faktor
strategi (IFS/EFS) tersebut, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi S-O (Strenghts-Opportunities)
Adapun kombinasi strategi yang dihasilkan adalah dengan memanfaatkan
kekuatan atas peluang yang telah diidentifikasi. Dalam hal ini guna lebih
memaksimalkan implementasi sertifikasi halal, dapat melakukan
penerapan strategi berupa meningkatkan kembali sosialisasi terkait
kebijakan pemerintah dalam sertifikasi halal, meningkatkan kembali
fungsi lembaga dinas terkait pendampingan UMKM guna memiliki
sertifikasi halal, meningkatkat kembali terkait kesadaran masyarakat guna
memilih dan mengetahui manfaat sertifikasi halal serta meningkatkan
kembali peran asosiasi dalam membimbing dan mengompakkan para

pelaku UMKM.
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2. Strategi W-O (Weaknesses- Opportunities)
Adapun kombinasi strategi yang dihasilkan adalah memperbaiki atau
meminimalkan kelemahan guna memanfaatkan peluang. Dalam hal ini
guna lebih memaksimalkan implementasi sertifikasi halal, dapat
melakukan penerapan strategi berupa memperbaiki kulalitas SDM dengan
meningkatkan kualitas SDM lembaga maupun pelaku usaha terkait
sertifikasi halal, memperbaiki kembali fungsi lembaga guna menegaskan
wajibnya sertifikasi halal dan meningkatkan kembali dengan memperbaiki
manajeman lembaga dinas terkait pencapaian Kkinerja yang berkaitan
dengan sertifikasi halal.

3. Strategi S-T (Strengths-Threaths)
Adapun kombinasi strategi yang dihasilkan adalah menciptakan strategi
yang menggunakan kekuatan guna mengatasi ancaman. Dalam hal ini
guna lebih memaksimalkan implementasi sertifikasi halal, harus
mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait sertifikasi halal
melalui program-program kegiatan seperti seminar kemudian harus
meningkatkan pelayanan kepada palaku usaha terkait fasilitas-fasilitas
yang berkaitan dengan sertifikasi halal seperti tersedianya lembaga
pemeriksa halal.

4. Strategi W-T (Weaknesses- Threaths)
Adapun kombinasi strategi yang dihasilkan adalah menciptakan strategi
yang meminimalkan kelemahan guna menghindari ancaman. Dalam hal
ini guna lebih memaksimalkan implementasi sertifikasi halal, yaitu dengan

menjalin kerjasama dengan lembaga lain guna melaksanakan kegiatan
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pelatihan dalam meningkatkan SDM dan edukasi kepada pelaku usaha
serta harus menjalin kerjasama dengan lembaga lain guna memudahkan
kebutuhan fasilitas yang berkaitan dengan sertifikasi halal.

Strategi yang tepat diterapkan pada Kabupaten Banyuwangi saat ini
adalah menerapkan strategi SO (Strenghts-Opportunities) hal ini
dilakukan guna memanfaatkan kekuatan atas peluang yang telah
diidentifikasi pada penerapan implementasi sertifikasi halal pada UMKM
yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini. Dalam hal ini guna lebih
memaksimalkan implementasi sertifikasi halal, dapat melakukan
penerapan strategi berupa meningkatkan kembali sosialisasi terkait
kebijakan pemerintah dalam sertifikasi halal, meningkatkan kembali
fungsi lembaga dinas, terkait pendampingan UMKM guna memiliki
sertifikasi halal, meningkatkat kembali terkait kesadaran masyarakat guna
memilih dan mengetahui manfaat sertifikasi halal serta meningkatkan
kembali peran asosiasi dalam membimbing dan mengompakkan para
pelaku UMKM. Oleh karena itu pada hasil analisis SWOT ini ditemukan
bahwa implementasi sertifikasi halal pada UMKM vyang ada pada
Kabupaten Banyuwangi ini masuk kategori agresive dalam artian
merupakan situasi yang sangat menguntungkan, dan berada pada kuadran
1 sehingga Kabupaten Banyuwangi dengan didukung oleh Kementerian
Agama, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan
perdagangan serta didukung oleh asosisi UMKM memiliki peluang dan
kekuatan, guna dapat memanfaatkan peluang yang ada pada Kabupaten

Banyuwangi.
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Pada hasil implementasi serta temuan dilapangan terkait fakor
pendukung dan penghambat mengenai langkah analisis SWOT yang ada
pada Kabupaten Banyuwangi ini memiliki beberapa persamaan dengan
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Debbi Nukerianan dengan judul
Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu,
dengan jenis penelitian penelitian deskriptif kualitatif. Hasil peneitian
mengungkapkan bahwa pertama, implementasi sertifikasi halal pada
produk pangan di Kota Bengkulu sudah terlaksana meskipun masih
sebagian kecil dari jumlah IKM yang ada di Kota Bengkulu. Kedua, faktor
pendukung implementasi sertifikasi halal pada produk pangan di Kota
Bengkulu adalah adanya regulasi yang mengatur tentang sertifikasi halal,
konsumen pangan mayoritas beragama Islam dan produsen pangan
mayoritas bergama Islam. Adapun faktor penghambatnya adalah belum
berlaku efektifnya undang-undang tentang Jaminan Produk Halal,
kurangnya informasi atau pengetahuan tentang sertifikasi halal serta
kurangnya kesadaran hukum konsumen dan produsen untuk mendapatkan

sertifikat halal.



BAB VI
PENUTUP
D. Kesimpulan
Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian mengenai Analisis

Implementasi Sertifikas Halal pada UMKM Kabupaten Banyuwangi, peneliti

memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Bentuk sosialisasi sertifikasi halal pada UMKM di Kabupaten Banyuwangi,
yaitu: Pertama, sosialisasi terkait sertifikasi halal ini dilakukan oleh oleh
Kementerian Agama Banyuwangi, dengan cara mengfungsikan tim penyuluh
sebagai alternatif dalam mensosialisasikan sertifikasi halal, yang ada pada
wilayah kerjanya masing-masing dengan melalui pengajian yang mereka isi
dan kemudian menyelipkan informasi yang berkaitan dengan sertifikasi halal.
Kedua, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi, kepada para
pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Banyuwangi, dengan tidak serta merta
melakukan sosialisai khusus terkait sertifikasi halal, tetapi bersamaan
mensosialisaikan terkait progam-progam yang lain seperti PIRT. Ketiga,
dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi,
dengan metode yang diterapkan kantor dinas yaitu dengan cara melakukan
pelatihan serta mengundang anggota asosiasi, yang didalamnya memuat para
pelaku IKM dan UMKM yang ada di Kabupaten Bayuwangi dan anggota
asosiasi. Keempat, dilakukan oleh asosiasi UMKM melalui pertemuan anggota
UMKM vyang diadakan setiap 3 bulan sekali, serta melalui asosiasi etnic

Banyuwangi dalam kegiatan pameran atau festival UMKM.
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2. Bentuk implementasi sertifikasi halal pada UMKM di Kabupaten Banyuwangi
yaitu melalui beberapa usaha: pertama, dengan mengkomunikasian dalam
maksud melakukan penyampaian informasi-informasi yang berkaitan dengan
sertifikasi halal kepada pada pelaku UMKM. Kedua, penyediaan sumber daya
yang mencakup staf yang ahli, model pelaksanaan, wewenang, dan fasilitas .
Ketiga, disposisi atau sikap pelaksana terkait wujud kesediaan, komitmen
dalam melayani kepentingan para pelaku UMKM. Keempat, struktur birokrasi
atau organisasi dalam artian adanya wujud kerjasama, koordinasi, dalam
implementasi kebijakan publik terkait sertifikasi halal pada UMKM yang ada
pada Kabupaten Banyuwangi.

3. Adapun faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan implementasi
sertifikasi halal pada UMKM di Kabupaten Banyuwangi dengan analisi SWOT
yang telah dilakukan adalah:

a. Kabupaten Banyuwangi terkait implementasi sertifikasi halal pada
UMKM ini, masuk kategori agresive dalam artian merupakan situasi yang
sangat menguntungkan. Dan berada pada kuadran 1 sehingga lembaga
dinas koperasi dan UMKM serta di dukung dengan lembaga lain yang ada
tersebut memiliki peluang dan kekuatan, guna dapat memanfaatkan
peluang yang ada. Sehingga fokus strategi yang harus diterapkan dinas
koperasi dan UMKM serta di dukung dengan lembaga yang ada dalam
kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif
(Growth oriented strategy).

b. Strategi yang tepat diterapkan pada Implementasi sertifikasi halal pada

UMKM di Kabupaten Banyuwangi ini adalah strategi S-O (Strenghts-
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Opportunities), yang dalam hal ini dilakukan guna memanfaatkan
kekuatan atas peluang yang telah diidentifikasi.
E. Saran
1. Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi.
a. Guna meningkatkan atau mempererat relasi dengan dinas atau lembaga
yang menaungi dan memberdayakan UMKM.
b. Guna memaksimalkan fungsi penyuluh dalam memberikan pendampingan
yang berkaitan dengan sertfikasi halal pada UMKM.
c. Hendaknya pemerintah membentuk fasiltasi lembaga pemeriksa halal
(LPH) pada wilayah Kabupaten Banyuwangi.
2. Diskopumdag Dan Disperindag Kabupaten Banyuwangi.
a. Guna meningkatkan kualitas pelayanan lembaga serta mendukung
kebijakan wajibnya sertifikasi halal.
b. Guna lebih meningkatkat kualitas SDM lembaga terkait keilmuan
sertfikiasi halal.
3. Asosiasi UMKM
Guna lebih membimbing serta mengkoordinir para pelaku UMKM dalam
melakukan upaya mendapat sertifikasi kemanan pangan.
4. Penelitian Selanjutnya
a. Guna menjadi bahan acuan dan informan bagi penelitian selanjutnya serta
lebih mendalami terakait implementasi yang dilakukan.
b. Guna melakukan penelitian pada fokus yang sama serta meggunakan

metode penelitian yang berbeda.
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